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BAB 1

PENDAHULUAN
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BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan
masyarakat Indonesia yang dilakukan sccara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan
nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
memperhatikan tantangan perkembangan global Dalam pelaksanaannya mengacu
kepada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan
bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral
dan etikanya, Pembangunan yang terpusat dan tidak merata yang dilaksanakan selama ini
ternyata hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi serta tidak diimbangi kehidupan
sosial, politik, ckonomi yang demokratis dan berkeadilan. Fundamental pembangunan
ckonomi yang rapuh, penyclenggaraan negara yang sangat birokratis dan cenderung
korup, serta tidak demokratis telah menyebabkan krisis moneter dan ekonomi, yang
nyaris berlanjut dengan krisis moral yang memprihatinkan. Hal tersebut kemudian
menjadi penyebab timbulnya krisis nasional yang berkepanjangan, telah membahayakan
persatuan dan kesatuan, mengancam kelangsungan kehidupan bangsa dan negara.
Karena itu, reformasi di segala bidang dilakukan untuk bangkit kembali dan

memperteguh kepercayaan diri atas kemampuannya dan melakukan langkah-langkah
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penyelamatan, pemulihan, pemantapan, dan pengembangan paradigma baru Indonesia
masa depan yang berwawasan kelautan dalam rangka mewujudkan cita-cita proklamasi
Kemerdckaan 17 Agustus 1945. Hal tersebut tertuang dalam Dasar Pemikiran TAP
MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.
Upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kescjahteraan rakyatnya saat ini
menghadapi perkembangan perckonomian dunia yang bergerak demikian pesat dan
kompetitif, sebagai dampak dari globalisasi perekonomian dunia. Keadaan ini, baik
secata langsung maupun (idak langsung, akan mempengarvhi perkembangan.
perckonomian Indonesia. Untuk mengantisipasinya maka s&ategi yang harus ditempuh
bangsa Indonesia adalah mempercepat pembangunan nasional di segala sektor. Bahwa
krisis multi dimensi yang melanda bangsa Indonesia tersebut, perlu segera diatasi melalui
reformasi di segala bidang, sehingga memungkinkan bangsa Indonesia bangkit kembali
dan memperkukuh kepercayaan diri atas kemampuannya. Langkah dan upaya
penyclamatan untuk mengatasi krisis moneter telah dilakukan pemersintah Indonesia
antara lain melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan Internasional seperti
IMF (International Monetery Fund), Bank Dunia {(World Bank) seta ADB (Asian
Development Bank). Berbagai paket kebijaksanaan telah dikeluarkan untuk mencari
solusi dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat, dunia usaha, maupun
investor terhadap stabilitas moneter Indonesia, termasuk anjuran IMF scbagai hasil
kesepakatan (letter of intent) dengan pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi

ekonomi dan hukum telah mulai dilaksanakan.
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Peran Pemerintah dalam menggerakkan perekonomian terutama penyediaan
infrastruktur yang membutuhkan biaya besar diharapkan masih dapat berlanjut. Peran
tersebut diwujudkan anfara lain melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD), misalnya Bank -bank Milik Pemerintah yang berfungsi
sebagai mediasi antara pemilik dana dan dunia usaha, masih cukup dominan dalam
menyediakan pembiayaan pembangunan baik untuk program Pemerintzh dalam
membantu sektor usaha kecil dan menengah maupun pembiayaan komersial swasta pada
umumnya. Pembiayaan pembangunan dimaksud mempunyai risiko bisnis, yaitu
kemacetan dalam pengembaliannya. Selain itu siklus perekonomian yang selalu
mengalami konjungtur, yaitu adanya masa pertumbuhan, booming, resesi, dan balkan
krisis ckonomi, turut memperbesar risiko kemacetan usaha. Dampakaya akan berimbas
terhadap sektor ril. Kondisi demikian dc;xpat mengancam kelangsungan pembangunan
nasional. Oleh karena pentingnya peran bank-bank milik Pemerintah sebagai penyedia
dana dan BUMN/BUMD lainnya scbagai motor penggerak perckonomian, serta
pelaksana proyek-proyek perintis maka diperlukan adanya pengelolaan keuangan ncgara
yang mampu, profesional, dan bertanggung jawab. Piutang Negara sebagai bagian dari
keuangan negara harus dikelola secara cepat, efektif dan cfisien. Dengan demikian
kemacetan likuiditas dana Pemerintah dapat teratasi secara optimal. Selain ity
perlindungan dana masyarakat dan fungsi pemerataan yang diamanatkan kepada

BUMN/BUMD dapat tetjaga.
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Pasal 8 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-
undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992
tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan) ditegaskan bahwa
dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari’ah, Bank Umum
wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan
kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau
mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal yang
utama dalam memberikan kredit adalah “keyakinan™ bank sebagai kreditor terhadap
debitor. Didalam penjelasan pasal 8 tersebut menyatakan bz;hwa kredit atau pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syari'ah yang diberikan oleh Bank mengandung risiko, sehingga
dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan  atau
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang schat. Untuk mengurangi risiko tersebut,
jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah dalam arti
keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi
kewajibannya sesuai dengan yang dipetjanjikan merupakan faktor yang harus
diperhatikan oleh Bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan
kredit, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan,
modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah debitur. Mengingat bahwa agunan
sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain
telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah debitur mengembalikan

utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai
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dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum
adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang
sejenis dapat digunakan scbagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa
barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal
dengan agunman tambahan. Disamping itu, Bank dalam memberikan kredit atau
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah harus pula memperhatikan hasil Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan
atau beresiko agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam kaitan ini bahwa agunan merupakan sal;m satu unsur saja dalam
pemberian kredit guna memperkecil risiko dalam menyalurkan kredit, karena pada
prinsipnya, tidak selalu suatu penyaluran kredit harus adanya agunan atau barang
jaminan (coflateral), sebab jenis usaha dan peluang bisnis yang dimiliki debitor pada
dasamya sudah merupakan jaminan terhadap prospek nsaha jtu sendiri atau dengan kata
lain apabila unsur-unsur yang ada telah dapat meyakinkan kreditor atas kemampuan
debitor maka jaminan cukup hanya berupa jaminan pokok saja dan bank tidak wajib
meminta jaminan tambahan.' Faktor-faktor penilaian terhadap watak, kemampuan,
modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur merupakan satu kesatuan analisa yang
tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan saling mengisi atau melengkapi dalam

menganalisis permohonan suatu kredit. Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa peranan

' Habib Adiie, Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah, Mandar Maju, Bandung,
2000, h. 1
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dari masing-masing faktor terscbut dapat bergerak dari 0 — 100 persen, schingga
mungkin saja dalam varian-varian tertentu, peranan dari salah satu faktor menjadi sangat
minim atau sebaliknya sangat dominan.

Pcranan faktor jaminan dalam analisa sesuatu permintaan kredit pada akhimya
meniadakan atau setidak-tidaknya mengurangi “risiko” yang mungkin dapat timbul
dengan tidak dibayamya kembali kredit yang diberikan (untuk sebagian ataupun
seluruhnya) atau tidak dibayar sebagaimana mestinya (tidak tepat pada waktunya).
Karenanya dapat disimpulkan sccara umum, bahwa lebih besar atau donu'nalmya-
peranan suatu jaminan, lebih besar pula nsiko yang mungkin dialami dalam pemberian
kredit terscbut bila ditinjau dari kesatuan analisa. Dengan demikian, agunan kredit tetap
sangat besar perannya dalam pengembalian kredit macet terutama apabila cara-cara lain
yang ditempuh tidak berhasil. Menurut hemat saya sudah sewajarnyalah apabila Bank
tidak memberikan kredit kepada siapapun tanpa jaminan, dengan demikian setiap
pemberian kredit harus ada jaminan yang discralikan oleh Penerima Kredit kepada Bank.
Dalam menerima barang sebagal jaminan kredit, Bank memegang prinsip bahwa jaminan
kredit tersebut harus mempunyai nilai hasil guna yang sctinggi-tingginya dalam arti
bahwa hak atas barang tersebut langsung dapat diikat oleh Bank sebagai kreditor
preferent, sehingga dalam waktu singkat jaminan kredit yang diterima itu dapat
dikonversikan ke dalam bentuk uang untuk menyelesaikan kredit apabila dianggap perlu

oleh Bank.
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Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan tersebut dalam proses
pembangunan, sudah semestinya jika pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang
terkait mendapat perfindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan yang
dapat pula memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Di
dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbock yang masih berlaku
atas dasar Pasal II Aturan Peralthan UUD 1945, untuk selanjutnya disebut BW) yaitu
pasal 1131 BW diletakkan asas umum hak seorang kreditur terhadap debitumya,
ditentukan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tak -
bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan adﬁ dikemudian hari, menjadi
tanggungan untuk segala perikatan perscorangan.

Jadi hak-hak tagihan scorang kreditur pertama dijamin dengan semua barang-
barang debitur yang sudah ada, artinya yang sudah ada pada saat hutang dibuat; kedua
dijamin dengan sernua barang yang akan ada, disini berarti barang-barang yang pada saat
pembuatan hutang belum menjadi kepunyaan debitur, tetapi kemudian menjadi miliknya.
Dengan perkataan lain hak kreditur meliputi barang-barang yang akan menjadi milik
debitur, asal kemudian benar-benar menjadi miliknya. Ketiga, dijamin baik dengan
barang bergerak maupun tidak bergerak. Ini menunjukkan, bahwa piutang debitur
menindih pada seluruh harta debitur tanpa kecuali” Selanjutnya pasal 1132 BW
menepaskan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua

orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi

2 Satrio, J, Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 4
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menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali
apabila diantara pada berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.
Perjanjian kredit sebhagai suatu perikatan sebenamnya oleh undang-undang juga
sudah dijamin dengan harta benda debitor seperti yang diatur pasal 1131 BW, Namun
andaikata debitor tak memenuhi janjinya, maka harta itulah yang akan dimintakan olch
kreditor kepada hakim untuk dijual lelang dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi
utang. Dalam praktek sulit sekali diketahui apakah kekayaan seorang debitur pada saat
penagihan oleh kreditur masih mencukupi untuk membayar semua hutang-hutangnya. -
Oleh karena itu sangat penting bagi kreditur untuk mcndapa; Kkepastian atas hal tersebut
dan bila dapat sgjak pinjaman itu diberikan. Dengan demikian dapat terjadi bahwa,
apabila pendapatan penjualan harta benda si debitor itu hanya cukup saja untuk
membayar utang-utangnya kepada para kreditor yang oleh undang-undang diberikan
kedudukan istimewa (preferensi) tersebut, maka kreditor-krediior lainnya sudah tidak
menerima apa-apa lagi. Pasal 1133 BW menjelaskan tentang siapa-siapa yang oleh
undang-undang diberikan kedudukan istimewa itu, yaitu orang-orang berpiutang yang
mempunyai hak istimewa, orang-orang pemegang Gadai, orang-orang pemegang Hipotik
(sckarang discbut Hak Tanggungan).’ Kepastian akan hak memberi tanggungan kepada
kreditur yang bessifat mendahului atau kedudukan yang lebih menguntungkan ini dapat

timbul hanya dalam hubungan dan sebagai tambahan dari perjanjian pokoknya. Menurut

* Moch. Isnaeni, Hipotek Pesawat Udara di Indonesia, Dharma Muda, Surabaya, 1996, h. 51-52
4 Subekti, R, Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia, Citra Aditya
Baktt, Bandung, 1991, h. 12
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hukum, semua perjanjian jaminan hutang merupakan perjanjian yang assessoir.’_ Oleh
karena itu untuk memperoleh jaminan dalam arti dan dengan peranan sebagaimana
diutarakan di atas, oleh undang-undang ditetapkan pula persyaratannya yaitu dengan
mengatur macam-macam bentuk dan cara pengikatannya. Sccara sederhana dapat
discbutkan macam pengikatan yaitu uatuk benda bergerak dikkat dengan gadai atau
fidusia, sedangkan benda tidak bergerak dengan Hak Tanggungan. Dalam prakiek
perkreditan di Indonesia, agunan berupa benda tidak bergerak atau jaminan kebendaan
berupa tanah, merupakan agunan yang paling diminati, hal ini suatu hal yang wajar, -
karena secara ekonomis, harga tanah dari waktu ke wakﬁl bernilai tinggi.® Bahkan
kentara kalau dari waktu ke waktu tanah it mempunyai nilai tambah yang terus
meningkat.” Dilihat dari pihaknya Bank-bank sendin ternyata dalam pemberian kredit
mereka lebih menyukai benda-benda tidak bergerak sebagai jaminan terutama hak atas
tanah dengan rumal/bangunan di atasnya, tanah saja atau rumah saja. Dengan
pertimbangan karena jaminan benda-benda tidak bergerak Iebih menguntungkan dari
benda-benda bergerak karena : pertama, nilai barang jaminan jarang sekali mengalami
penurunan, kedua, pemilihan benda-benda tetap mempunyai landasan hukum yang kuat,
ketiga, keadaan barang jaminan jarang mengalami perubahan, dan keempat, risiko

perubahan nilai dan kemungkinan kerusakan barang jaminan ringan.®

* Fuady, Munir, Jaminan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 19

¢ Habib Adjie, op. cit, h. 2

" Moch. Isnaini, op. cit., . 67

¢ Sofwan, St Socdewi Masjchoen, Hukum Perdata : Hak Jaminan Atas Tanah, Liberty, Yogyakarta,
1981, h 68
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Bertitik tolak dari kenyataan tersebut, sejak diberlakukannya Undang-undang
No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (untuk selanjutnya
disebut UUPA), Hukum Agraria kita telah mengalami perubahan yang fundamental di
dalam hukum tanah di Indonesia, dari hukum kolonial yang bersifat pluralistis menuju
hukum nasioﬁal yang berlaku sccara unifikasi. Sebelumnya terdapat hukum tanah yang
bersumber pada hukum Adat vang akhirnya diganti dengan hukum tanah yang diatur
dalam Undang-undang terscbut.

Dalam pasal 51 UUPA, sudah disediakan lembaga hak jaminan yang kuat yang -
dapat dibebankan pada hak atas tanah, yaitu Hak T@gm sebagai pengganti
lembaga hypotheck dan Credietverband sebagaimana diatur dalam BW. Setelah melalui
perjalanan waktu yang cukup panjang, yaitu hampir 35 tahun, akhirmya lahir juga
Undang-undang sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 51 tersebut, yaitu dengan
Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta
Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (untuk sclanjuinya disebut UUHT). Dengan
diundangkannya UUHT (ersebut, sebagaimana discbutkan dalam Kkonsideran
“Menimbang” huruf ¢, maka tuntaslah unifikasi Hukum Tanah Nasional, yang
merupakan salah satunya lembaga Hak Jaminan Atas Tanah.’

Sesuai dengan substansi Pasal 29 UUHT, dinyatakan bahwa dengan berlakunya
Undang-undang ini, ketenfuan mengenai Creditverband sebagaimana terscbut dalam

Staatblad 1908-542 jo. Staatblad 1909-586 dan Staatblad 1909-584 sebagai yang telah

? Habib Adjie, op. cit., I 3
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diubah dengan Staadblad 1937-190 jo. Staatblad 1937-191 dan ketentuan mengenai
hypotheek sebagaimana tersebut dalam Buku I BW sepanjang mengenai pembebanan
Hak Tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Hak Tanggungan pada dasarnya mempunyai ciri-ciri : memberikan kedudukan
yang diutamakan atau mendahulu kepada pemegangnya; selalu mengikuti obyek yang
dijaminkan dalam tangan siapa pun obyek itu berada; memenuhi asas spesialitas dan
publisitas schingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum
kepada pihak-pihak yang berkepentingan; mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.*®

Apabila dalam perjalanan kredit yang diberikan oleh kreditur terdapat kegagalan
dari pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya, maka pihak kreditur Qalam praktek
tidak langsung mengeksekusi jaminan yang diberikan. Pertama-tama tentuny:la diusahakan
dicari jalan keluarnya dengan cara penyelamatan  kredit misalnya pcnjadualati kembali
(rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali
(restructuring). Apabila penyelamatan kredit tersebut tidak dapat dilakukan atau tidak
berhasil menyelamatkan kredit yang ada, maka kreditur selanjutmya mengajukan somasi
terlebih dahulu dan pada akhimya melakukan eksekusi jaminan sebagai jalan terakhir
untuk menyelamatkan kredit yang telah diberikan. Khusus untuk jaminan hak atas tanah,
pasal 26 UUHT mengatur bahwa sclama belum ada peraturan perundang-undangan

yang mengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 14, peraturan

** Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan angka 3
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mengenai cksekusi Appotheek yang ada pada mulai berl.akﬁnfa ‘Undang-undang ini,
bertaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan.

Selanjutnya dalam penjclasan pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan
tersebut diatas yang dimaksud dengan peraturan mengenai cksekusi sypotheek yang ada
dalom pasal ini, adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 224 Reglemen
Indonesia yang Diperbaharui (et Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941-
44, untuk selanjutnya disebut HIR) dan Pasal 258 Reglemen Acara Hukum untuk
Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement ot regeling van het Rechtswezen in de
Gewesten Buiten Java en Madura, Staatblad 1927-227, untuk sclanjutnya discbut RBg).
Ketentuan dalam pasal 14 yang harus diperhatikan adalah bahwa grosse acte Hypotheek
yang berfungsi sebagai surat tanda bukti adanya hypotheek, dalam hal Hak Tanggungan
adalah sertifikat Hak Tanggungan. Adapun yang dimaksud dengan peraturan perundang-
undangan yang belum ada, adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur secara
khusus eksekusi Hak Tanggungan, sebagai pengganti ketentuan khusus mengenai
eksekusi hypotheek atas tanah yang disebutkan di atas. Sebagaimana dijelaskan dalam
Penjelesan Umum angka 9 UUHT, ketentuan peralthan dalam pasal ini memberikan
ketegasan, bahwa sclama masa peralihan tersebut, ketentnan hukum acara di atas berlaku
terhadap cksekusi Hak Tanggungan, dengan penyerahan serfifikat Hak Tanggungan
scbagai dasar pelaksanaannya.

Di samping ketentuan cksekusi tersebut, khusus untuk Bank Milik Pemerintah

ada ketentuan lain yaitu kewajiban Bank Milik Pemerintah unfuk menyerahkan
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penyelesaian kredit macetnya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (uniuk selanjutnya
disecbut PUPN). Adanya penyerahan kredit macet ini kepada PUPN seringkali
menimbulkan sengketa dengan pihak debitur, mengingat lembaga ini lebih condong
berpihak kepada bank milik pemerintah dalam pelaksanaan cksckusi dan penyelesaian
kredit macet. Disamping persoalan terscbut, dalam praktek perbankan schari-hari,
khususnya cksekusi jaminan hak atas tanah yang dilakukan oleh Bank Milik Pemerintah,
seringkali dijumpai permasalahan-permasalahan cksekusi dengan kata lain eksekusi tidak
selalu berjalan lancar. Seringkali ditemui kendala-kendala yang dapat menghambat
kelancaran e¢ksekusi. Hambatan-hambatan tersebut bisa berasal dari Pihak Ketiga
maupun dari debitur sendiri.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi
pokok masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pelaksanaan cksekusi Hak Tanggungan
di lingkungan Bank Milik Pemerintah. Dalam rangka membahas pokok masalah tersebut
dapat dirinci ke dalam sub masalah sebagai berikut :

a. Kewenangan PUPN dalam mengatasi kredit macet yang dijamin dengan Hak

Tanggungan.
b. Kendala eksekusi obyck Hak Tanggungan di lingkungan Bank Milik Pemerintah.

2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji perkembangan hukum jaminan,

khususnya mengenai cksekusi obyek Hak Tanggungan di lingkungan Bank Milik
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Pemerintah. Sebagaimana diketahui pada saat ini perkembangan hukum benda nasional
dan hukum jaminan yang masih bersifat parsial. Kelahiran UUHT diharapkan mampu
mewujudkan sosok aturan hukum yang antisipatif, handal dan dinamis dalam menunjang
aktivitas perkreditan, namun dengan tetap memperhatikan harmonisasi dan sinkronisasi
dengan azas-azas yang meclandasinya. Lebih lanjut kehadiran UUHT benar-benar
mampu berperan serta di dalam memacu perkembangan perekonomian nasional,
terutama kebutuhan praktek perbankan di bidang perkreditan.

Di samping tujuan umum, penchtian ind juga mempunyai tujuan khusus yaitu
unfuk mengetahui upaya perbankan dalam menerapkan kebijakan perkreditan khususnya
dalam cksckusi jaminan hak atas tanah, sebagai manifestasi dari pelaksanaan prinsip
kehati-hatian (prudential banking) dalam mewujudkan iklim perbankan yang sehat dan
profesional. Disamping ifu penelitian ini juga untuk mengkaji beberapa ketentuan UUHT
dan Undang-undang No. 49 Prp tahun 1960 tentang PUPN (selanjutnya disebut UU
PUPN) dalam memberikan kontribusi bagi kegiatan perkreditan yang dilakukan dunia
perbankan, khususnya jaminan yang obyeknya hak atas tanah, yang pada akhirnya
apabila ketentuan-ketentuan dalam UUHT mampu mendukung kebutuhan praktek
perbankan di bidang perkreditan akan berkorelasi terhadap keberhasilan dan

kelangsungan pertumbuhan ekonomi nasional.
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3. Kajian Pustaka

Pasal 1 angka 11 UU Perbankan menegaskan bahwa kredit adalah penyediaan
uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pimjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian
bunga. Dari rumusan tersebut dapat diketahui, bahwa kredit itu merupakan pertjanjian
pinjam meminjam wang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah scbagai debitur.
Dalam perjanjian ini bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabahnya dalam
Jangka waktu yang disepakatinya akan dikembalikan {dibayar) lunas. Tenggang waktu
antara pemberian dan penerimaan kembali prestasi ini menurut Mgs. Edy Putra
Tse'Aman, merupakan suatu hal yang abstrak, yang sukar diraba, karena masa antara
pemberiaan dan penerimaan prestasi tersebut dapat berjalan dalam beberapa bulan, tetapi
dapat pula berjalan beberapa tahun."

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko sehingpa dalam
pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang schat, yaitu
diantaranya bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis,
bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula iclah
diperhitungkan kurang schat dan akan membawa kerugian, bank tidak diperkenankan
memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal ketja dalam rangka kegiatan jual

beli saham, atau memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (legal
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lending limif)."* Dalam rtangka mengimplementasikan prinsip kehati-hatian bank
(principle of prudential bank), maka hampir setiap pinjaman selalu meminta agunan atau
jaminan dari debitor. Hal ini dapat dipahami, karena jika suatu kredit dilepas tanpa
agunan maka memiliki risiko yang sangat besar, dan jika proyek atau bidang usaha yang
dibiayai mengalami kegagalan atau kerugian dan debitur tidak mampﬁ lagi untuk
membayamya, maka pihak bank atau kreditor akan dirugikan dan kredit akan macet.”
Agunan kredit merupakan jaminan tambahan yang diperiukan dalam hal pembetian
fasilitas kredit. 11al demikian sesuai dengan pengertian agunan yang termuat dalam pasal
1 angka 23 UU Perbankan, yaitu bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang
diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dengan kedudukannya sebagai jaminan
tambahan maka bentuk agunan menurut penjelasan UU Perbankan dapat berupa :

« _barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang
bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu
tanah yang bukt kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis
dapat juga digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan

berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang
lazim dikenal dengan agunan tambahan”.

Dalam hal pemberian fasilitas kredit ini pada prakicknya agunan malahan lebih
dominan atau diutamakan, schingga sebenarnya agunan lebih dipentingkan daripada

hanya sekedar jaminan yang berupa keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi

! Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis (Edisi Revisi),
Djambatan, Jakaria, 1997, h.44

12 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indenesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.393
¥ Habib Adjie, op. cit., h. 2
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hutangnya. Hal demikian sangatlah berdasar karena jaminan merupakan hal yang
abstrak, dimana penilaiannya sangatlah subyektif, berbeda dengan agunan yang jelas
sehingga dengan obyektif dan sccara ekonomi pula apabila terjadi suatu wanprestasi dari
debitur atan adanya kredit yang bermasalah maka bank dengan scgera dapat
mengkonversikannya kepada sejumlah uang yang lebih Jikuid.'* Walaupun demikian,
dalam praktek perbankan sehari-hari, pelaksanaan cksckusi agunan tidak semudah yang
dibayangkan. Banyak foktor-faktor yang menghambat pelaksanaan cksckusi. Faktor
ekonomi global pun ikut memberi andil merosotnya usaha perbankan nastonal.

Saat ini peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungginya
dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan
pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi,
pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi
schingga akan memperkuat struktur perckonomian nasional. Demikian pula Bank perlu
memberikan perhatian yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja perckonomian di
wilayah Kkerja tiap-tiap kantor. Bank-bank umum yang dimiliki Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) atau Jebih populer discbut Bank Milik Pemerintah ternyata harus
mengikuti program rekapitalisasi permodalan. Harus ikutnya Bank Milik Pemerintah ini
tak lain karena kondisi permodalan yang semakin hari semakin minus yang dipicu oleh

negative spread dan kredit macet yang terjadi selama krisis berlangsung. Kondisi ini

“ Muhammad Djumhana, op. cit., h. 397
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tentu sangat mengkhawatirkan apalagi fungsi intermediasi bank-bank menjadi mandek,
khususnya Bank Milik Pemerintah yang menguasai perkreditan nasional.
Persoalan-persoalan perbankan, khususnya Bank Milik Pemerintah selama masa
krisis tak bisa dihindarkan pada hal-hal seperti berikut : non performing loan, negative
spread, pelampavan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Net Open Pasition
(NOP), dan Capital Adequacy Ratio (CAR). Kondisi tersebut memaksa Bank Milik
Pemerintah ke lembah yang insolvent dan sulit untuk diselesaikan secara internal
perbankan. Di satu sisi untuk menutup Bank Milik Pcmcrintah rasanya tidak mungkiri
karena sclain memegang kepercayaan negara, secara matematika pun ongkosnya lebih
besar karena dana masyarakamya juga lebih besar dibandingkan biaya rekapitalisasi itu
sendiri, Jika program rekapitalisasi selosai berarti fungsi intermediasi Bank Milik
Pemerintah kembali pulih, dan dengan sendirinya ekspansi kredit akan bergulir
menggantikan kebijakan zero growth. Kebijakan ckspansi kredit memang sangat
dinantikan bukan saja olch Bank Milik Pemerintah itu sendiri melainkan juga oleh
kalangan usahawan yang bergerak di scktor ril. Momentum penyaluran kredit pun
sangat tepat ketika era suku bunga tinggi telah lewat. Industri perbankan pasca
rekapitalisasi masih dihadapkan kepada banyak soal. Bahkan jika tidak diatasi dengan
baik akan memukui balik industri perbankan yang sudah banyak menghabiskan dana
triiunan rupiah wntuk pemulihan. Seperti diketahui, pemulihan perbankan telah
menghabiskan obligasi pemerintah sebesar Rp. 650 triliun dan Rp. 429,3 triliun dag itu

digunakan untuk merekapitalisasi perbankan. Hasilnya sampai saat ini, perbankan belum
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mampu menjadi lembaga intermediasi yang diharapkan oleh banyak kalangan, termasuk
pemerintah dan perbankan sendiri,

Saat ini, ada empat isu penting dalam industri perbankan. Pertama, adalah
kemungkinan terjadinya rekapitalisasi kedua, sebagai akibat negative net interest margin
yang dipicu olch kebijakan uang ketat. Kedua, rendahnya kemampuan bank-bank untuk
memberikan kredit yang tercermin dari rendahnya loan to deposit ratic (LDR). Ketiga,
tekanan terhadap capital adequacy ratio (CAR) 8 persen. Keempat, ancaman non
performing loan (NPL) yang diperkirakan masih lebih besar dar angka 5 persen yang
menjadi sasaran. Besamya NPL ini diyakini scbagai dampak buruk dari naiknya suku
bunga dan ketidakpastian usaha akibat banyak hal yang mempengaruhi memburuknya
kolektibilitas kredit."® Kepastian hukumn dalam pelaksanaan eksekusi jaminan adalah satu
soal yang sama beratnya dengan masalah ketidakpastian berusaha. Bahkan, hukum
benar-benar sepertt hal yang tidak pasti, Juga, faktor otonomi daerah yang sulit untuk
dikendalikan, karena semangat memungut jauh lebih besar dibandingkan semangat
membangun daerah. Belum lapi scal tekanan APBN dan buruknya restrukiurisasi
perusahaan menjadi catatan sendirt dan dengan agenda sendiri.

Sampai saat ini belam ada perataran perundang-undangan yang khusus
mengatur tentang Eksekusi Hak Tanggungan scbagaimana disinggung oleh pasal 26
UUHT. Untuk mengisi kekosongan hukum, saat ini masih dipakai ketentuan mengenai

cksekusi hypotheek yang diatur dalam pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBg. Demikian juga

'S Bank & Manajemen, Edisi Juli — Agustus 2001 No. 61,h. 3
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ketentuan mengenai kewajiban penyerahan kredit macet Bank Milik Pemerintah kepada
PUPN masih menggunakan ketentuan lama yaitu Undang-undang No. 49/Prp/1960.
Ketentuan-ketentuan lama yang masih dipakai tersebut belum banyak memberikan
kepastian hukum yang menyeluruh terhadap sektor perbankan utamanya dalam
pelaksanaan eksckusi jaminan hak atas tanah. Rancangan Undang-undang Perkreditan
dan Rancangan Undang-undang PUPN belum juga diselesaikan oleh lembaga legislatif.
Walaupun demikian, pelaksanaan cksekusi jaminan hak atas tanah tidak dapat ditunda
pelaksanaannya, mengingat situasi global saat ini cendenmg belum dapat menyelesaikarn
kredit macet sccara signifikan. Oleh karena itu, bagaimanapun juga pihak perbankan
selaku kreditur dalam pelaksanaan eksekusi tetap harus mengacu kepada perundang-
undangan yang betlaku. Pembinaan hukum terhadap bidang hukum jaminan adalah
sebagai konsekwensi logis dan merupakan perwujudan tanggung jawab dari pembinaan
hukum mengimbangi lajunya kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan,
perindustrian,  perseroan, pengangkutan dan  kegiatan-kegiatan dalam proyek
pembangunan.” Menurut M. Yahya Harahap, terkadang timbul sikap tidak mau tahu
kewenangan instansi lain. Sikap acuh tak acuh terhadap PUPN, misalnya sering
diperihatkan sementara hakim Pengadilan Negeri. Semontara kalangan hakim
menganggap PUPN sebagai “saingan”. Demikian pula sebaliknya, schingga seolah-olah

terjadi sikap “kompetitif”. Terlampau banyak kasus yang bicara tentang tabrakan diantara

' Ibid
"7 Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, Hiutkunt Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan
dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, 1980, h. |
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pengadilan dan PUPN. Tidak percaya, silakan kumpulkan data tentang sita cksekusi.
Berapa banyak kasus sita yang saling tindih terhadap suatu barang pada wakt yang
bersamaan. Padahal sesuai dengan prinsip sita, tidak boleh diletakkan sita bertindak
terhadap satu barang dalam wakiu yang bersamaan. Sering terjadi dalam kenyataan,
suatu barang yang telah disita Pengadilan Negeri disita eksckusi lagi olch PUPN.
Sebaliknya, berapa banyak kasus barang yang telah disita eksekusi PUPN, masih disita
lagi oleh Pengadilan Negeri.® Yang tak kalah penting lagi untuk dibahas, pandangan
bank swasta terhadap bank milik pemerintah dengan adanya ketentuan UU PUPN. .
Ketentuan tersebut memimbulkan kecemburuan atau diaktﬁninasi dalam penyelesaian

kredit macet antara Bank Mitik Pemerintah dan Bank Swasta.

4, Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian normatif. Pendekatan masalah yang
digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan
(statute approach). Pemilihan pendckatan ini mengingat terhadap permasalahan
penclitian ini bersumber pada materi perundang-undangan, teori-teori, konsep-konsep,
serta doktrin yang berhubungan dengan masalah hukum benda, hukum pertanahan,
hukum jaminan, hukum perbankan dan hukum perkreditan. Kajian ini selanjutnya

dipergunakan untuk menelaah keberadaan lembaga jamninan Hak Tanggungan yang

1 Harahap, M. Yahya, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Gramedia Pustaka
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dihubungkan dengan peranannya dalam furul memacu pertumbuhan usaha pelaku
ckonomi melalui kebijakan perkreditan yang schat. Beranjak dari pendekatan ini
selanjutnya akan dikaitkan dengan upaya perwujudan lembaga jaminan Hak Tanggungan
yang antisipatif, handal, dan dinamis, yang mampu membenkan daya dukung serta
kemantapan perckonomian nasional menghadapi era pasar bebas. Sasaran Iebih lanjut,
bagaimana lembaga jaminan Hak Tanggungan mampu berperan di dalam menopang
kebutuhan pelaku ekonomi, khususnya dalam memacu aktifitas perkreditan perbankan

nasional.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam Kkajian penelitian ini meliputi Bahan
hukum primer, yaitu meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
hukum benda, hukum pertanahan, hukum jaminan, hukum perbankan dan hukum
perkreditan. Di samping itu Bahan hukum sckunder, yaitu meliputi buku literatur,
teksbook, doktrin, jurnal, majalah, maupun media surat kabar yang memuat materi yang

relevan dengan bidang kajian ini,

c. Prosedur P an dan Pengolahan Bahan Hukum
Bahan hukum baik primer maupun sekunder yang diperoleh akan diinventarisasi

dan diidentifikasi untuk selanjutnya dipergunakan dalam menganalisis permasalahan yang

Utama, Jakarta, 1995, h. 337
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bertmbungan dengan Kajian penelitian ini. Dalam melakukan inventasrisasi serta
identifikasi  bahan hukum dipergunakan sistem kartu (card system) yang
penatalaksanaannya  dilakukan dengan sccara kritis, logis, dan sistematis. Dengan
langkah-langkah demikian diharapkan akan lcbih mempermudah alur penyelesaian
penclitian ini. Sctclah melalui tahapan-tahapan inventarisasi dan identifikasi tcrhadap
sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sckunder), langkah berikutnya
melakukan sistomatisasi keseluruhan bahan hukum yang ada baik yang menyangkut
hukum benda, hukum jaminan, hukum pertanahan, hukum perbankan dan hukum
perkreditan. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap teori-tcori, konsep-
konsep, doktrin serta bahan rujukan lainnya.

Rangkaian tahapan inventarisasi, identifikasi dan sistematisasi tersebut
dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian. Rangkaian
tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis dengan menggunakan penalaran deduktif

disertat uraian deskriptif yang bersifat kritis analitis.

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini diantaranya diuratkan latar belakang masalah
dan rumusannya yang akan dikaji dalam penulisan ini. Selanjutriya diuraikan tujuan dan
manfaat penelitian yang terdin dari tujuan dan manfaat wnum maupun khusus.
Pemecahan masalah dilakukan melalui kajian pustaka dilanjutkan dengan metode

penclitian yang merupakan suatu metode pendekatan dan analisis yang dipergunakan

i l : B . X :
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untuk membangun dasar pijakan dalam menyelesaikan dan memecahkan permasalahan
yang telah dirumuskan.

Bab II membahas permasalahan yang ada yaitu kewenangan PUPN dalam
mengatasi kredit macet yang dijamin dengan Hak Tanggungan. Dalam bab ini akan
diuratkan mengenai Keclembagaan, Kewenangan, dan Badan Pelaksana Tugas PUPN,
Pernyataan Bersama Sebagat Produk Hukum PUPN, Paksa Badan (Lifsdwarng) terhadap
Debitur Macet Bank Milik Pemenintah, dan Eksckusi Hak Tanggungan yang dilakukan
Bank Milik Pemerintah.

Bab III membahas faktor yang menghambat pelaks.a.naan eksekusi jaminan hak
atas tanah di lingkungan bank milik pemerintah yang meliputi penundaan / pembatalan
rencana lelang cksekusi PUPN berdasarkan putusan Badan Peradilan, pemenang lelang
yang fidak segera mendapatkan haknya, dan penentuan harga limit lelang obyek Hak
Tanggungan,

Bab IV merupakan penutup dari rangkaian penelitian ini, yang berisi kesimpulan
dan saran sebagai solusi dar masalah yang berhubungan dengan ecksekusi hak
tanggungan di lingkungan Bank Milik Pemerintah dalam menunjang kegiatan perkreditan

perbankan nasional.
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KEWENANGAN PUPN DALAM
MENGATASI KREDIT MACET YANG

DIJAMIN DENGAN HAK
TANGGUNGAN
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BAB II
KEWENANGAN PUPN DALAM MENGATASI KREDIT MACET

YANG DIJAMIN DENGAN HAK TANGGUNGAN

1. Kelembagaan, Kewenangan, dan Badan Pelaksana Tugas PUPN

Kredit bermasalah terutamanya golongan kredit macet pada Bank Milik
Pemerintah merupakan salah satu bentuk yang dikategorikan sebagai piutang negara,
karena Bank Milik Pemerintah merupakan salah satu badan yang secara langsung atan
tidak langsung dikuasai Negara. Sesuai Undang-undang No. 49 Prp tahun 1960 tentang
PUPN (UU PUPN), pemerintah telah membentuk suatu badan khusus yang disebut
Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang bertugas antara lain untuk mengurus
piutang negara yang oleh pemerintah atau badan-badan yang baik secara langsung atau
tidak langsung dikuasai oleh negara telah diserahkan pengurusannya kepadanya. Piutang
negara yang diserahkan itu ialah piniang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut
hukum, akan tetapi yang penanggung hutangnya (debitur) tidak melunasinya
scbagaimana mestinya.’® Di samping itu PUPN scsuai pasal 4 UU PUPN juga
melakukan pengawasan terhadap piutang-piutang/kredit-kredit yang telah dikeluarkan
oleh Negara/Badan-badan Negara apakah kredit itu benar-benar dipergunakan sesuai

dengan permohonan dan/atau syarat-syarat pemberian kredit. Ada 2 (dua) alasan pokok

¥ Sjahdeini, Sutan Remy, Menanggulangi Kredit Bermasalah, makalzh sebagai bahan kuliah pada
Program Pascasarana Universitas Indonesta, Jakarta 1996, h. 39
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dikeluarkannya UU PUPN, pertama, pengurusan piutang menurut HIR atau melalui
Pengadilan tidak bisa cepat. Kedua, untuk pengamanan kekayaan negara, piutang negara
perlu diurus secara cepat dan efektif. Bentuk, susunan dan hal-hal lain tentang PUPN
ditentukan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Bila dianggap perlu, di dacrah-dacrah
Tingkat I dapat dibentuk Cabang PUPN dengan Kcputusan Menteri Keuangan.

Ketua PUPN berwenang untuk mengeluarkan surat paksa yang berkepala Atas
Nama Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan meminta jaksa apabila
terbukti ada penyalahgunaan pemakaian kredit oleh pihak penanggung hutang unfuk
mendapatkan pengurusannya. Susunan organisasi PUPN terdiri dari unsur-unsur yang
berasal dari berbagai instansi pemerintah, dalam Pasal 3 ayat (1) Keppres No. 11 Tahun
1976 susunan tersebut yaitu : seorang Ketua merangkap Anggota, scorang Wakil dari
Departemen Hankam sebagai Anggota, scorang Wakil dari Kejaksaan Agung scbagai
Anggota, dan scorang Wakil dari Bank Indonesia scbagai Anggota. Dalam penjelasan
Pasal 2 UU PUPN anggota-anggota PUPN diangkat dengan Keputusan Menteri
Pertama, namun dalam Pasal 4 Keppres No. 11 Tahun 1976 diangkat dengan Keppres.”
Untuk melaksanakar produk-produk hukum PUPN, maka dibentuklah DJPLN, Kanwil
DJPLN, dan KP2LN yang akan dijelaskan dibagian subbab berikut ini.

Penyerahan piutang negara perbankan tersebut kepada Kantor Pelayanan Piutang
dan Lelang Negara (untuk selanjutnya disebut KP2LN) menjadi tidak jelas mengenai

hukumnya apakah scbagai suatu alternatif atau suatu kewajiban, Sesuai dengan

# Gatot Supramono, op. cit, h. 137
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perundangan yang mengaturnya dapat dipandang sebagai suatu alternatif apabila
disamping melalui KP2LN, Bank dapat melakukan ecksckusi atas pengikatan jaminan
baik kebendaan maupun perorangan (hak tanggungan, jaminan fidusia atau borgfoucht).
Juga Bank dapat menggugat melalui pengadilan (jalur ligitasi) atas debitur yang
bersangkutan atau melalui arbitrase, tergantung pada pilihan hukum dalam perjanjian
kredit. Di samping itn Bank dapat menyerahkan kepada pihak kejaksaan yang akan
bertindak sebagai kuasa Bank dalam bidang perdata mengenai penyelesaian kredit macet
tersebut.

Akan tetapi berdasarkan pasal 12 ayat (1) UU PUPN disebutkan bahwa instansi
pemerintah dan badan negara (termasuk Bank Milik Pemerintah) diwajibkan
menyerahkan piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum tetapi
debitur tidak mav melunasi scbagaimana mestinya. Di samping itu Bank Pemerintah
dilarang menyerahkan pengurusan piutang negara kepada pengacara cf. Pasal 12 ayat (2)
UU PUPN. Penjelasan pasal 4 UU-PUPN dan bunyi pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri
Kenangan No. 333/KMK.01/2000 tgl. 18-08-2000 pada dasarnya menyebutkan bahwa
piutang negara pada tingkat pertama pada prinsipnya diselesaikan oleh instansi-instansi
dan badan-badan ybs. terlebih dahulu. Piutang negara baru wajib diserahkan kepada
PUPN, apabila Instansi/Badan-badan Pemerintah yang bersangkutan tidak berhasil
menyelesaikannya.

Terlihat ketidakpastian bahwa di satu sisi Bank berdasarkan ketentuan yang

berlaku diberi kewenangan menyelesaikan sendii  kredit macet tersebut
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(perjualan/eksekusi agunan)  juga  menyerahkan — kepada pthak  Ilain
{pengadilan/kejaksaan). Di samping ilu dalam rangka program penyehatan perbankan
akibat gejolak moneter tahun 1997 vang lalu, untuk debitur dengan kriteria tertentu
penanganannya wajib diserahkan kepada Badan Pcnychatan Perbankan Nasionat
(BPPN). Hal yang merupakan keclidakpastian tcrscbut menarik sehagai bahan kajian
schingga diharapkan akan diperolch hasil dalam rangka pengurusan kredit macet
perbankan, khususntya mclalui PUPN/DJPLN sebagai bahan pembanding apabila
pengurusan dilakukan melalui sarana lain, Terlepas dari pcnpasalahan di atas, khususnya
penyelesaian kredit macet olch PUPN, piutang negara pada tingkat pertama pada
prinsipnya diselesaikan oleh instansi-instansi dan badan-badan yang bersangkutan.
Apabila tidak mungkin lagi terutama tidak ada kesediaan penanggung hutang untuk
membayar hutangnya, maka penyelesaian selanjutnya discrahkan kepada PUPN.
Penyelesaian olch PUPN setelah menerima penycrahan dari Bank Milik Pemenintah.
Untuk mengetahui lebih detail organisasi kerja PUPN baik di pusat dan daerah,
berdasarkan Keputusan Presiden No. 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kegja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen
Keuangan, bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di
wilayah dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal dan Instansi Vertikal
Badan di lingkungan Departemen Keuangan. Instansi Vertikal di lingkungan Departemen
Keuangan terdin dani Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Anggaran, Instansi Vertikal

Direktorat Jenderal Pajak, Instansi Vertikal Dircktorat Jenderal Bea dan Cukai, Instansi
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Vertikal Dircktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, Instansi Vertikal Badan
Akuntansi Kcuangan Negara, Instansi Vertikal Badan Informasi dan Teknologi
Keuvangan.

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) terdini
Kantor Wilayah Dircktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (Kanwil DJPLN),
Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.(KP2LN). Kanwil DJPLN adalah instansi
vertikal DJPLN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Derektur
Jenderal Piutang dan Lelang Negara. Kanwil DJPLN mempunyai tugas melaksanakan
bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengurusan
piutang negara dan lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
Dalam mclaksanakan tugas sebagaimana tersebut di  atas, Kanwil DJPLN
menyclenggarakan fungsi, pertama, pemberian bimbingan Icknis, penggalian potensi,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penctapan, penagihan, cksekusi pengurusan
piutang negara. Kedua, pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan,
keringanan hutang, pencegahan, paksan badan atau penyelesaian piutang negara. Ketiga,
pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta
kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau
penjamin hutang. Keempat, pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi,
pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan lelang serta pengembangan lelang. Kelima,
pemberian pelayanan bantuan hukum dibidang pengurusan piutang negara dan lelang.

Keenam pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan
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informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurisan piutang negara dan Iclang. Ketujuh,
pembinaan terhadap Balai Lelang dan superintendensi kepada Pejabat Lelang
Pemerintah. Kedelapan, pelaksanaan pengawasan teknis pengurusan piutang negara dan
lelang. Kesembilan, pelaksanaan adminsitrasi Kanwil DJPLN. Di satu atau beberapa
provinsi dapat dibentuk Kanwil DJPLN sesuai beban kerja. Kanwil DIPLN terdin dari
1 (satu) bagian dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) bidang. Bagian terdin dan sebanyak-
banyaknya 3 (tiga) Subbagian dan setiap Bidang terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga)
Seksi. Organisasi dan tatakerja, lokasi, dan wilayah DJPLN ditetapkan oleh Menteri
Keuangan setelah mendapat persetujuan tertulis dart Menteri yang bertanggung jawab di
bidang pendayagunaan aparatur negara.

KP2LN adalah instansi verttkal DIPLN yang berada di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Kepaa Kanwil DJPLN. KPZLN mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan pengurusan piutang negara dan lelang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dalam melaksanakn tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal
74, KP2LN menyelenggarakan funggsi, Perfama, pelaksanaan penctapan dan penagihan
piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang
dan cksekusi barang jaminan. Kedua, pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik
penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain milik penanggung
hutang. Ketiga, penyiapan bahan pertimbangan dan pemberian keringanan hutang,
Keempat, pengusulan pencegahan, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, serta

penyiapan bahan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara. Kelima,
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pelaksanaan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang dan dokumen obyek lelang.
Keenam, penyiapan dan pelaksanaan lelang serta penyusunan dan verifikasi minuta
risalah lelang, serta pembuatan salinan, petikan, kutipan, dan grose risalah lelang.
Ketujuh, pelaksanaan penggalian potensi piutang negara dan lelang. Kedclapan,
pelaksanaan superintendensi kepada Pejabat Lclang Swasta serta pengawasan Balai
Lelang dan pengawasan pelaksanaan lelang pada PT. Pegadaian (Persero) dan lelang
kayu kecil oleh PT. Perhutamt (Persero). Kesembilan, inventarisasi, registrasi,
pengamanan, pendayagunaan, dan pemasaran barang jami:_yan. Kesepuluh, pelaksanaan
registrasi dan penatausahaan berkas kasus piutang negara, pencatatan surat permohonan
lelang, dan penyajian informasi piutang negara dan lelang. Kesebelas, pelaksanaan
pemberian pertimbangan dan bantuan huvkum pengurusan piutang negara dan lelang.
Keduabelas, verifikasi dan pembukuan pencrimaan pembayaran piutang nagara dan hasil
lelang, dan terakhir pelaksanaan administrasi KP2ILN, Di satu propinsi dapat dibentuk 1
(satu) atau lebih KP2LN sesuai beban kerja. KP2LN terdiri dari 1 9satu) Subbagian dan
sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi. Organisasi dan tata kerja, lolakasi, dan wilayah kerja
KP2LN ditetapkan olch Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari
Menten yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 445/KMK.01/2001 tgl. 23 Juli
2001, Kanwil DJPLN terdiri dari Bagian Umum, Bidang Piutang Negara, Bidang
Lelang, Bidang Informasi dan Hukum, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sedagkan

KP2LN terdiri dari 2 (dua) type, yaitu KP2LN Tipe A dan Tipe B. KP2LN Tipe A
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terdir1 dani Subbagian Umum, Seksi Piutang Negara, Scksi Pengelolaan Barang Jaminan,
Seksi Pelayanan Lelang, Seksi Dokumentasi dan Potensi Lelang, Seksi Informasi dan
Hukum, dan Kelompok Jabatang Fungsional. KP2LN Tipe B terdiri dari Subbagian
Umum, Seksi Piutang Negara, Scksi Pengelolaan Barang Jaminan, Scksi Lelang, Scksi

Informasi dan Hukum, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Pernyataan Bersama Sebagai Produk Hukum PUPN

Setelah dibuatkan Surat Pencrimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) yang
diserahkan ole¢h Bank .Milik Pemerintah kepada KP2LLN, maka PUPN mengadakan
perundingan, dan apabila diperoleh kata sepakat tentang jumlah hutangnya yang masih
harus dibayar, termasuk bunga, denda, serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan
piutang negara, maka oleh Ketua PUPN dan penanggung hutang dibuat suatu
Pernyataan Bersama yang memuat jumlzh terscbut dap memuat kewajiban penanggung
hutang untuk melunasinya. Pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan
scperti suatu putusan Hakim dalam perkara perdata yang berkckuwatan pasti, dan
permnyataan bersama itu berkepala “Atas nama Keadilan Berdasarkan Ketvhanan Yang
Maha Esa”.

Pelaksanaan ini dilakukan oleh Ketua PUPN dengan mengeluarkan suaty surat
paksa seperti dalam hal memungut pajak, yang dapat dijalankan dengan penyitaan dan
pelelangan barang-barang kekayaan penanggung (debitur) hutang dan secara

penyanderaan terhadap penanggung hutang apabila pemnyataan Bersama tidak dipenuhi.
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Oleh karena itu surat pernyataan bersama itu adalah merupakan pernyataan pengukuhan
hutang yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempuma dan kekuatan memaksa.
Dengan adanya syarat kata sepakat antara Ketua PUPN dan Penanggung Hutang maka
peraturan ini tidak menyalahi hakekat bahwa scgala sengketa perdata harus diputuskan
oleh Pengadilan.

Dibandingkan dengan bentuk-benfuk Grosse Akta menurut HIR, menurut pasal
224 HIR ada dua macam bentuk grosse akta yaitu grosse akia hipotik (grosse akta van
hypotheek) sekarang disebut Sertifikat Hak Tanggungan :dan grosse akta pengakuan
utang (notarieele schuldbrieven), Menurut  Eugenia Liliawati Muljono, dalam
bukunya Eksekusi Grosse Akta Hipotik Oleh Bank, kedua bentuk grosse akta tersebut
masing-masing berdirt sendiri, tidak boleh dicampur aduk atau saling bertindih dalam
satu objek utang yang sama. Yang diperkenankan hukum ialah memilih salah satu dari
bentuk tersebut. Para pihak yang mengadakan perjanjian kredit boleh memilih bentuk
hipotik atau grossc akia pengakuan hutang. Apabila dipilih prosse pengakuan utang,
perjanjian kredit yang bersangkutan tidak boleh lagi ditimpali dengan bentuk perjanjian
hipotik. Sebaliknya, kalau bentuknya telah mereka pilih hipotik, tidak dibolehkan
menimpalinya dengan grosse akta pengakuan utang,” Bila hal ini terjadi maka bentuk
grosse akta tersebut cacat hukum dan sifatnya noneksekutabel. Ini dapat dimengerti
karena masing-masing grossc akta tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, dan

bagaimana jadinya apabila kedua akta terscbut sama-sama dapat dicksckusi. Menurut

*! Engenia Liliawati, Eksekusi Grosse Akta Hipotik Oleh Bank, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, h.33
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ajaran dalam bidang Notariat, suatu surat pengakuan utang yang paling sederhana (proto
type) harus memuat 6 syarat (cssensial) 2, yaitu jumlah utang, suku bunga, jangka
waktu, tempat pembayaran, opeisbaarheid, dan jaminan. Sedangkan menurut Soetarmo
Soedja, bahwa apa yang dimaksud dengan pengakuan utang adalah suatu pernyataan
septhak yang ditandatangani yang berisikan pengakuan utang sejuilah uang dan dengan
syarat-syarat yang dibuat menurut keinginan (akta tersebut harus bermeterai).

Perthal Perjanjian Kredit Notanil yang dibuat oleh bank dan debiturnya,
sekalipun diberi judul surat hutang atau berisi pengakuan hutang, apabila mateni akta itu
memperlihatkan tanda-tanda scbagai rumusan perjanjian kredit, maka surat utang
terscbut sebagai perjanjian kredit dan bukan sebagai grosse akta pengakuan utang,
schingga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial seperti yang dimaksudkan dalam Pasal
224 HIR® Hal demikian sejalan dengan fatwa Mahkamah Agung No.
213/229/8511/Um-TU/Pdt tgl. 16-04-1985 yang menycbutkan bahwa pengertian grosse
seperti yang dimaksudkan pasal 224 HIR ialah suatu akta otentik yang berisi pengakuan
utang dengan perumusan semata-mata suatu kewajiban uniuk membayar/melunaskan
sejumlah uang tertentu. Hal ini berarti bahwa dalam suatu grosse akta tidak dapat
ditambahkan persyaratan-persyaratan lain, terlebih apabila persyaratan-persyaratan

terscbut berbentuk perjanjian.’’ Pendapat terscbut dimaksudkan agar Akta Pengakuan

2 Situmorang, Victor M. dan Sitanggang, Cormentyna, Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi,
Rineka Cipta, Jakagta, 1993, h.51

® Sjahdeini, Sutan Remy, op cit, h. 18

* Situmorang, Victor M. dan Sitanggang, Cormentyna, op. cit., h. 52
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Hutang yang dapat dicksekusi adalah yang benar-benar telah pasti dan tidak dapat
ditafsirkan lain scbagaimana perjanjian pada umumnya.

Lain hainya dengan Pernyataan Bersama scbagai produk dari PUPN,
sebagaimana discbutkan di atas. Pada prinsipnya dalam hal Penanggung Hutang /
Penjamin Hutang datang memenuhi panggilan atau datang atas kemnauan sendin,
dilakukan wawancara tentang kebenaran adanya dan besarnya Piutang Negara serta cara
penyelesaian yang dituangkan dalam Berita Acara Tanya Jawab. Berita Acara Tanya
Jawab tersebut ditandatangani olch Penanggung Hutang / Penjamin Hutang dan Ketua
PUPN atau Pejabat vang ditunjuk, disaksikan oleh dua orang saksi yang telah berumur
21 (dua puluh satu) tahun atay telah menikah. Berdasarkan Berita Acara Tanya Jawab
dibuat Pemyataan Bersama yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Cabang dengan
Penanggung Hutang dan atau dengan Penjamin Hutang serta 2 (dua) orang saksi yang
telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah.

Pernyataan Bersama sckurang-kuwrangnya memuat hal-hal sebagai berikut
Berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; identitas
Penanggung Hutang / Penjamin Hutang atau kuasanya; identitas Penyerah Piutang; dasar
hukum terjadinya pivtang ncgara, besarnya piutang negara dengan rincian terdiri dari
hutang pokok, bunga, denda dan ongkos-ongkos serta Biad. PUPN; pengakuan hutang
oleh Penanggung Hutang / Penjamin Hutang dan kesediaan untuk menyelesaikan hutang;
sanksi jika tidak memenuhi kesediaan untuk menyelesaikan; tanggal penandatanganan

Pernyataan Bersama; tanda tangan Ketua Panitia Cabang; tanda tangan Penanggung
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Hutang atau Penjamin Hutang atau kuasa Penanggung Hutang / Penjamin Hutang atau
ahli waris Penanggung Hutang / Penjamin Hutang di atas meterai; Tanda tangan saksi-
saksi.

Dengan demikian Pernyataan Bersama bukan Akia Pengakuan Hutang atau Akta
Pemberian Hak Tanggungan scbagaimana dimaksud Pasal 224 HIR jo UUHT, karena
Dasar Hukum Pernyataan Bersama dan Surat Paksa didasarkan kepada Undang-undang
tersendin. Hal ini terungkap dalam Penjelasan atas UU PUPN yang berbunyi

“ Kepada Panitia tersebut diberikan tugas untuk menyelesaikan hutang-hutang
kepada Negara yang olch berbagai kesulitan sukar sekali ditagihnya, dengan
mempergunakan kekuasaan-kekuasaan yang tercantum dalam Peraturan Penguasa
Perang Pusat yang bersangkutan, schingga penagihan-penagihan piutang termaksud

seumumnya memuaskan hasil mana tidak akan tercapai apabila proscdure-
prosedure vang biasa scperti disediakan oleh IHIR (staatsblad 1941 No. 44 pasal

195 dan seterusnya) dituruti”.

Dari bunyi penjelasan di atas menjadi jelas bahwa di dalam UU PUPN sengaja
tidak memakai prosedur-prosedur dalam HIR dan dapat dikatakan bahwa dalam hal
Piutang Negara, hukum acara yang berlaku adalah sebagaimana tertwang dalam UU
PUPN, schingga dalam hal ini tidak dapat dikatakan bahwa cksckusi meialui PUPN
bertentangan dengan HIR. Apalagi dalam hal pengikatan jaminan olch Bank Milik
Pemerintah pada umumnya sudah diikat dengan Hak Tanggungan secara sempuma dan

sudah memenuhi pasal 224 HIR jo Undang-undang No. 4 Tahun 1996,
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3. Paksa Badan (Lifsdwang) terhadap Debitur Macet Bank Milik Pemerintah

Pembekuan penerapan lembaga sandera (gijzefling) sebagaimana diatur dalam
SEMA No. 2 Tahun 1964 dan SEMA No. 4 Tahun 1975 dipandang tidak sesuai lagi
dengan keadaan dan kebutuhan hukum dalam rangka penegakan hukum, keadilan serta
pembangunan ckonomi, khususnya dalam menangani debitur yang beritikad tidak baik.
Pencrjemahan sandera (gijzelling) perlu  disempumakan menjadi Paksa Badan,
sebagaimana terkandung dalam pengertian Imprisonment for Civil Debts yang berlaku
sccara universal.  Responsi terhadap pandangan tersebut, dalam rangka mengisi
kekosongan hukum berkenaan dengan permasalahan Paksa Badan terhadap debitur yang
beritikad tidak baik dapat dilihat dengan ditetapkannya dua peraturan mengenai lembaga
paksa badan, yakni Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2000 tgl. 30
Juni 2000 tentang Lembaga Paksa Badan dan Keputusan Menieri Keuangan No.,
336/KMK.01/2000 tgl. 30 Nopember 2000 tentang Paksa Badan (Lifsdwang) Dalam
Rangka Pengurusan Piutang Negara, dalam waktu yang tidak bcrsclang lama,

Pengertian Paksa Badan sesuai PERMA 1/2000 adalah upaya paksa tidak
langsung dengan memasukkan seseorang “debitur yang beritikad tidak baik” ke dalam
Rumah Tahanan Negara yang ditetapkan oleh Pengadilan, untuk memaksa yang
bersangkutan memenuhi kewajibannya. Sedangkan pengertian “debitur yang beritikat
tidak baik” scbagaimana tersebut di atas adalah debitur, penanggung atau penjamin
hutang yang mampu ictapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang-

hutangnya.
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Obyek yang dapat dikenakan Paksa Badan hanya dapat dikenakan pada debitur
yang beritikat tidak batk yang mempunyai hutang sekurang-kurangnya Rp.
1.000.000.000,~ (sayu mulyar rupiah). Paksa Badan tidak dapat dikenakan terhadap
debitur yang bentikat tidak baik yang telah berusia 75 tahun, namun Paksa Badan dapat
dikenakan terhadap ahli wans yang telah menerima warisan dari debitur yang beritikat
tidak baik. Pelaksanaan Paksa Badan dijalankan berdasarkan ketentuan Pasal 209 sampai
Pasal 224 HIR dan Pasal 242 sampai dengan Pasal 258 RBg. Jangka waktu pengenaan
paksa badan ditetapkan untuk 6 (enam) bulan lamanya, dan dapat diperpanjang sctiap 6
(enam) bulan dengan kesefuruhan maksimum selama 3 (tiga) tahun,

Putusan Paksa Badan ditetapkan bersama-sama dengan putusan pokok perkara.
Terhadap debitur yang beritikat tidak baik yang mempunyai hutang kepada Negara atau
yang dijamin olch Negara, putusan Paksa Badan dilaksanakan secara serta merta.
Pelaksanaan putusan berkaitan dengan pelaksanaan Paksa Badan dilakukan dengan
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Pelaksanaan Paksa Badan dilakukan cleh
Panitera/Jurusita atas perintah Ketua Pengadilan Negen, dan bilamana perlu dengan
bantuan alat ncgara. Paksa Badan sebagaimana diatur dalam PERMA 1/2000 di atas
diperuntukkan secara umum kepada semua jenis debitur yang beritikat tidak baik, dan
dimohonkan dalam proses pengadilan (litigasi) di Pengadilan Negeri, cf. Pasal 6 ayat (1)
PERMA 1/2000.

Menurut Muladi, guru besar hukum pada Universitas Diponegoro, Semarang,

Jawa Tengah bahwa Peraturan Mahkamah Agung yang mengartikan gijzelling sebagai
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paksa badan atan imprisonment for civil debts, bukannya sandera atau penyanderaan,
sangatlah tepat. Sayangnya, istilah “imprisonment for civil debts”, menurut mantan
Menleri Kchakiman ini, mengesankan adanya campur tangan hukum pidana scbagai
bagian hukum publik terhadap masalah-masalah perdata (utang piutang) ¥, Hal ini
dengan batas-batas tertentu dapat dibenarkan, mengingat sikap komplementer semacam
ini juga tidak asing dalam kehidupan hukwm di Indonesia.

Berlainan dengan PERMA 1/2000, Keputusan Menteri Keuangan  No.
336/KMK.(1/2000 sebagaimana dapat dilihat dari judulnya diperuntukkan dalam rangka
pengurusan piutang negara. Pengertian Paksa Badan menurut Keputusan tersebut adalah
upaya penagihan dalam rangka penyelamatan uang negara dengan cara pengekangan
kebebasan untuk sementara waktu di suatu tempat tertenfu, terhadap debitur yang
tergolong mampu namun tidak beritikad baik. Dengan demikian dibandingkan dengan
ketentuan PERMA 1/2000, pengaturan atas pelaksanaan Paksa Badan menurut
KMK Neo. 336 / KMK.01 /2000 berbeda dalam beberapa aspek. Perbedaan tersebut
diantaranya berkenaan dengan obyeknya, KMK No. 336/KMK.01/2000 membatasi
hanya terhadap orang vang berkedudukan sebagai pihak yang berhutang dalam perikatan
hutang (petjanjian kredit, kontrak) atau orang yang berdasarkan Undang-undang atau
scbab apapun mempunyai hutang/sisa hutang kepada negara sckurang-kurangnya Rp.
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).Jangka wakiu Paksa Badan ditctapkan paling lama

6 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan. Penerbitan Surat Perintah Paksa

» Mucharor Djalil, Gijzelling, agar Debiter Eling, Info Bank, Vol. XXIl, Jakarta, 2001, h. 59
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Badan oleh Ketua PUPN Pusat dilakukan setelah mendapat ijin tertulis dari Kepala
Kejaksaan. Permohonan ijin/persetujuan Paksa Badan diajukan oleh Ketua PUPN
Cabang kepada Kepala Kejaksaan. Permintaan Penerbitan Surat Perintah Paksa Badan
diajukan dengan surat olch Ketua PUPN Cabang kepada Ketua PUPN Pusat dengan
melampirkan ijin Kepala Kejaksaan dimaksud. Berdasarkan penmintaan tersebut di atas,
ketua PUPN Pusat menerbitkan Surat Perintash Paksa Badan terhadap Penanggung
Hutang/Penjamin Hutang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, walaupun antara PERMA 1/2000 dengan
KMK No. 336/KMK.01/2000 terdapat perbedaan pengaturan berkenaan dengan
pelaksanaan dan prosedur Paksa Badan, namun bukan merupakan pertentangan. Hal ini

dikarenakan kedua peraturan terscbut mempunyai cakupan obyek dan wilayah

implementasi yang berbeda, yakni :
OBYEK PAKSA | WILAYAH
BADAN IMPLEMENTASI
Perma 1/2000 Debitur yang beritikad | Pemeriksaan di Pengadilan

tidak baik secara umum Negeri (litigasi)

KMK 336/KMK.01/2000 | Debitur yang mempurniyai | Pengurusan Piutang Negara
hutang kepada negara | oleh PUPN

yang bentikat tidak baik
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Dani  perbandingan antara PERMA 1/2000 dengan KMK No.
336/KMK.01/2000 terdapat perbedaan ketentuan mengenai pelaksanaan Paksa Badan.
Perbedaan  pengatwran Paksa Badan antara PERMA 1/2000 dan KMK Ne.
336/KMK.(01/2000 tidak akan terjadi pertentangan dalam prakfeknya, karena kedua
peraturan fersebut mempunyai cakupan obyek dan wilayah implementasi yang berbeda.
Karena itu pemberlakuan kemibali paksa badan memberikan harapan baru bagi para
kreditor. Cara tersebut dinilai sebagai upaya untuk lebih membuat sadar para debitor

nakal.

4, Pelaksanaan Eksekusi Obyek Hak Tanggungan
Sebagai pelaksanaan Pasal 6 UUHT, Kepala BUPLN (sekarang DJPLN)

mengeluarkan Surat Edaran No. SE-23/PN/2000 tgl. 22 Nopember 2000 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan. Dalam petunjuk tersebut ditentukan
bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUHT, maka iclang eksekusi Hak tanggungan
dapat dilaksanakan dengan dua cara. Pertama, Pemegang Hak Tanggungan pertama
menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum sesuai
Pasal 6 UUHT. Kedua, Pemegang Hak Tanggungan berdasarkan titel eksekutorial yang
terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan menjual melalui pelelangan umum sesuai
Pasal 14 ayat (2) UUHT.

Lelang Hak Tanggungan sebagaimana di atas, berdasarkan pasai 6 UUHT

memberikan hak kepada kreditur pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual
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obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri apabila debitur pemberi Hak Tanggungan
cidera janji (wanprestasi). Penjualan obyek Hak Tanggungan terscbut pada dasarnya
dilakukan dengan cara lelang dan tidak memerlukan fiat cksekusi dari pengadilan,
mengingat penjualan berdasarkan pasal 6 UUHT ini merupakan tindakan pelaksanaan
perjanjian. Oleh karenanya dalam pelaksanaan lclang, disyaratkan dalam Akta Pemberian
Hak Tanggungan harus memuat janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 jo pasal 11
ayat (2) huruf ¢ UUHT, yaitu apabila debitur cidera janji pemegang Hak Tanggungan
pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri
melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan pivtangnya dari hasil penjualan
tersebut. Bertindak sebagai pemohon lelang adalah kreditur pemegang Hak Tanggungan
pertama. Pelaksanaan lelang melalui Pejabat Lelang Kantor Lelang Negara dan tidak
diperlukan persetujuan debitur untuk pelaksanaan lelang. Pengumuman lelang mengikuti
tata cara pengumuman lelang eksekusi. Nilai limit sedapat mungkin ditentukan Penilai
dan pelaksanaan lelang pasal 6 UUHT ini dapat melibatkan Balai Lelang pada jasa pra
Iclang.

Hal tersebut dipertegas olch Kepala BUPLN dalam Surat Keputusan No.
38/PN/2000 tgl. 14-12-2000 pasal 70, yang pada dasamya menyebutkan bahwa dalam
hal barang jaminan telah ditkat Hak Tanggungan, dapat dilakukan penjualan melafui
lelang scbelum diterbitkan Pernyataan Bersama atau Surat Penetapan Jumlah Phutang
Negara. Penjualan tersebut dilaksanakan berdasarkan UUHT dengan ketentuan :

pertama, di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan secara jelas dicantumkan janji
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bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual alas
kekuasaan sendiri obyek hak tangpungan apabila debitur cidera janji; kedua, adanya janji
bahwa pemberi Hak Tanggungan akan mengosongkan obyek hak tanggungan pada
waktu cksekusi hak tanggungan dilaksanakan; ketiga para calon pembeli lelang diberikan
penjelasan bahwa apabila timbul masalah pengosongan maka hal tersebut harus
dilakukan melalui Pengadilan Negeri setempat; keempat, apabila terjadi permasalahan,
seperti Penanggung Hutang /Penjamin Hutang mempersoalkan adanya dan besarnya
Piutang Negara ataupun status kepemilikan barang jaminan, maka proses pengurusan
Piutang Negara dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penjualan lelang tersebut dapat dilakukan dengan beberapa syarat. Pertama,
sudah diterbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N). Kedua, sudah
dilakukan upaya panggilan kepada Penanggung Hutang / Penjamin Hutang untuk
diberitahukan akan diterapkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah. Ketiga,
tidak terdapat masalah hukum/gugatan terhadap barang jaminan yang akan dilelang
tersebut. Kcempat, dokumen barang jaminan lengkap dan dikuasam oleh Kantor
Pelayanan. Kelima, adanya Surat Kesanggupan dari Penyerah Piutang kepada KP2LN
untuk meroya hak atas barang jaminan. Hasil penjualan lelang lelang atas barang jaminan
tersebut diperhitungkan sebagai bagian dar penyelesaian hutang Penanggung Hutang /
Penjamin Hutang, Dokumen persyaratan Iclang atas kekuasaan sendiri antara lain terdiri

dari salinan/fotocopy masing-masing Perjanjian Kredit, Sertifikat Hak Tanggungan dan
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Akta Pemberian Hak Tanggungan, Sertifikat Hak Afas Tanah vang dibebani Hak
Tanggungan, bukti bahwa debitur wanprestasi yang dapat berupa peringatan-peringatan
maupun pernyataan dan Pimpinan/Direksi Bank yang bersangkutan selaku kreditur, dan
Surat Pernyataan dari Pimpinan/Dircksi Bank yang bersangkutan selaku kreditur yang
isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan.

Lelang Hak Tanggungan berdasarkan titel eksekutorial dilaksanakan dalam hal
lelang berdasarkan pasal 6 UUHT fidak dapat dilakukan karena Akta Pemberian Hak
Tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pada pasal 6 jo pasal 11 ayat (2)
huruf ¢ atau adanya kendala / gugatan dari debitur / pihak ketiga. Penjualan ini
merupakan pelaksanaan titel eksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan yang memuat
irah-irah “Demi Keadilan Berasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai
kekuatan yang sama dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap. Penjualan obyek Hak Tanggungan ini pada dasamya dilakukan secara Ielang dan
memetlukan fiat eksekusi dari pengadilan.

Dalam pelaksanaan lelang dengan memakai titel eksekutorial, yang bertindak
scbagai pemohon lelang adalah Pengadifan Negeri melalui Pejabat Lelang pada Kantor
Lelang Negara. Pengumuman lelang mengikuti tata cara pengumuman lelang cksekusi
dan tidak diperlukan persctujuan debitur dalam pelaksanaan lelang. Nilai limit sedapat
mungkin ditentukan penilai. Dapat juga melibatkan Balai Lelang pada jasa pra lelang,
Dokumen yang dibutuhkan adalah masing-masing salinan/fotocopy penetapan

aanmaning/teguran, penetapan sita pengadilan, berita acara sita, penctapan lelang
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pengadilan, perincian hutang atau jumlah yang harus dipenuhi, dan surat pemberitahuan
lelang pada termohon cksekusi.

Berdasarkan pasal 20 ayat (2) UUHT, atas kesepakatan pemberi Hak
Tanggungan dan Pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat
dilaksanakan dibawah tangan. Penjualan semacam ini tidak bolch dilakukan sccara
lelang. Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang selaku pemilik barang jaminan
dapat melaksanakan penjualan di Juar lelang barang jaminan dan atau harta kekayaan
lainnya untuk penyelesaian Piutang Negara dengan persetujuan Ketua Panitia Cabang.
Penjualan di Juar lelang terscbut berpedoman pada Nilai Pasar Wajar dari laporan hasil
penilatan Penilai Intern atau Penilai Ektern. Dalam hal Nilai Pasar Wajarya di bawah
nilai Hak Tanggungan, untuk penjualan di luar lelang terlebih dahuha harus mendapat
persetijuan dari Penyerah Piutang. Dalam hal Pemyerah Piutang mengajukan keberatan
atas nilai tersebut, Penyerah Piutang wajib menyampaikan secara tfertulis alasan-alasan
keberatan dimaksud kepada Ketva Panitia Cabang selambat-lambatnya 15 (lima belas)
hari sejak surat permintaan persetujuan diterima oleh Penyerah Piutang. Penjamin
hutang dapat mencbus barang miliknya yang diikat sebagai barang jaminan Piutang
Negara scpanjang nilai pencbusan besarnya sama dengan nilai Hak Tanggungan.
Penebusan tersebut harus mendapat persetujuan dari ketua Panitia Cabang, Pencbusan
barang jaminan dapat dilakukan di bawah nilai Hak Tanggungan sepanjang dapat
dibuktikan bahwa Nilai Pasar Wajar dari barang yang dimaksud besarnya dibawah nilaj

Hak Tanggungan yang didasarkan pada laporan hasil penilaian dari Penilai Intern dan
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Penilai Ektern. Dari pengamatan selama mengurus eksekusi obyek Hak Tanggungan di
Bank Milik Pemeritah, PUPN belum pemah melakukan cksckusi obyek Hak
Tanggungan berdasarkan UUHT. PUPN selalu menggunakan Undang-undang tentang
PUPN beserta peraturan pelaksanaannya, walaupun di dalamnya juga dimungkinkan
PUPN menggunakan hak untuk mengeksekusi berdasarkan UUHT. Alasan yang dipakai
sederhana, yaitu PUPN masih perlu memberikan waktu yang cukup kepada debitur
untuk melunasi kewajibannya. Kalau langsung dilelang berdasarkan UUHT, maka takut
dianggap tidak berprikemanusiaan. Terlepas dari aiasan tersebuf, bahwa tidak
digunakannya UUHT dalam eksckusi olch PUPN, kemungkinannya untuk menghindari
campur tangan lembaga lain, misalnya fiat eksckusi yang harus melalui pengadilan,
penentuan harga limit oleh pengadilan dan sebagainya. Kalau eksekusi berdasarkan
prosedur PUPN, maka campur tangan tersebut tidak ada, kecuali debitur melakukan
gugatan dan sebagainya melalui Badan Peradilan.

Alasan lain, berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-807/MK.011/1978 tgl.
22 Nopember 1978 yang ditujukan kepada Dirjen Pajak dan Ketua PUPN Pusat perthal
perialian hutang pajak dengan piutang Negara yang ditangani oleh PUPN, dimana
Menteri Keuangan selaku atasan PUPN dan Diren Pajak memberitahukan agar
pembayaran hutang pajak maupun piutang negara dimaksud dilaksanakan secara
proporsional dihitung dari hasil bersih pelelangan barang jaminan dan barang-barang
lainnya. Apabila cksekusi melalui prosedur biasa, maka hutang pajak harus diutamakan

dari pada piutang debitur kepada kreditur itu sendiri. Demikian juga perihal nilai Hak
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Tanggungan, apabila cksekust melajui Pengadilan Negeri berdasarkan UUHT, maka hak
kreditur adalah sebatas nilai Hak Tanggungan yang diikat. Apabila masih ada sisa
penjualan lelang, walaupun hutangnya masih belum lunas, maka kreditur tidak dapat
mengambil pelunasan itu sccara langsung, melainkan harus metalui gugatan perdata.
Namun scbaliknya, apabila eksekusi melalui PUPN, maka dalam penjualan lclang tidak
dilihat nilai Hak Tanggungannya, sepanjang itu harta debitur dan hutangnya belum hmnas,
maka hasil penjualan lelang dapat dipakai untuk melunasi hutangnya.

Untuk jaminan yang sudah diikat secara sempuma berdasarkan UUHT dan
pengurusannya dilakukan PUPN, lebih tepat kiranya apabila PUPN menggunakan
UUHT dalam melakukan cksckusinya. Apabila memakai prosedur baku PUPN, maka
harus melalui penyitaan terlebih dahulu. Padahal obyek Hak Tanggungan tidak periu
dilakukan penyitaan karena Bank sudah mempunyai hak preferen. Apabila hasil
cksekusi melalui UUHT dirasa belum cukup untuk melunasi hutang debitur, maka

PUPN dapat melanjutkan dengan memakai UU PUPN.
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KENDALA YURIDIS EKSEKUSI OBYEK HAK

TANGGUNGAN OLEH PUPN

Krisis ckonomi dan moncter di Indonesia saat ini ditandai dengan merosotmya
nilai tukar rupiah, likuiditas yang ketat, dan rate bunga perbankan yang tinggi, dapat
meningkatkan posisi nom-performing loan (NPL) perbankan di Indonesia. Gejolak
moneter dan knsis ekonomi tersebut berpengaruh terhadap debitur bank schingga
pengembalian pinjaman menjadi terganggu dan kinerja debitur menurun. Apabila
berbagai upaya penyclamatan, misalnya rescheduling, reconditioning, dan restructuring
dilakukan, tetapi tidak mampu menyelamatkan debitur bermasalah, maka suka atau tidak,
bank harus bergantung pada agunan kredit sebagai second-way out dalam upaya
pengembalian kredit. Untuk mengantisipasi peningkatan NPL perbankan, juga lebih
mengoptimalkan upaya pelelangan agunan kredit terhadap kredit yang sebelum krisis
moneter memang telah macet atau hapus buku, maka pemahaman me:ngénai prosedur
pelelangan agunan kredit dan permasalahan di sekitamya sangat diperiukan.

Pengertian penjualan umum (lelang) dapat ditemukan dalam pasal 1 Vendu
Reglement yang saat ini masik berlaku. Dalam pasal tersebut discbutkan babhwa lelang

adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara fisan

48
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dan atau tertulis melalui usaha mengumpulkan para peminat/peserta lelang. Penjualan

umum tergebut harus dipimpin olch Pejabat Lelang,

1. Penundaan / Pembatalan Rencana Lelang Eksckusi PUPN Berdasarkan Putusan

Badan Peradilan
Dalam hal penanggung hutang tidak memenuhi isi Pemyataan Bersama, maka
PUPN akan menerbitkan Surat Paksa yang merupakan landasan eksekusi lelang barang
jaminan/milik debitur penanggung hutang. Surat Paksa bertitcl cksekutorial memuat
nama debitur/penanggung hutang kepada negara, keterangan yang cukup tentang alasan-
alasan yang menjadi dasar dasar penagihan, serta perintah membayar. Surat Paksa juga
mempunyai kekuatan sama seperti grosse dari putusan hakim dalam perkara perdata
yang tidak dapat dimintakan banding lagi pada hakim atasan. Pasal 11 ayat (3) dan ayat
(5) UU No. 49 Prp 1960. Lelang eksekusi PUPN/DJPLN adalah lelang eksekusi dalam
rangka penagihan piutang negara yang wajib dibayar kepada Negara atau badan-badan
yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu
peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Lelang dalam rangka kredit macet maupun
pintang negara lainnya dari Bank Milik PemerintaBUMNBUMD dan
Departemen/Lembaga Non Departemen diurus/diminta oleh PUPN/DJPLN termasuk

dalam jenis lelang ini.
Pelaksanaan lelang dalam pelaksanaan Surat Paksa ini tidak dapat dibalangi

debitur/penanggung  hutang maupun pihak ketiga. Satu keistimewaan lain adalah
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perlawanan tidak dapat diajukan terhadap sahnya atau kebenaran Mg negara (Pasal
11 ayat (13) dan ayat (14) UU No. 49 Prp 1960. Pada prinsipnya rencana pelaksanaan
Iclang yang telah ditetapkan dan diumumkan jadwal pelaksanaannya, hanya dapat
ditunda atau dibatalkan oleh Pemohon Lelang sendiri. Penundaan atau pembatalan
pelaksanaan lelang dimaksud dapat dilakukan tentunya lebih dulu dilatarbelakangi oleh
adanya kesepakatan antara kreditur dan debitur, baik karena adanya pelunasan maupun
karena pertimbangan lain yang telah disepakati antara kreditur dan debitur. Setiap bentuk
kesepakatan tersebut harus dilakukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri dalam hal
lelang tersebut merupakan lelang cksekusi oleh Pengadilan Negeri atau dengan
persetujuan Ketua PUPN di wilayah yang bersangkutan apabila lelang tersebut
merupakan felang cksckusi PUPN. Dalam praktek seringkali penundaan lelang itu
disebabkan karena adanya perminiaan yang dikelnarkan Pengadilan Negen untuk lelang
yang dilakukant PUPN/DJPLN atau penundaan dari PTUN atau Pengadilan Tingg:, serta
Mahkamah Agung untuk lelang yang dilakukan pengadilan. Terhadap masalah ini,
pengadilan pada hakekatnya tidak dibenarkan untuk menilai atau meninjau keputusan
hukum PUPN (pernyataan bersama, surat paksa, sita, dan lelang) karena UU PUPN
telah memberikan wewenang khusus kepada PUPN untuk menerbitkan keputusan
hukum yang mempunyai titel eksekutorial tersebut,

Demikian juga kendala atau hambatan sebelum lelang dilaksanakan yaitu
terhadap barang yang disita PUPN, adakalanya pengadilan melakukan penyitaan

kembali, begitu pula sebaliknya. Penyitaan ganda semacam itu secara hukum tidak
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diperkenankan. Hal itu dapat terjadi, antara lain karena juru sila pengadilan/PUPN lalai
meminta Kantor Pertanahan Nasional untuk mencatat adanya penyitaan fersebut.
Masalah penyitaan yang dilakukan pengadilan terhadap barang yang telah ditkat Hak
Tanggungan, Mahkamal Agung menyampaikan imbauan kepada hakim, apabila terdapat
permohonan dan pihak ketiga untuk menyita barang yang telah diikat hipotik/hak
tanggungan, pengadilan negeri fidak tergesa-gesa mengabulkannya. Menghadapi kasus
semacam ini, maka bank mengacu kepada pasal 378 dan 379 RV, dapat mengajukan
verzet dengan alasan, pihak bank sclaku kreditor yang preferent dan mempunyai
kepentingan pelunasan piutangnya didahulukan dari kreditor lain (Keputusan Mahkamah
Agung No. 1027 K/Pd/1990 tgl. 19.12.1996). Namun hal terscbut kadang-kadang
masih mendapat ganjalan karena di lain pihak, Mahkamah Agung dalam Buku I
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menyatakan bahwa
petlawanan hanya boleh diajukan oleh pemilitk sehingga pemepang hipotik tidak
diperkenankan melakukan verzet. Di sisi lain, apabila PUPN/DJPLN akan melaksanakan
sita atas barang-barang debitor, sedang barang-barang terscbut telah disita Pengadilan
Negen maka tidak dapat dilakukan penyitaan sekali lagi, akan tetapi yang dapat dilakukan
hanya membuat Berita Acara Sita Persamaan dan kelak hasil Iclang ite sisanya dapat
dibagi.”

Permasalahan-permasalahan tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi apabila

maging-masing pihak saling memahami kedudukannya masig-masing. Dengan

2 Soeparmono, R, Masalah Sita Faminan (CB) Dalam Hukum Acara Perdata, Mandar Maju,
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didaftarkannya Hak Tanggungan, maka saat itu juga timbul hak droif de suite, yaitu Hak
Tanggungan tetap mengikuti obycknya dalam tangan siapapun obycek itu berada.
Dengan demikian, penyitaan oleh PN tidak mengurangi hak pemegang Hak Tanggungan
untuk mclakukan cksckusi. Di samping penyitaan ganda tersebut, juga adanya gﬁgatan
dari pemilik barang tetlclang/pihak ketiga. Terhadap Iclang yang sudah dilaksanakan dan
ada pemcnangnya, seringkalt masih timbul gugatan dari pihak terelang / pihak ketiga
dengan alasan diantaranya : prosedur pengurusan piutang/pelelangan tidak dilaksanakan
sebagaimana mestinya, jumlah piutang belum atau tidak pasti, barang terlelang lebih
dahulu dijual kepada pihak penggugat, harga lelang ferlalu rendah, dan sebagainya. Oleh
karena itu PUPN tidak perlu memperhatikan sitz yang diletakkan Pengadilan Negeri, dan
PUPN dapat terus melaksanakan cksckusi penjualan lelang terhadap barang dimaksud.
Apalag jika sita yang diletakkan PUPN jauh Iebih dulu, kemudian sitanya langsung pula
didafiarkan pada har itu di Kantor BPN. Semakin kuat posisi sita yang diletakkan
PUPN. Dalam kasus yang seperti itu, Pengadilan Negeri dilarang meletakkan sita
apapun. ¥ Oleh karena ifu dalam Juknis Pengurnsan Piutang Negara No. 38/PN/2000
tgl. 14-12-2000, hal-hal yang dapat menunda penjualan lelang hanya ada 3 jenis, yaitu
pertama, adanya keputusan Pengadilan yang tolsh mempunyai kekuvatan hukum
cksckutorial, kedua, syarat-syarat lelang seperti SKPT tidak dapat dipenuhi sebelum
pelaksanaan lelang; ketiga, adanya pembayaran angsuran hutang yang besarnya paling

rendah 30 % dan jumlah hutang dengan ketentuan penundaan hanya 1 kali, dan dalam 3

Bandung, 1997, h. 33
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bulan harus melunasi sisa hutangnya. Apabila wanprestasi maka penjualan lelang tetap
dilaksanakan.

Di samping alasan tersebut, mengingat bahwa putusan hukum PUPN (Surat
Pernyataan Bersama dan Surat Paksa) mempunyai sifat parate executic, artinya bahwa
FUPN dapat mengeksckusi sendiri suatu putusan hukum yang tclah dikeluarkan tanpa
melalui pengadilan, maka scharusnya Pengadilan Negeri / Pengaditan Tata Ussha Negara
tidak dapat menunda pelaksanaan lelang PUPN tersebut, kecuali terdapat kekurangan
syarat yuridis formilnya, misalnya ketiadaan Surat Paksa dan sebagainya. Namun
demikian, secbelum Pengadilan Negeri mengeluarkan putusan penundaan, seyogyanya
PUPN/DJPLN dipanggil terfebih dahulu untuk didengar keterangannya. Sementara itu
lelang eksekusi Pengadilan Negeri saat ini masih menghadapi kendala karena adanya
penundaan dari PTUN maupun Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung. Ironisnya
penundaan terscbut dilakukan ada yang hanya menggunakan surat / telepon dari Pejabat
yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu adalah sangat tepat l?ahwa scharusnya
penundaan lelang eksckusi Pengadilan Negeri hanya boleh dilakukan oleh Ketua
Pengadilan Negeri sebagaimana discbutkan dalam Buku 1T Mahkamah Agung tersebut, %
Satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh
PUPN/DJPLN , apabila PUPN/DJPLN melakukan perbuatan melawan hukum, adalah

tuntutan ganti rugi, dan bukan pembatalan putusan hukum PUPN.

“ Harahap, M. Yahya, op. cit, h. 343
8 Makalal: seminar, Jakarta, 1994, h. 23

Tesis Eksekusi Obyek Hak ... Marhaeto Judia Pratidina



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

3

Pernyataan Bersama PUPN yang menurut pasal 10 ayat (2) UU PUPN yang
kemudian diperiegas lagi oleh Pasal 13 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan No.
333/KMK.01/200 tgl. 18-08-2000 jo. No. S03/KMK.01/2000 gl 30-11-2000
mempunyai kekuatan pelaksanaan scperti putusan hakim dalam perkara perdata yang
mempunyai kekuatan hukum pasti, ternyata masih bisa diganggu gugat olch pengadilan
atas gugatan nasabah bahkan Pengadilan Negeri membuat putusan sendisi yang jauh
berbeda dengan isi Permyataan Bersama itu.  Sebenarnya sudah ada Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI No. 1205 K/SIP/1971 terhadap persoalan hutang piutang negara
yang telah lebih dahulu diselesaikan oleh PUPN adalah menjadi wewenang PUPN, olch
karenanya Pengadilan Negeni tidak berwenang mengadili perkara hutang piutangnya.
Dan pertimbangan UU PUPN, piutang negara akan diurus secara khusus di Juar proses
pengadilan namun dalam batang tubvhnya masih dimungkinkan bahkan sebagian
bergantung pada Pengadilan, diantaranya adalah soal penetapan hutang yang dibantah
oleh debitur, soal sita persamaan, soal pendaftaran tanah, soal pengosongan, dan soal
kepemilikan obyek sita. Kelemahan ini sering dimanfaatkan oleh pengacara dan atau
hakim/panitera yang curang.

Beberapa contoh hal-hal yang dapat menghambat pelaksanaan eksekusi metalui
putusan Pengadilan antara lain diajukannya perlawanan oleh tereksekusi atau pihak
ketiga hanya untuk mengulur-utur eksekusi, terhadap perlawanan ini harus diputus
terlebth dahulu oleh Pengadilan Negeri dan bahkan atas putusan mana masih

dimungkinkan pemeriksaan ke tingkat banding dan kasasi; adanya putusan perkara
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pidana di samping putusan. perkara perdaia yang sudah berkekuatan hukum tetap; apabila
tercksckusi mengajukan permohonan penundaan cksekusi kepada Mahkamah Agung
karena sedang mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dan kemudian
sebagai kekecualian berdasarkan alasan-alasan khusus yang bersifat cksepsional
Mahkamah Agung mengabulkan permohonan penundaan eksekusi tersebut, walaupun
pada asasnya peninjavan kembali tidak menunda eksckusi putusan yang sudah
berkekuatan hukum tetap. Menurut HR. Purwoto S. Gandasubrata, dalam makalahnya
yang berjudul Penerapan Hukum Jaminan Dalam Proktek di Indonesia, insiden-
insiden tersebut dapat menghambat kelancaran eksekusi putusan dan karena itu Ketua
Pengadilan Negeri yang berwenang / bertanggung jawab atas jalannya eksekusi putusan
Pengadilan harus bersikap icgas dalam menentukan sikap insiden mana yang cukup
berbobot sehingga dapat menunda eksekusi dan putusan atas insiden mana yang tidak
perlu menangguhkan eksekusi. Ketua Pengadilan Negeri harus dapat memberikan
perlindungan hukum kepada kreditur yang bonafide dan mencegah tingkah debitur yang
nakal dan tidak beritikad baik dan sebaliknya memberikan perlindungan tukum kepada
debitur yang beritikad baik dari perbuatan kreditur yang tidak beritikad baik / bertindak
sewenang-wenang. Proses berperkara yang rumit dan berlarut-larut sering dirasakan
menjengkelkan dan membuat kreditur yang sudab memenangkan perkaranya pusing
tujuh keliling, karena mengharapkan piutangnya segera kembali tetapi tiada kunjung
datang jua. Adalah tidak berlebihan kiranya yang dikatakan hakim agung M. Yahya

Harahap, scbagai berikut :
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* Memang ferkadang tindakan pelanggaran yang dilakukan sementara pengadilan
sudah jauh menyimpang. Sebab ada sementara hakim yang berani menyita
barang hipotik yang dipegang scbuah bank negara. Bahkan hipotiknya sudah
didaftarkan, dan sita cksekusi atas barang hipotik sudah diletakkan pula clch
PUPN. Tanpa malu dan rasa bersalah, olch hakim dilctakkan lagi sita jaminan
alas barang terscbut, Namun olch karena terkadang PUPN dan kantor lelang
kurang paham asas-asas yang berlaku pada penyitaan, maka executorial verkoop
atas barang hipotik fadi dihentikan, karena takut berbenturan dengan tindakan
penyilaan yang dilakukan Pengadilan Negen”.

Kondisi demikian memang benar-benar terjadi dalam praktek perbankan sehari-
hari. Tindakan yang harus diambil PUPN adalah menemuskan eksckusi, dengan
pertimbangan bahwa penundaan atau sita yang dilakukan Pengadilan Negeri belum
mempunyai kckuatan hukum yang mengikat. Namun demikian sekalipun dikatakan
PUPN dapat melaksanakan eksekusi terhadap barang yang lebih dulu disita eksekusi
olehnya dard sita yang diletakkan oleh pengadilan, sccara kasuistik dan eksepsional

kewenangan ifu harus memperhatikan dan dikaitkan dengan alasan penundaan eksekusi.

Hal di atas juga scjalan dengan pendapat M. Yahya Harahap bahwa apabila
dalam putusan Pengadilan tersebut barang obyek cksekusi tetap dipertahankan sebagat
milik debitur, PUPN tidak perlu menunda cksekusi. Tapi sebaliknya, jika putusan
menyatakan barang obyek eksekusi berstatus milik orang lain, sebatknya PUPN menunda
cksekusi seraya meminta kepada pihak Pengadilan agar penyelesaian perkara mendapat
prioritas atas alasan barang yang disengketakan mempunyai kaitan kepentingan dengan

ekgekusi yang hendak dijalankan PUPN.*
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2. Pemenang L¢lang Tidak Segera Mendapatkan Haknya

Lelang atau penjuatan umum dilakukan berdasarkan Peraturan Lelang, Lembaran
Ncgara Talwn 1908 No. 189, yang bersambung dengan Lembaran Negara Tahun 1940
No. 36, PUPN mempersiapkan dokumen-dokumen persyaratan lelang. PUPN
mengajukan permchonan lelang kepada Kantor Lelang dengan disertai dokumen-
dokumen barang yang akan dilelang. Terhadap calon pembeli, PUPN memberikan
penjelasan mengenai  barang-barang yang akan dilclang, dan dengan memperhatikan
fakior cfisiensi, PUPN memberikan layanan kepada calon pembeli untuk melihat obyek
lelang. Dengan demikian proses lelang harus melalui beberapa tahapan dan persyaratan
yang semuanya sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Namun
demikian dalam praktek scringkali pembeli lelang tidak dapat (sulit) menguasai
barangnya, walaupun dalam hal ini ybs. membeli dengan itikat baik.

Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi dan jual beli harus dianggap sah,
demikian putusan Mahkamah Agung No. 251 K/Sip/1958 tgl 26-12-1958. Kiranya
sangat tcpat dan baik sekali bahwa pembeli lelang yang beritikad baik harus dilindungi,
mengingat Ielang adalah cara penjualan yang diatur dengan Undang-undang dan
dilaksanakan oleh Pejabat Umum Pemerintah. Perlindungan terhadap pembeli lelang ini
sebenarnya juga sudah diatur dalam mekanisme sistem lelang itu sendiri. Seperti
diketahui Pejabat Lelang harus meneliti lebih dahulu legalitas subyek dan obyek lelang

sebelum lelang dilaksanakan. Tanpa keyakinan yang didasarkan pada pengamatan atas

# Harahap, M. Yahya, op. cit, h. 343
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dokumen yang ada maka lelang tidak akan dilaksanakan. Sementara ifu rencana Iclang
harus diumumkan lebih dulu kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat menjadi
filter seandainya ada yang keberatan terhadap pelaksanaan lelang tersebut. Lebih dar itu
pembeli Iclang yang diberi bukti akta otentik yang disebut Risalah Lelang yang dibuat
Pejabat lelang yang bersangkutan.

Namun dalam praktek perbankan, adakalanya pemenang lelang tidak dapat
menguasai barangnya, dalam hal ini benda tetap karena terlelang tidak bersedia
meninggalkan atau melepaskan penguasaannya. Menurut HIR, wewenang pengosongan
rumah/bangunan ada pada Pengadilan Negeri. Untuk itu, pemenang lelang, baik secara
langsung maupun melalui PUPN/DJPLN, dapat meminta bantuan Pengadilan Negen
untuk mengosongkan rumah yang telah dibelinya melalui lelang tersebut. Ada beberapa
hal yang perlu diperhatikan dalam masalah pengosongan ini, yaitu : Periama,
Permohonan pengosongan dilakukan melalui permohonan pengosongan biasa, tidak
perlu melalui gugatan pengosongan (Keputusan Mahkamah Agung No. 1850
K/Pdv1992 tgl. 26.02.1996). Kedua, pengosongan hanya dapat dilakukan terhadap
penghuni vang tidak menurut hukum. Artinya, apabila penghuni adalah debitur, maka
status penghuniannya adalah tidak sah. Tetapi apabila penghuni adalah penyewa dimana
perjanjian sewa menyewanya dilakukan sebelum tanah/ramah tersebut disita, maka status
penghuniannya adalah sah, dan terhadapnya fidak dapat diperintahkan untuk

meninggalkan rumah yang dilelang terscbut sampai batas waktu berakhimya sewa
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menyewa itu. Kecuali penyewaan tersebut tidak sah menurut hukum. * Hal di atas
sejalan dengan pasal 11 (11) Undang-undang No. 49 Prp tahun 1960 yang berbunyi :

“Jika orang yang disita menolak untuk meninggalkan barang tak bergerak tersebut,

maka Hakim Pengadilan Negeri mengeluarkan perintah terfulis kepada seorang

yang berhak melaksanakan surat jurusita untuk berusaha agar supaya barang

tersebut ditinggalkan dan dikosongkan oleh yang disita dengan sekeluarganya

serta barang-barang miliknya dengan bantuan Panitera Pengadilan Negeri lain
yang ditunjuk oleh Hakim jika perlu dengan banfuan alat kekuasaan Negara™.

Jadi Kepala PUPN akan minta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana barang
terscbut terletak dan pengosongan dilakukan atas perintah dan dibawah Pimpinan Ketua
Pengadilan Negern ifu. Sering terjadi pembeli lelang tidak dapat menguasai fisik dari
barang vang dibeli melalui lelang, meminta kepada Bank untuk mengembalikan seluruh
jumlah uang yang sudah dikeluarkan pembeli ditambah dengan bunga dan biaya-biaya
pembelian melalui lelang. Pihak Bank dalam hal ini tidak mungkin dengan mudah
mengembalikan uang pembelian lelang kecuali ada putusan Pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap. Solusi selama ini Bank atau PUPN / DJPLN memberikan
saran kepada pembeli lelang untuk mengajukan pengosongan melalui Pengadilan Negeri.
Bagi pembel lelang yang sudah biasa melakukan transaksi lelang hal tersebut tidak
menjadi masalah, bahkan pembeli lelang sudah memperkirakan kendala-kendala yang
akan tetjadi scbelumnya. Namun sebaliknya, bagi pembeli Ielang yang belum
berpengalaman dan dengan dana yang sccukupnya, apabila dalam praktekmya ybs.

kesulitan untuk menguasai tanah yang dibelinya melalui pelelangan, maka pembeli ini

* Makalah Seminar, op. cit, h. 29
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memilih meng-klaim atau menuntut Bank untuk mengembalikan nang pembelian beserta
bunganya daripada menuntut debitur / pemilik jaminan yang tidak mau meninggalkan
obyek cksekusi.

Kendala ini sebenarnya dapat diiminimalisir apabila PUPN / DJPLN mempunyai
hak untuk melakukan pengosongan obyek cksekusi yang dilakukan oleh PUPN /
IDJPLN. Di dalam UU PUPN, PUPN tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan
pengosongan, melainkan tetap harus melalut Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di
atas. Dari ketentuan-ketentuan dimaksud, secara tidak langsung membenkan peluang
kepada pthak debitur yang bentikat tidak baik untuk mengulur-ulur waktu meninggalkan
obyek eksekusi, dengan cara mengajukan perlawanan, gugatan dan sebagainya,
mengingat putusan pengadilan memeriukan waktu yang cukup lama sampai putusan
tersebut berkekuatan hukum yang tetap. Kondisi yang tidak menentu ini mengurangi
minat pembelt melalui lelang, yang pada akhimya merugikan pihak kreditor yang
berkepentingan langsung. Walaupun ada peminat lelang, tidak lain tetap mengharapkan
dengan harga semurah mungkin jauh dari harga pasar. Pertimbangannyapun masuk di
akal, yaitu karena pembeli masih harus mengeluarkan biaya tambahan untuk
pengosongan, biaya perkara apabila ada, dan sebagainya, dan pembeli lelang merasa rugi
karena obyek Ielang pun tidak dapat segera dikuasai atau dijual kepada orang lain untuk

mendapatkan keuntungan,
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3. Pengntuan Harpga Limit Lelang Obyek Hak Tanggungan

Sebagaimana dijelaskan «li atas bahwa cksistensi Unit Lelang Negara dimulai
scjak tahun 1908, dengan berlakunya Peraturan Lelang (Vendu Reglement) Sib. 1908-
189 dan Instrukst Lelang (Vendu Instructie) Stb. 1908-190. Kini tanggung jawab dan
cksistensi unit lelang negara berada di lingkungan Direktoral Jenderal Piutang dan Lelang
Negara. Pengertian lelang (penjualan umum) berdasarkan pasal 1 Vendu Reglement
adalah penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan
atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau pescrta lelang dan dipimpin
pejabat lelang (vendumeester). Pengertian lelang ini tidak termasuk pembelian barang
dan pemborongan pekerjaan secara lelang, seperti pada mekanisme APBN yang disebut
“lelang tender”.

Lelang berfungsi privat dan publik. Fungsi privat lelang, terletak pada hakekat
lelang sebagai sarana memperlancar lalu lintas perdagangan barang dan mengadakan
perjanjian yang bertujuan menguntungkan pihak penjual. Sedangkan fungsi publik
Ielang, antara lain, sebagai bagian dari sistem hukum acara perdata/pidana dan
mekanisme PUPN/DJPLN, pajak, dan pegadaian. Jenis-jenis pelelangan yang dilakukan
umf Kantor Lelang Negara, antara lain Lelang cksekusi PUPN/DJPLN, yaitu pelelangan
dalam rangka cksekusi penagihan piutang negara oleh PUPN/DJPLN yang wajib dibayar
oleh penanggung utang (debitor) kepada negara atau badan-badan yang dikuasai secara
langsung atau tidak langsung. ILeclang eksekusi pengadilan, yaitu pelelangan untuk

mclaksanakan keputusan hakim pengadilan, termasuk cksekusi Grosse Akta Hipotik/Hak
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Tanggungan. Lelang cksekusi sita pajak, yaitu lelang dalam rangka penagihan piutang
pajak yang wajib dibayar kepada negara, baik pajak pusal maupun pajak daerah. Lelang
barang sitaan dalam rangka perkara pidana, sebagaimana diatur dalam KUHAP, yaitu
pelelangan terhadap barang yang telah diputus dan dirampas untuk negara atai terhadap
barang bukti yang mudah rusak, busuk, dan memerlukan biaya penyimpanan tinggi.
Lelang barang milik/dikuasai negara, yaitu lelang yang dilakukan dalam rangka penjualan
barang milik atau dikuasai negara. Untuk pelelangan melalui PUPN, apabila jaminan
yang ditkat Hak Tanggungan milik pihak ketiga, maka kelebihan lelang adalah harga
pokok lelang dikurangi biaya lelang penjuat dan dikurangi total nilai Hak Tanggungan
(Surat Edaran Kepala BUPLN (sekarang DIJPLN) No. SE-38/PN/1996 tgl. 26.08.1996
tentang Lelang Barang Jaminan Milik Pihak Ketiga vang diikat Hipotik/Creditverband
sekarang Hak Tanggungan). Hal tersebut tidak berlaku apabila agunan tersebut milik
debitur karena kewajiban yang harus dibayar debitur tidak bergantung pada nilai Hak
Tanggungan. Pengembalian kelebihan lelang, baru dilakukan apabila debitur telah
melunas; seluruh utang dan biaya-biaya administrasi PUPN/DJPLN.

Harga limit adalah harga minimal yang diinginkan pihak penjual atau pemohon
lelang. Penentuan harga limit terscbut tidak jarang menjadi sumber sengketa antara
kreditur dan debitur (pemilik agunan). Bahkan menimbulkan sengketa atau gugatan baru.
Dalam hal ini Pengadilan Negeri diminta untuk tidak mempermasalahkan harga limit
tersebut, karena PUPN/DJPLN melalui tim penilainya sebelum menjual lelang barang-

barang sitaannya telah melakukan penilaian barang-barang tersebut secara cermat, sesuai

Tesis Eksekusi Obyek Hak ... Marhaeto Judia Pratidina



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

63

Keputusan Kepala BUPLN (sckarang DJPLN) No. 38/PN/2000 tgh 14-12-2000.
Konflik dapat terjadi karena debitur menginginkan harga jual setinggj-tingginya yang
terkadang tidak masuk akal. Demikian juga masalah harga yang terbentuk dalam lelang
dapat memancing persoalan karena perbedaan pendapat tentang perkiraan harga atas
barang yang dilclang biasanya antara pemilik barang/termohon cksckusi dengan
pemohon eksekusi. Perlu dipahami bahwa harga lelang pada dasarnya adalah harga yang
terbentuk melalui mekanisme pasar yaitu antara penjual dan pembeli dalam suatu cara
penjualan  yang ftransparan. Karena itu secbenarnya tidak ada alasan untuk
mempersoalkannya lagi kecuali ada petunjuk kuat bahwa harga hmit tidak ditetapkan
scbagaimana mestinya atau adanya penyimpangan dar prosedur-prosedur lelang yang
ada.

Barang yang akan dmilai, diinventarisir terlebih dahulu dengan cara
mengumpulkan dan mengelompokkan data barang untuk ditetapkan scbagal obycek
penilaian. Survei lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data / informasi yang
berkaitan dengan barang yang dinilai. Dalam hal barang yang akan dinilai berupa tanah,
sumber data / informasi yang digunakan sebagai referensi dalam menentukan Nilai Pasar
adalah data transaksi tanah, antara lain PPAT, Kantor Le¢lang, Kepala Desa, perusahaan
yang bergerak di bidang jual beli tanah dan bangunan, NJOP dari Kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan; Kantor Pertanahan; Instansi/perusahaan pengelola tanah
vang bersangkutan; dan Iklan surat kabar serta informasi dari masyarakat setempat

sebagai sumber data tambahan. Dalam hal barang yang akan dinilai berupa bangunan,
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sumber data / informasi yang dapat digunakan sebagai referensi dalam menentukan Nilai
Pasar adalah : Lembaga / Insiansi Pemerintah yang mengeluarkan data standar harga
bangunan (d.h. Dircktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum); Jurnal
bahan bangunan, konstruksi, dan interior; Perumnas atau Bank Tabungan Negara; Real
Estat Indonesia, alau Gapensi, atau asosiasi lainnya di dacrah sctempat; instansi /
perusahaan pengelola bangunan yang bersangkutan dan; perusahaan asuransi.

Di PUPN, metode penetapan Nilai Pasar tanah digunakan metode perbandingan
dan pasar (market data approach). Metode perbandingan tersebut dilakukan dengan
cara mengumpulkan sebanyak mungkin data transaksi tanah kesong atau tanah yang ada
bangunannya. Data fransaksi tersebut harus memenuhi kriteria : jumlah data transaksi
sebagai pembanding paling sedikit 2 (dua) buah; waktu terjadinya transaksi paling lama
12 (dua belas) bulan terakhir; lokasi data transaksi berdekatan atau ada di sekitar tanah
yang akan dinilai dan mempunyai kategori kegunaan tanah yang sama; dan data
transkasi mempunyai sifat fisik yang mendekati dengan tanah yang akan dinilai. Penilai
Intern melakukan cvaluasi dan analisis atas data transaksi yang telah terkumpul dengan
cara menambahkan atau mengurangi nilai transaksi atas tanah kosong dengan
persentase/jumlah tertentu berdasarkan hasil analisis Penilai Intern. Apabila di atas tanah
berdiri bangunan, nilai transaksi dikurangi dengan nilai bangunan schingga diperoleh nilai
transaksi atas tanah kosong dan selanjutnya dilakukan peniyesuaian. Jumlah penyesuaian

terkecil dari hasil perhitungan terscbut merupakan indikasi nilai pasar tanah yang dinilai.
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Risiko Tanah dan bangunan yang dapat diperhitungkan adalah : diatasnya berdiri
bangunan pihak ketiga; ada penggarap, baik penggarap resmi (dengan ijin pemilik)
maupun penggarap liar (tanpa ijin); ada kuburan; dikontrakkan dalam waktu tertentu;
discwakan terus menerus; dikuasai secara tidak sah; risiko pengosongan; risike penjualan
melatui Jelang yang terdint bea lelang, waktu, dan cara pembayaran. Besamya risiko
tanah dan bangunan tersebut merupakan hasil observasi Tim Penilai Intem, kecuali
mengenai risiko yang besar persentasenya sudah ditetapkan oleh suatu peraturan.
Besarnya risiko penjualan melalui lelang yaitu risiko bea lelang dan vang miskin 4,9 %
untuk tanah & bangunan, risiko waktu adalah 5 %, dan risiko cara pembayaran adalah
5 %. Dalam cksekusi yang dilakukan PUPN, nilai limit barang yang akan dijual lelang
ditetapkan oleh Ketua Panitia Cabang. Penetapan nilai limit bertujuan untuk menentukan
nilai paling rendah yang harus dicapai dalam penjualan lelang. Nilai limit ditetapkan
paling rendah sama dengan Nilal Likuidasi yang disampaikan oleh Penilai Intern dengan
memperhatikan kondisi dan perkembangan nilai pasar barang jaminan yang
bersangkutan.

Sering terjadi di dalam prakick, meskipun tclah beberapa kali dilakukan
pelelangan terhadap barang sitaan, ternyata penawaran-penawaran yang diajukan tidak
mencapai harga limit. Dengan tujuan agar barang tersebut dapat segera terjual, DJPLN
dapat mengusulkan kepada Ketua PUPN untuk meninjau kembali harga limit barang
tersebut. Peninjauan kembali harga limit oleh Ketua PUPN baru dapat dilakukan apabila

pelelangan yang tidak mencapai harga limit tersebut telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua)
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kali. Kemungkinan Jain yang terjadi adalah lelang telah divmumkan tetapi pada saat
pelaksanaannya tidak ada peminat yang hadir. Bila hal ini terjadi dalam 2 (dua) kali
pelelangan, DIPLN dapat mengusulkan agar penyerah piutang membeli sendiri barang
tersebut atau penannggung hutang mencari pembeli sendiri atau mengusahan pencbusan
bila barang vang akan dilelang merupakank jaminan pihak ketiga. Menurut Sutatjo,
bahwa dalam pelaksanaan lelang eksckusi melalui Pengadilan Negeri, ketentuan lelang
juga mengharuskan adanya harga limit olech Pemohon, dalam hal ini Pengadilan Negeri
yang bersangkutan. Namun demikian ditambahkan pula bahwa dalam praktek masih ada
Pengadilan Negeri vang tidak melaksanakan sepenuhnya ketentuan tersebut schingga
timbu! kerawanan yang perfu mendapat perhatian, dalam hal ini adalah bagaimana harga
limit tersebut ditetapkan, Kewenangan ini tidak ada pada Pejabat Lelang / Kantor Lelang
Negara, tetapi ada pada pemohon lelang. Hal ini justru untuk melindungi kepentingan
pemohon lelang schingga barang akan dijual dengan harga sesuai dengan
permintaannya.>

Pemyataan demikian tidak sepenuhnya benar, mengingat pemohon lelang itu
sendii mempunyai kepentingan yang berbeda. Pemohon Ilelang tenfunya akan
memberikan harga limit sangat rendah dengan tujuan agar cepat terjual apabila
hutangnya tidak terlalu besar dan dapat ditutupi dari penjualan lelang.

Pada Lelang Eksekusi sering terjadi perbedaan pendapat antara pemilik barang

(debitur) dengan kreditur (pemohon eksekusi). Debitur cenderung meminta harga yang

3! Makalah Semninar, op. ctf, h. 24
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kadangkala tidak masuk akal tingginya, sedang kreditur cenderung mengamankan jumlah
kreditnya saja. Kiranya dalam hal ini meskipun dalam Buku II Mahkamah Agung
dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri juga wajib membuat harga limit namun masih perlu
dipikirkan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan petunjuknya agar penctapan harga
limit terscbut dapat dipertanggungjawabkan schingga dapat mengurangi sumber konflik

antara debitur dan kreditur,
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BAB IV
PENUTUP
1. Kesimpulan
a. Piutang negara macet Bank Milik Pemerintah pada tingkat pertama disclesaikan
oleh bank itu sendiri, apabila tidak berhasil wajib diserahkan kepada PUPN. Hal
tersebut didasarkan kepada Undang-undang No. 49 Prp Tahun 1960 tenfang
PUPN. Kewenangan PUPN dalam melaksanakan tugasnya yaitu membuat
pemyataan bersama (bersama dengan debitur), menerbitkan surat paksa,
melakukan penyitaan / pemblokiran, menerapkan paksa badan bagi debitur
beritikad tidak baik, dan melaksanakan penjualan lelang. PUPN mempunyai
kewenangan parate eksekusi dengan mengelvarkan surat paksa yang berkepala
Atas Nama Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti putusan
pengadilan  yang berkekuatan hukum tetap. Untuk melaksanakan
kewenangannya tersebut, PUPN memakai Hukum Acara sendiri sebagaimana
penjelasan pasal 11 UU No. 49 Prp Tahun 1960 dan peraturan pelaksananya,
namun untuk pengosongan masih menggunakan ketentuan HIR. Dalam
melakukan eksekusi, PUPN tidak terikat adanya persyaratan Akta Pengakuan
Hutang maupun Sertifikat Hak Tanggungan terlebih dahulu, scbagaimana bunyi
HIR. Pernyataan Bersama scbagai dasar Surat Paksa tidak dapat diidentikkan

begitu saja dengan Akia Pengakuan Hutang atau Akta Pemberian Hak

o8
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Tanggungan sebagaimana dimaksud Pasal 224 HIR jo ﬁndang—undang No. 4
Tahun 1996, karena dasar hukum Pernyataan Bersama dan Surat Paksa
didasarkan kepada Undang-undang tersendiri. Dengan demikian eksekusi PUPN
sepanjang diatur datam UU No. 49 Prp Tahun 1960 pada dasarnya dapat
dikatakan tidak bertentangan dengan ketemtuan cksekusi HIR Ditinjau dari
isinya, antara Pemyataan Bersama dan Akta Pengakuan Hutang secara garis
besar ada kemiripan. Kewenangan lain PUPN yaitu pemberlakuan kembali
lembaga paksa badan dengan tujuan memberik.an harapan baru bagi para
kreditor dan sebagai upaya untuk menyadarkan debitor yang beritikat tidak baik.
Adanya dua peraturan paksa badan yaitu Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA) 1/2000 dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK)  No.
336.01/2000 tidak akan terjadi pertentangan dalam prakteknya, karena kedua
peraturan terscbut mempunyai cakupan obyek dan wilayah implementasi yang
berbeda. Fksekusi obyek Hak Tanggungan yang dilakukan Bank Milik
Pemerintah masih jarang dilakukan dan masih dilakukan kasus perkasus. Pada
umumnya yang banyak dilakukan Bank Milik Pemerintah yaitn menjual di
bawah tangan dengan persctujuan debitur / pemilik jaminan. Apabila penjualan
dibawah tangan tidak berhasil maka pengurusan selanjutnya diserahkan kepada
PUPN. Demikian juga PUPN, walaupun diberi kesempatan untuk melakukan
eksekusi menurut UUHT, namun pada prakteknya PUPN dalam melaksanakan

eksekusi jaminan hak atas tanah lebih senang menggunakan Hukum Acaranya
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sendiri  (permyataan Bersama, Surat Paksa, penyitaan sampai dengan

pelelangan), sehingga waktu penyelesainya lebih 1ama.

b. Kendala cksckusi olch PUPN yang paling banyak muncul antara fain disebabkan
adanya campur tangan Badan Peradilan untuk mcnunda eksckusi dengan
berbagai alasan dan belum terakomodasinya kewenangan PUPN  untuk
melakukan Pengosongan barang yang telah dilelang cksekusi. Hal tersebut
terkait erat dengan pertimbangan dikeluarkannya Undang-undang No. 49 Prp
Tahun 1960 itu sendiri, dimana dalam Undang-undang tersebut piutang negara
akan diselesaikan secara khusus di lvar proses pengadilan narmun dalam batang
tubuhnya masih dimungkinkan bahkan scbagian bergantung pada Pengadilan,
diantaranya adalah soal penetapan hutang yang dibantah oleh debitur, soal sita
persamaan, soal pendaftaran tanah, soal pengosongan, dan soal kepemilikan
obyek sita. Kelemahan ini sering dimanfaatkan oleh pengacara dan atau
hakim/panitera yang curang untuk menggugat di pengadilan dan menunda
cksekusi. Penentuan Harga Limit Ielang PUPN sebenarnya sudah cukup
memadai, namun karena adanya perbedaan kepentingan dengan debitur maka
penentuan limit lelang ini masih menjadi kendala dan kecurigaan-kecurigaan

antara debitur dan Kreditor/PUPN.
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2. Saran
a. Keharusan menyerahkan piutang macet Bank Milik Pemerintah kepada PUPN
saat ini perlu ditinjau kembali. Seyogyanya penyerahan kepada PUPN bukan
merupakan suatu keharusan melainkan merupakan suatu alternatif, schingga |
hasil yang didapat Bank Milik Pemerintah benar-benar optimal dan
diperhitungkan masak-masak untung ruginya dard sisi bisnis  dengan
membandingkan dengan cara cksekusi lainnya, Bila tidak dimungkinkan, maka
Bank Milik Pemerintah diberikan peran untuk mengawasi kineja dan.
mengendalikan PUPN, karena dalam hal pintang :macct ini bank mempunyai
kepentingan vang besar untuk mengembalikan kerugian negara. Kepada PUPN
juga diberikan kewenangan untuk melakukan cksekusi pengosongan dengan
mengadakan perubahan UU PUPN. Demikian juga ketentuan Paksa Badan agar
diterapkan dengan sungguh-sungguh dan tidak hanya memberlakukan peraturan
secara formil saja. Hal terscbut bertujuan agar peraturan Paksa Badan
mempunyai Wibawa dan segala akibat pencrapannya sckarang dapat dijadikan
acuan pefiyempurnaan di masa yang akan datang. Untuk jaminan yang sudah
diikat secara sempuma berdasarkan UUHT dan pengurusannya dilakukan
PUPN, maka PUPN diharuskan menggunakan UUHT dalam melakukan

cksekusinya,
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b.  Pemerintah bersama-sama DPR apgar segeta membuat UU Hukum Acara
Eksckusi yang berlaku secara unfversal, sehingga tidak terjadi perteniangan-
perientangan Kepentingan dalam pelaksanaannya dan tidak ada perbedaan antara
Bank Milik Pemerintah maupun Bank Swasta, Sambi! menunggu dibuatnya
Undang-undang terscbut agar diadakannya rapat-rapat koordinast antara petugas
PUPN, Bank, Kantor DPN, maupun DPengadidan Negeri secara
berkesinambungan, sehingga masing-masing instansi sadar akan tugas dan
tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap menghormasi tugas dan.
tanggungjawab instansi lain. Demikian juga da]a@ menentukan harga limit,
.scharusnya pihak Bank diberikan wewenang untuk ikut andil dalam menentukan

harga limit dan tidak semata-mata diberikan kepada PUPN maupun Pengadilan,
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DASAR HUKUM DAN ORGANIGAS

Undang-Undang No. 4% Frp. Tahun 1960
tentang

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

{Feraturan Femerintah Pengganktil Undang-Undang

No. 49 Tahun 1960, yang karena Undang-Undang

Na. 1 Tahun 1961 telah dijadikan Undang-Un-
dang No. 49 Prp. Tahun 1360)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkata
Darat No. Kpts/Peperlu/0241/1958 tentang pembentukan Paniti
Penyelesaian Piutang Negara berikut semua keputusan-keputusan da
Peraturan-peraturan berkenaan dengan itu, tidak akan berlaku lag
dengan sendirinya menurut hukum mulai pada tanggal 16 Desembe
1960 berdasarkan pasal 61 Peraturan FPemerintah Pengganti Undang
Undang No. 23 tahun 1959 ({(Lembaran Negara tahun 1959 No. 139
berhubungan dengan itu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang No. 22 tahun 1960 {Lembaran Negara tahun 1960 No. &6);

b. bahwa untuk kepentingan keuangan MNegara, hutang kepada Negar.
atau Badan-badan, baik yang langsung maupun tidak langsuns
dikuasal oleh Negara, perlu segera diurus;

c. bahwa dengan akan tidak berlakunya lagi Peraturan-peraturat
tersebut dalam huruf a, maka akan berlaku lagi Peraturan:

peraturan biasa yang tidak memungkinkan untuk memperoleh hasi:
yang cepat dalam mengurus plutang Negara;

d. bahwa oleh karena keadaan memaksa, soal tersebut diatur dengat
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

Mengingat
Pasal 22 ayat (1)} Undang-Undang Dasar;
Hendengar :

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 29 Nopember 1960 dan tanggal
Desember 1960,

MEMUTTUS KANW
Menetapkan

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PANITIA URUSA
PIUTANG NEGARA.
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PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

kN

Pasal 1

Menteri Pertama membentuk Panitia Urusan Piutang Negara.

Pasal 2

(1) Bentuk, susunan dan hal-hal lain tentang Panitia Urusan Piutar
Megara ditentukan dengan keputusan Menteri Pertama.

(2) Bila dianggap perlu, di daerah-daerah tingkat I dapat dibentu
Cabang Panitia Urusan Piutang Negara dengan keputusan Menter
Keuangan.

{3) Anggota-anggota Panitia dan Cabang terdiri dari pejabat-pejaba
Departemen Keuangan, pejabat-pejabat Angkatan Perang da
pejabat-pejabat Pemerintah lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 3

Panitia Urusan Piutang WNegara bertanggung jawab kepada Menter:
Keuangan.

Pasal 4.
Panitia Urusan Piutang Negara bertugas;

1. Mengurus piutang Negara yang berdasarkan Peraturan ini telat
diserahkan pengurusannya kepadanya oleh Pemerintah atau Badan-’
badan +vyang dimaksudkan dalam pasal 8 Peraturan ini.

2. Piutang Negara yang diserahkan sebagai tersebut dalam angka 1
diatas, ialah piutang yang adanya dan besarnya telah past}
menurut hukum, akan tetapl yang menanggung hutangnya tidal
melunasi sebagaimana mestinya.

3. Menyimpang dari ketentuan yang dimaksudkan dalam angka 1 di atas,
mengurus piutang-piutang Negara dengan tidak usah menunggi
penyerahannya, apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yanc
kuat, bahwa piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus;

4. Melakukan pengawasan terhadap piutang-piutang/kredit-kredit yanc
telah dikeluarkan oleh Negara/Badan badan Negara apakah kredil
itu benar-benar dipergunakan sesuai dengan permohonan dan/atau
syarat-syarat pemberjan kredit dan menanyakan keterangan-
ketelangan yang berhubungan dengan itu kepada Bank-Bank dengar
menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintalb
Penigganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank.
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Dengan kepubtusan Menteri Keuangan kepada Panitia Urusan Piuta
Negara dapat ditugaskan untuk bertindak selaku likuidatur dari sua
Badan Negara yang telah dilikuidir.

Pasal 6
Ketua Panitia Urusan Piutang Negara berwenang untuk
a. Mengeluarkan surat paksa yang berkepala Atas Nama Keadilan;

b. Meminta bantuan Jaksa apabila terbukkl ada penyalahgunaz
pemakaian kredit oleh pihak penanggung hutang untuk mendapatks
pengurusannya.

Pasal 7

Sekurang-kurangnya sekali dalam waktu enam bulan Panitia Urusa
Piutang Negara diwajibkan menyampaikan laporan tertulis tentan
hasil pekerjaannya kepada Menteri Keuangan, atau pejabat yan
ditunjuknya dan kepada Badan Pemeriksa XKeuangan.

BAB TI

PIUTANG NEGARA

Pasal 8

Yang dimaksud dengan piutang negara atau hutang kepada Negara ole
Peraturan ini ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negar
atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsun
dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu Peraturan, perjaanjian ata

sebab apapun.

Pasal 9

(1) Penanggung hutang kepada Negara ialah orang atau Badan yan
berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan.

{2} Sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yan
bersangkutan maka para anggota pengurus dari badan-badan yan
berhutang renteng terhadap hutang kepada Negara.
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PENGURUSAN PIUTANG MNEGARA SECARA RKHUSUS.

Pasal 10

{1} Setelah dirundingkan oleh Panitia dengan penanggung hutang d:
diperoleh kata sepakat tentang jumlah hutangnya yang masih harn
dibayar, termasuk bunga uang, denda yang tidak bersifat pidana
gerta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang ini, mat
oleh Ketua Panitia dan penanggung hutang dibuat suatu pernyata:
bersama yang memuat jumlah tersebut dan memuat kewajibe
penanggung hutang untuk melunasinya.

(2) Pernyataan Bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan sepert
suatu putusan Hakim dalam perkara perdata yang berkekuata
pasti, untuk mana pernyataan bersama itu berkepala "Atas naw
Keadilan".

{3) Pelaksanaan ini dilakukan oleh Ketua Panitia dengan mengeluarka
suatu surat paksa, yang dapat dijalankan secara pensitaan da
pelelangan barang-barang kekayaan penanggung hutang dan secar
penyanderaan terhadap penanggung hut:ang.

Pasal 11

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan in
pasal 1, pasal 3, pasal S sampai dengan pasal 23 Undang-Undan
Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa (Lembaran Negara GLahu
1959 No 63) dilakukan terhadap pengurusan piutang Negara yan
dimaksudkan dalam pasal 8 berhubungan dengan pasal 10¢ Peraturan ini
dengan ketentuan bahwa

a. pasal 1 huruf a "Undang-Undang Penagihan Pajak Negara denga.
Surat Paksa" dibaca "penanggung hutang kepada Negara ialah oran
atau Badan dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Penggant:
Undang-Undang tentang Panitia Urusan Piutang Negara";

b. dalam pasal-pasal vyvang dilakukan 1itu perkataan-perkataa
"penanggung pajak® dan "hutang pajak" dibaca berturut-turu
"penanggung hutang kepada Negara® dan "hutang kepada Negara";

c. dalam pasal 5 yang dilakukan itu perkataan "mengingat peratura.
pajak yang bersangkutan" dianggap tidak ada; . '

d. dalam pasal 6 ayat (5) yang dilakukan itu perkataan "Inspeks
Keuangan" dibaca "Kantor Panitia Urusan Piutang Negara";

pasal 13 ayat (3} tidak berlaku;

4]

f. pasal 13 ayat (4) vyang dilakukan itu seluruhnya dibaca sebaga
berikut : "Sanggahan tidak dapat ditujukan terhadap sahnya ata
kebenaran piutang Negara";
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g. pasal 15 ayat (1), pasal 17 ayat (2) dan pasal 21 ayat {1} va
dilakukan itu., perkataan "Kepala DPaerah Swatantra Tingkat
dibaca "Pengawasan Kepala Kejakgaan Daerah Tingkat I",

BAB IV

KEWAJIBAN INSTANSI-INSTANSI
PEMERINTAH DAN BADAN-BADAN NEGARA

Pazal 12

(1) Instansi-Instansi Pemerintah dan Badan-Badan Negara vyar
dimaksudkan dalam pasal 8 Peraturan ini diwajibkan menyerahk:
piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menun
hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunars
sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

{(2) Dalam hal seperti dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini, wal
dilarang menyerahkan penqurusan piutang negara kepada Pengacar:

{3} Tentang penyerahan pengurusan piutang Negara seperti dimaksudke
dalam ayat (1} pasal ini diberitahukan oleh Instansi-instans
dan Badan-badan termaksud kepada Menterli Keuangan atau pejabs
yang untuk itu ditunjuknya. '

BAB V.

PERATURAN PERALIEAN

Pasal 13

(1) Selama Panitia Urusan Piutang Negara berdasarkan Peraturan in
belum dibentuk, maka Panitia Penyelesaian Piutang HNegar
berdasarkan keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkate
Darat No. Kpts/Peperpu/0341,/1958 dan No. Kpts/Peperpu/0242/19%
berikut Instruksi Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkate
Darat No. Instr/Peprpu/032/1958 menjalankan tugas Panitia Urusz
Piutang Negara berdasarkan Peraturan ini.

{2} Semua tindakan-tindakan tentang piutang-piutang Negara besert
akibat-akibatnya yang dilakukan oleh Panitia Penyelesaisz
Piutang Negara berdasarkan Keputusan Penguasa Perang Puse
Kepala Staf Angkatan Darat Neo. Instr/Peperpu/032/1958 tetz
berlaku, hingga diubah oleh Panitia Urusan Piutang Negara ini.

[}
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PERATURAN FENUTUP

Pasal 14

Menteri Keuangan menetapkan peraturan-peraturan yang perlu unt
melaksanakan Peraturan ini.

Pasal 15
Peraturan ini mwmulai berlaku pada tanggal 16 Desember 1360.
Agar Supaya setlap orang dapat mengetahulnya, memerintahke

Pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengs
penempatan dalam Lembaran NMegara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 14 Desember 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

S OEXKARNDO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 1960
Pd. SEKRETARIS NEGARA
ttd.

SANTOSO

TRI-ELR0/D LI (RN L

&
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UNDANG-UNDANG No. 49 Prp TAHUN 1860
TENTANG
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

UMHMUH ;

Panitia penyelesaian piutang Negara mengenai susunan, tugas
dan wewenangnya telah diatur dalam Keputusan Penguasa Perang Pus:
Kepala Staf Angkatan Darat No. Xpts/Peperpu/0241/1958 ds
selanjutnya peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan it
berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya 1957 (Lembaran Negara tahu
1957 No. 160) berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Penggant
Undang-Undang No. 23 tahun 1959 tentang keadaan Bahaya 18&
(Lembaran Negara tahun 1959 No. 139) .

Kepada Panitia tersebut diberikan tugas untuk menyelesaikz
hutang-hutang kepada Negara yang oleh berbagai kesulitan suksz
sekali ditagihnya, dengan mempergunakan kekuasaan-kekuasaan yarn
tercantum dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat yang bersangkutan
sehingga penagihan-penagihan piutang termaksud seumumnya  memuaska
hasil mana tidak akan tercapai apabila  prosedur-prosedur  yan
biasa seperti disediakan oleh H.I.R {Staatsblad 1941 No.44 pasal 19
dan seterusnya) dituruti.

Sebagaimana diketahui semua peraturan Penguasa Perang Pusa
tidak berlaku lagi, karena hukum mulai tanggal 16 Desember 1960 yan
akan datang berdasarkan pasal 61 Peraturan Pemerintah Penggant
Undang-Undang No. 23 tahun 1959 tentang keadaan bahaya (Lembara
Negara tahun 1959 No. 139%) berhubungan dengan Peraturan Pemerinta
Pengganti Undang-Undang No. 22 tahun 1960 (Lembaran Negara tahu:
1960 No. 66).

Oleh karena penagihan piutang Negara secara singkat da
effekbtif itu, terutama terhadap para penanggung hutang yang "nakal
dan dengan tindakannya terang-terangan merugikan Negara, dala:
keadaan dewasa ini masih dianggap perlu, maka dengan perubahan
perubahan yang dalam bidang hukum dapat dipertanggungjawabkan
Peraturan tentang susunan, tugas dan wewenang Panitia Penyelesdia
Plutang Negara termaksud akan diteruskan dalam bentuk Peratura
Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Berdasarkan pertimbangan bahwa Panitia ini tidak saja bertuga
untuk menyelesaikan piutang-piutang Negara, akan tetapi lebih dar
itu, wmaka meskipun Panitia ini dimaksudkan sebagail kelangsunga
hidupnya Panitia Penyelesaian Piutang Negara, dirasakan perlu untu
mengubah istilah "Penyelesaian" dengan "Pengurusan" pada Panitia in
karena istilah pengurusan mempunyai pengertian yang lebih luas dar
pada penyelesaian. ’

Supaya penagihan piutang Negara itu pada satu fihak berlak

secara rcepat dan effisien dan pada lain fihak para penanggung hutan
mendapat. jaminan-jaminan hukum, maka dengan Panitia dengan syarat
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syarat tertentu dibemnbinhderpleekasn Sapdisitasnialgganenagih piutang Nega
yang dimaksud dalam peraturan ini sesuai cara yang ditentukan dal.
"Undang-Undang penagihan Pajak dengan surat paksa” (Lembaran Nega

tahun 1959 No. 63).

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas,

Pasal 2

Panitia ini bersifat interdepartemental oleh karena mana lebi
baik anggota-anggota Panitia diangkat dengan Keputusan Menter
Pertama, walaupun Panitia ini bertanggung jawab kepada Menter
Keuangan.

Yang dimaksudkan dengan hal-hal lain dalam pasal in
ialah terutama mengenai uang jasa (Premi)} dan biaya-biaya lainny
vang diperlukan oleh Panitia didalam melakukan tugasnya.

Dimasukannya unsur-unsur tenaga militer dalam Panitia in
dimaksudkan untuk pengamanan dan kelancaran pelaksanaan Peratura:
ini dan mengingat effek- psychologisnya.

Susunan Panitia akan disesualkan dengan sifat dan keadaa
daerah, yaitu misalnya disesuaikan dengan sifat keadaan bahay:
setempat : kalau keadaan daerah tersebut berada dalam keadaa:
darurat sipil, maka Ketuanya adalah pejabat sipil dan apabila daera!
tersebut berada dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang
maka Ketuanya dijabat oleh penjabat militer.

Penjapat Pemerintah lainnya sebaiknya dimaksudkan pul.
didalamnya penjabat dari Kepolisian Negara.

; Pembentukan Cabang Panitia Urusan Piutang Negara di daeral
tingkat I dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah ada usul dar:
Panguasa Daerah setempat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Piutang Negara pada tingkat pertama pada prinsipny
diselesaikan oleh instansi-instansi dan badan-badan yan
bersangkutan.

Apabila itu tidak mungkin lagi terutama disebabkan oleh karen
ternyata penanggung hutang tidak ada kesediaan dan termasu:

LTS
Lot

b leae
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penanggung hutang yang "nakal" maka oleh instansi-instansi d
badan-badan yang bersangkutan penyelesaiannya diserahkan kepa
Panitia. : -

Dalam hal-hal tertentu, dimana dikuatirkan Negara aki
dirugikan, maka Panitia dapat bertindak tanpa menunggu penyerahs:
penyelesaian piutang Negara itu kepadanya. Hal ini akan dilakuk:
apabila misalnya piutang-piutang/kredit-kredit itu dipergunak:
tidak sesuai dengan permchonan, tujuan dan syarat-syarat tujué
pemberian kredit atau berhubung dengan adanya laporan yang tel:
diuji kebenarannya bahwa penanggung hutang-penanggung hutang yar
memang sama sekali mengabaikan kewajiban untuk melakukan pembayars
terhadap hutangnya.

Urntuk dapat mengetahui dengan jelas bahwa penanggung hutan
tersebut telah menyalah gunakan pemakaian kredit yang diterimany
itu, sudah pada tempatnya apabila Panitia ini terlebib dahul
mencari bahan-bahan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabka
sebelum menyerahkan persoalan tersebut kepada fihak Kejaksaan da
untuk keperluan ini dengan sendirinya wmemerlukan keterangan
keterangan dari pihak Bank-Bank. Namun demikian perlu  adany
pembatasan, yaitu bahwa keterangan-keterangan yang diperlukan it
hanya berhubungan dengan soal penyalahgunaan pemakaian kredit it
saja.

Dengan demikian maka hilanglah adanya pertentangan antars:
Peraturan ini dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undanc

tentang Rahasia Bank.

Pasal 5

Supaya likuidasi dari badan-badan Negara yang berhubungar
dengan sesuatu hal harus dilikuidir, dengan cepat dapat diurus dar
terutama guna mencegah berlarut-larutnya jalannya likuidasi tersebut
yang mengakibatkan pemborosan keuangan Negara, maka kepada Panitiz
ini dengan keputusan Menteri Keuangan dapat ditugaskan sebagai
likuidator dari badan-badan Negara vyang telah di likuidir itu
misalnya yayasan Perbekalan dan Persediaan ada dalam keadaar
likuidasi sampai saat ini telah berjalan lebih dari 5 (lima} tahun,
Yayasan Kopra ada dalam keadaan likuidasi sampai saat ini telah
berjalan lebih dari 3 {tiga) tahun, akan tetapi kedua-duanya
likuidasinya belum selesai.

Pasal 6

Mengingat gejarah pertumbuhan/perkembangan Panitia
Penyelesaian Piutang MNegara dan Team Penilik Harta Benda yang
ternvata pada wakbtu yang lalu mempunyai hubungan yang erat satu sama
lainnya terbukti dengan dikeluarkannya Maklumat bersama antara
Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat dan Jaksa Agung No.
Mkl/Peperpu/05/1958 tanggal 31 Juli 1958, maka sudah sewajarnyalab
apabila antara Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24
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tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara ini dengan Tind:

Pidana Korupsi dijalin kembali hubungannya yang erat. Oleh Kkare:

itu apabila Panitia ini berpendapat bahwa telah ada penyalahguna: -
pemakaian kredit oleh fihak penanggung-hutang, ia dapat mint

bantuan Jaksa guna wmelakukan penilikan harta benda penaggung-hutar

tergsebut dan selanjutnya mengambil tindakan sesuai dengan wewenar

yang terdapat dalam Peraturan Pemerintal Pengganti Undang-Undang N¢

24 Tahun 1960 itu.

Pasal 7

Berhubung Panitia itu bertugas dalam bidang Keuangan Negar:z
maka dengan sendirinya ada hubungan penanggung jawab mengena
pengurusan Keuangan Negara sesual ketentuan-ketentuan yang tercantu
dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara, dan oleh karena it
lapeoran ini perlu disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal B
Dengan piutang Negara dimaksudkan hutang yang

a. langsung terhutang kepada Negara dan oleh karena itu haru
dibayar kepada Pemerintah Pugat atau Pemerintah Daerah;

b. bterhutang kepada badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalny.
sebagian atau seluruhnya milik Negara, wmisalnya Bank-Bank Negara
PT-PT Negara, Perusahaan-perusahaan Negara, Yayasan Perbekala:
dan Persediaan, Yayasan Urusan Bahan Makanan dan sebagainya
Hutang pajak tetap werupakan piutang Negara, akan tetap.
diselesaikan tersendiri dengan Undang-Undang Penagihan Pajal
Negara dengan Surat Paksa.

Pasal 9
Culup jelas.

Pasal 10 11

Cara menyelesaikan piutang-piutang Negara dalam Peraturan in
adalah berupa mengadakan Sesuakbu pernyataan bersama antara Ketu
Panitia dan Penanggung Hutaug yang memuat kata sepakat antara merek.
tentang Jjumlah hultang vyang masih harus dibayar dan memuat pul:
kewajiban penanggung hutang untuk melunasi hutangnya.

Kepada surat pernyataan diberi kekuatan pelaksanaan sepert
suatn putusan Hakim dalam perkara perdata dan pelaksapmaanny
dijalankan dengan pengeluaran surat paksa seperti dalam hal memungu
pajak. Oleh karena itu surat pernyataan bersama itu adalah merupaka
surat pernyataan pengukuban hutang yang mempunyai kekuyata
pembuktian yang sempurna  {volledig bewijs) dan kekuatan wmemaks
(dwingend bewijs) .

10
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ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Dengan adanya syarat kata aepakat antara Ketua Panitia d
Penanggung Hubang maka peraturan ini tidak menyalahi hakekat bah
gegala sengketa perdakta harus diputuskan oleh Pengadilan.

Pemakaian sistim 'surat paksa seperti dalam hal pajak dap:
dipertanggung-jawabkan oleh karena kinipun Negaralah yang merupaks
pihak berpiutang.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Untuk menghindarkan adanya kekosongan (vacuum) dala
pengurusan piutang Negara yang sudah dan sedang berjalan, mak
Panitia Penyelenggaraan Piutang MNegara lama berdasarkan Keputusa
Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts/Peperpu
0241/1958 dan Instruksi Penguasa Perang Kepala Staf Angkatan Dara
No. Instr/Peperpu/032/1858 menjalankan tugas Panitia Urugan Piuta:
Negara berdasarkan Peraturan ini.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.
TAMBAHA LEMBEARAN NEGARA No.2104
{LEMBARAN NEGARA No.156 tahun 1960)
Diketahui
Pejabat Sekretarig Negara

SANTOCS0

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.4%
tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.156 Tambahan Lembaran
Negara No.2104) dibaca keseluruhannya sebagai berikut:

1. Yang diwmaksud dalam Undang-Undang ini dengan:
a. penanggung hutang kepada MNegara, ialah seorang atau badan

dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganta
Undang-Undang tentang Panitia Urusan Piutang Negara;

11
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b, pelaksana, ADhNaRerppstakadrcliniversiiascpirlapggbalhh mengeluarkan sure
paksa;

c. Juru gita, ialah petugas yang ditunjuk oleh atau atas kua
Menteri Keuangan untuk melaksanakan surat paksa;

d. Pengadilan Negeri, ialah Pengadilan Negeri yang daer
hukumnya meliputi tempat dimana dilakukan pelaksana
surak -palksa.

3.{1}) Surat Paksa berkepala kata-kata "atas Nama Keadilan" ser
memuat nama penanggung-hutang kepada Negara, keterangan cuk
tentang alasan-alasan yvang menjadi dasar penagihan, serta pu.
perintah membayar.

{2) Surat Paksa mempunyal kekuatan yang Sama seperti grosse da:
putusan hakim dalam perkara perdata, vang tidak dapat dimint
banding lagi pada hakim atasan.

5. Surat Paksa dilaksanakan sesvai dengan Xketentuan-ketentu:
dalam pasal-pasal berikut.

&. {1} Surat Paksa diberitahukan oleh juru-sita dengan perfyataan d:
penyerahan salinan surat-paksa: tersebut kepada penanggur
hutang kepada Negara pribadi, di Lempat tinggalnya atsz
dikantornya.

(2) Penyimpangan dari ketentuan dalam ayat {1) maka pemberitahua
surat paksa:

a. terhadap badan hukum umum dilakukan kepada Ketua atau sala
seorang anggota pengurus {Direksi} pribadi atau kepad
Ketua, atau salah seorang dari Dewan Pengawas (Komisaris
pribadi, ditempat tinggalnya atau ditempat Pengurus ata
Dewart Pengawas (Komisaris} tersebut bersidang ata
berkantor;

b. terhadap badan lain dilakukan kepada salah seorang anggot
pengurus pribadi atau ditempat tinggalnya atau setela
pembubaran, kepada salah seorang dari pada yang membubar
bereskan pribadi atau ditempat tinggalnya, atau di tempa
kedudukan atau kantor Badan tersebut;

c. terhadap persercan firma atau persercan komandite
dilakukan kepada salah seorang pesero pengurug, ata
getelah pembubaran, kepada salah seorang dari pada van
membubarbereskan pribadi atau di tempat tinggalnya, atau d
kantor persercan tersebut.

d. terhadap seorang yang meninggal dunia, hanya dalam wakt
enam bulan setelah ia wmeninggal, dilakukan kepada sala
seorang daripada ahliwarisnva pribadi atau di tempa
tinggalnya, kepada pelaksana surat wasiatc pribadi ata
ditempat tinggalnya atau kepada pelaku kuasa pribadi ata
difempat tinggalnya.

12
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Tesis

(3)

ey

{5}

{1}

(23

(3)

Setelah lampAbkN eRemuostdsaabimiverdsitasiAirangget nggalnya, maka sura
paksa mengenai hutang kepada Negara yang meninggal i
harus dibuat atas nama para ahliwaris, tiap ora

tersendiri pro rata parte sebagai penanggung-hutang kepa -

Megara.

Jika juru-sita tidak menjumpali seorang ditempat Linggaln
atau ditemwpat sidang, tempat kedudukan atau kantor seper
dimaksud dalam ayat-ayat 1 dan 2 maka ia dengan ‘sege:
datang pada Kepala Daerah Kabupaten atau kepala Daer:
Kotapraja atau pegawai yang ditunjuk oleh pejabat-pejab:
tersebut. Pejabat inl menberl tandatangan dengan cuma-cur
pada surat paksa tersebut, dan sgalinannya sebagai tanc
diketahuinya dengan menyebutkan tanggal dan menyampaik:
salinannya kepada penanggung-hutang kepada Negara ate
seorang yang menggantinya untuk itu menurut ayabt {2) ju:
sita tersebut mencatat apa yang dilakukannya pada surat
paksa serta pada salinan vanyg ditinggalkannya.

Untuk melakukan ayat-ayat yang baru lalu, maka yar

"dimaksud dengan tempat tinggal wmengenai orang-orang yar

tidak mempunyai tempat tinggal di Indonesia yang dikensa
ialah tempat kediamannya sesungguhnya.

Pemberitahuan surat-paksa terhadap orang yang di Indonesi
tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal dan tidak pul
mempunyal tempat kediaman yang dikenal, serta pula surat
paksa terhadap badan atau perseroan yang masih ada ata
yang telah dibubarkan, yang sepanjang pengetahuan tida
wempunyai kantor dan pengurus, peseroc pengurus atau yan
membubarbereskan dengan tempat tinggal atau tempat kediama
di Indonesia vyang dikenal, dilakukan dengan menempelka
suatu salinan surat paksa tersebut pada utama Kante
Panitia Urusan Piutang Negara dari tempat dimana surat
paksa dikeluarkan. Selain daripada itu surat paksa tersebu
dapat dimuat dalam Berita Negara serta pula dalam sala
satu harian vang terbicdi tempat tersebut di atas dan jik
di tempat tersebut di atas tidak diterbitkan harian dala
salah satu harian yang berdekatan. '

Jika pelaksanaan surat-paksa harus dilakukan seluruhny
atau sebagian diluar wilayah jabata pelaksana, maka i
minta dengan tertulis perantaraan teman sejawatnya yarn
didalam wilayahnya pelaksanaan tersebut harus dilakukan.

Pejabat vyang diminta perantaraannya memberitahuka
tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam waktu dua kal
duapuluh empat jam kepada pelaksana tersebut, dan kKemudi¢
hasil selanjutnya.

Sanggahan terhadap pelaksanaan juga dari fihak ke rtic
berdasarkan hak milik atas barang-barang yang disit
menurut pengakuannya diajukan kepada dan diadili ole
Pengadilan Negeri.
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Tesis

9.

(4) Hakim PengadpunsipeMagadin Ouslms Maalygdcan dengan tertulis ba
perselisihan yang terjadi maupun putusan tentang hal it
kepada pelaksana dalam waktu dua kali dua puluh.empat jam

Pelaksanaan surat paksa tidak dilanjutkan sebelum waktu &
puluh empat jam berlalu setelah surat-paksa diberitahukan ole
juru-sita menurut pasal 6.

(1) Jika setelah lewat waktu yang dimaksud pada pasal 8 hutar
kepada Negara tidak dilumasi, maka pelaksana mengeluark:
perintah tertulis untuk menyita sejumlah barang gerak, dsz
jika tidak ada atau ternyata tidak cukup barang demikian it
sejumlah barang tak gerak kepunyaan penanggung hutang kepad
Negara yang dipandang mencukupi akan pengganti jumlah hutap
kepada Negara menurut surat paksa serta biaya pelaksanaannya.

(2) Penyitaan dilakukan oleh juru-sita dibantu oleh dua oran
saksi, penduduk Indonesia yang telah mencapai usia duapulu
satu tahun dan oleh juru sita dikenal sebagai orang yang bole.
dipercaya.

(3} juru-sita membuat Dberita acara Ltentang apa yang tela.
dilakukannya dan memberitahukan maksud tindakannya kepada yam
disita. Selembar daril salinan berita-acra ditempelkan ditempa
umum atau di tempat-tempat dimana barang-barang gerak dan tal
gerak kepunyaan penanggung hutang kepada Negara. Penempelar
salinan atau salinan berita-acara tersebut berlaku sebagai
pemberitahuan maksud tindakan juru-sita kepada penanggunc
hutang kepada Negara;

Saksi-saksi yang namanya, pekerjaannya dan tempat tinggalnye
disebutkan dalam berita acara termaksud ikut serte
menandatangani berita acara serta salinan-salinannya.

(4) Penyitaan barang gerak kepunyaan penanggung hutang kepads
Negara termasuk uang tunai dan surat-surat Berharga, meliput?
juga barang-barang gerak yang berwujud yang berada ditangar
orang lain kecuali:

a. tempat tidur beserta perlengkapannya dari penanggung hutanc
kepada Negara dan anak-anaknya, dewmikian pula pakaian-
pakalan mereka; '

b. perlengkapan penanggung hutang kepada Negara yang bersifat
dinas pada Angkatan Perang wenurut dians dan pangkatnya;

c. alat-alat pertukangan yang fermasuk usaha penanggung-hutanc
kepada MNegara;

d. persediaan makanan dan minuman untuk satu bulan yang berade
dirumah;

e. buku-buku vyang Dbertalian dengan jabatan/pekerjaar
penanggung hutang kepada WNegara gsampai seharga dua ribu
rupiah atas pillihannya, demikian pula perkakas-perkakas dar
alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, maupun untuk
kebudayaan dan keilmuan sampali jumlah yang sama. .

14
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f. ternak yangpemebitafsardniveridig@aGhgakan untuk menjalank
perusahaan penanggung-hutang kepada Negara.

{5) Juru-sita menyerahkan barang gerak tersebut atau sebagian da:
itu kepada vyang disita untuk dititipkan Kkepadanya, at:
menurut keadaan memindahkan barang tersebut atau sebagian da:
itu ke tempat titipan yang baik. Dalam hal pertar
diberitahukannya kepada Polisi yang harus menjaga supa
jangan ada barang yang diambil orang. Bangunan-bangunan tid:
boleh dipindahkan.

10 {1} Pada penyitaan barang tak gerak berita-acara diumumkan deng:
mengingat apakah barang tersebut telah atau tidak dimasukke
dalam daftar berdasarkan "Ordonantie Op de Overshrijving va
de eigendom van vaste goederen en het in schrijvwn hypotike
op dezelve in Indenesia", dengan menjalin berita-berit
tersebut dalam daftar yang dimaksud pada pasal 50 "bepalinge
omtrent de invoering van de overgang tot de niewewetgeving!
Statblad 1848 No. 10 }, 4dtau dalam daftar yang disediaka
untuk itu di kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam kedua hs
dengan menyebutkan jam, hari, bulan dan tahun dalam waktu man
diminta pengumuman tersebut, sedangkan berturut-turut pegawa
pendaftaran atau panitera pengadilan wenyebutkan <jam, hari
bulan dan tahun tersebut pada berita acara asli yan
diperlihatkan kepadanya.

(2) Selain daripada itu juru-sita minta kepada Pemerintah Daera.
Swatantra bersangkutan untuk mengumumkan seluas-luasny
penyitaan itu menurut cara-cara yang lazim di tempat itu.

{3} Penanggung hutang Kepada Negara tidak bcleh memindahkan ha
memberatkan atau menyewakan barang tak gerak yang disita mula
dari hari pengumuman berita acara btersebut.

{4) Perjanjian yang diadakan bertentangan dengan larangan in:
tidak dapat dipergunakan terhadap pelaksana.

11(1) Pelaksana menentukan, apakah penjualan barang yang disit
dilakukan dengan perantaraan suatu Kantor Lelang ata:
tergantung dari keadaan dilakukan c¢leh juru-sita atao ole:
seorang lain yang cakap dan boleh dipercaya yang untuk it
ditunjuk oleh pelaksana vang bertempat tinggal di tempa
dimana harus dilakukan penjualan tersebut atau di sekitarnya.

{2) Terapi jika penjualan seperti dimaksud dalam ayat {1} haru
dilakukan untuk melaksanakan surat-paksa untuk membayar suat
jumlah uvang yang tidak melebihi seribu rupiah, atau jik
sekiranya barang yang sita tidak akan menghasilkan lebih dar
seribu  rupiah, maka penjualan tersebut tidak bole
dilaksanakan dengan perantaraan kantor lelang.

{3) Kantor-Lelang Juru-sita atau orang yang diserahi penjuala
melaporkan dengan tertulls tentang hal penjuaian tersebu
kepada prlaksana.
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(1) Penanggung huABLNgG Péiista@dan Uingistasninkmggaialk untuk menentuk
urutan menurut mana barang yang disita akan dijual.

(5) Jika hasil penjualan barang ltelah mencapal jumlah ya
penagihannya sedang dilaksanakan ditambah dengan bia
pelaksanaannya, maka penjualan tersebut dihentikan dan si
barang dikembalikan dengan segera kepada penanggung-huta:
kepada Megara.

{6} Pernjualan barang gerak dilakukan setelah diumumkan pa-
waktunya menurut kebiasaan setempat, penjualan terseb:
tidak boleh dilakukan sebelum hari ke 8 sesudah bara:
tersebut disita.

{7) Jika serentak dengan barang gerak disita barang tak ger:
dan barang gerak itu tidak akan lekas rusak, wmal
penjualannya akan dilakukan serentak,” dengan menginge
urutan, tetapi dalam hal ini hanya setelah dua kal
pengumuman berturut-turut dan berselang lima belas hari.

{8} Jika hanya barang tak gerak yang disita, maka cara-cara yat
disebubl dalam ayat 7 dipergunakan untuk penjualan.

(%) Penjualan barang tak gerak yang wmelebihi nilai uang tigarit
rupiah akan diumumkan satu kali, selambat-lambatnya empe
belas hari sebelum hari penjualan, dalam harian di tempa
penjualan dan dimana tidak ada harian demikian, dalam haria
di tempat yang berdekatan.

{10) Hak orang yang disita atas barang tak gerak yang dijual
berpindah ketangan pembeli yang tawarannya diterima, seger
setelah ia memenuhi syarat-syarat pembelian kepadanya aka
diberikan suralb keterangan tentang wemenuhl syarat-syara
tersebut oleh Kantor atau orang yang ditugaskan penjuala
tersebut .

(11} Jika orang yang disita menclak untuk meninggalkan barang ta
gerak tersebut, maka hakim Pengadilan Negeri mengeluarka
perintah tertulis kepada seorang yang berhak melaksanaka
surat juru-sita untuk berusaha supaya barang tersebu
ditinggalkan dan dikosengkan oleh vyang disita denga
sekeluarganya serta barang miliknya, dengan bantuano paniter
Pengadilan Negeri atau pegawali lain yang ditunjuk ole
Hakim, jika perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara,

12 (1) Atas barang yang disita terlebih dahulu untuk orang lai’
yang berpiutang tidak dapat dilakukan penyitaan. Jika juru
sita mendapatkan barang demikian, la dapat wemberi salina
surat. paksa sebelum tanggal penjualan barang tersebut kepaZ
hakim Pengadilan Negeri yang selanjutnya menentukan, bahe
penyitaan vyang telah dilakukan atas barang itu akan jus
diperggunakan sebagal jaminan untuk pembayaran hutar
manurit surat-paksa.

Tesis Eksekusi Obyek Hak ... Marhaeto Judia Pratidina

SERF A1 T



{2) Apabila setedmN - pddvb@taiUniersi@EAahdga an . tetapi sebely
dilakukan penjualan barang yang disita, diajukan permintac
untuk melaksanakan suatu putusan hakim yang dijatuhka
terhadap penanggung hutanag kepada Negara, wmaka penyitaa
yang telah dilakukan itu dipergunakan juga  sebagai jamina
untuk pembaydran hutang menurut putusan hakim itu, dan haki
Pengadilan WYegeri jika perlu memberi perintah untu
melanjutkan penyitaan atas sekian banyak barang yang belu
disita Cterlebilh dahulu sehingga akan dapat mencukupi untu
membayar jumlah uang menurut putusan-putusan itu dan biay
penyitaan lanjutan itu,

{3) Dalam hal vyang dimaksud ayat-ayat (1} dan (2) haki
Pengadilan Negeri wmenentukan cara pembagian hasil penjuala:
antara pelaksana dan orang vyang, berpiutang setela:
mengadakan pemeriksaan atau welakukan panggilan selayakny:
terhadap penanggung hutang kepada Negara, pelaksana da:
orang yang berpiutang.

{1} Pelaksana dan orang yang berpiutang yang telah wmenghada
atas panggilan termaksud dalam ayat (3) dapat minta banding
pada Pengadilan Tinggi atas penentuan Pembagian tersebut.

(5) Segera setelah putusan tentang pembagian tersebut mendapat
kekuatan pasti, maka kakim Pengadilan Negeri mengirimkar
suatu daftar pembagian kepada juru lelang atau orang yanc
ditugaskan melakukan penjualan umum untuk dipergunakar
sebagaili dasar pembagian uang penjualan.

13. (1} Sanggahan penanggung hutang kKepada Negara terhadag
pelaksanaan, baik dalam hal penyiltaan barang gerak maupur
penyitaan barang tak gerak, harug diajukan olehnya baik
secara tertulis waupun dengan lisan, kepada hakim Pengadilar
Negeri vyang akan menyuruh mencatatnya jika sanggahar
tersebut dilakukan dengan lisan.

(2) Perkara texsebut kemudian diajukan dalam sidang Pengadilar
Negeri pada havi sidang yang terdekat untuk diputus setelak
diadakan pemeriksaan atau dilakukan panggdgilan selayaknya
terhadap fihak-fihak yang bersangkutan.

{4} Sanggahan tidak dapat dijauvkan terhadap sgahnya ata.
kKehenaran piutang Negara.

14. (1) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 13 berlaku juga dalam hal
seorang fihak ketiga menyanggah pelaksanaan berdasarkar
pengakuan hak miliknya atas barang yvang disita itu.

(2} Terbadap putusan yang dijatuhkan menurut pasal ini dan pasa:
13 berlaku peraturan umum mengenai bandingan.

15. (1) Apabila tidak ada atau tidalk cukup barang untuk menangqung
tuntutan jumlah uvang yang terhitung menurutbt surat-pakse
serta biaya tambahan, pelaksanaan atau Cteman sejawat
dimaksud dalam pasal 7 dapat mengeluarkan perintah tertulis
untuk menyanderakan penanggung hutang kepada Negara tetap:

179
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16.

17.

18.

Tesis

setelah didapABNFapusideaninversigsilamengawas /Kepala Kejaksa
Dacrah Tingkat I dalam wilayah siapa terletak/tempat tlngg
penanggung hutang-kepada Negara.

{2) Dalam perintah tersebut dlsebutkan izin yang diperoleh ser
lama waktu penanggung hutang kepada Negara akan disanderak:
mengingalt ketentuan dalam pasal yang berikut.

Penyaderaan dapat diperintahkan untuk waktu selama-lamanya en:
bulan, jika uang yang terhutang menurut surat paksa berjuml:
lima ribu rupiah atau kurang; selama lamanya satu tahun, ji}
uang berjumlah lebih dari lima ribu rupiah.

(1) Perintah untuk wmenyanderakan diberitahukan oleh juru-sit
kepada penanggung hutang kepada Negara sesuai dengan ag
yang ditentukan pada pasal 6 dan 7.

(2) Lanjutan pelaksanaan perintah itu tidak dilakukan sepelu
lampau dua minggu setelah pemberitahuan perintah diterim
oleh penangqung-hutang kepada Negara. Pengawas/Kepal
Kejaksaan Daerah Tingkat I, dalam wilayah siapa terleta
tempat tinggal atau tempat kediaman sesungguhnya dar
penanggung hutang kepada Negara, berwenarg untu
memerintahkan pelaksanaan seégeradengan putusan yan
beralasan, jiga ia memandang perlu untuk kepentingan umum
tetapi tidak dalam dua puluh empat jam setelah sura
perintah diberitahukan. ‘

(3) Penanggung hutang kepada Negara tidak boleh disanderakan

ditempat ibadah selama ibadah itu dilakukan;
ditempat sidang resmi selama sidang itu diadakan;

di bursa selama waktu bursa;

ditempat pemilihan umum selama waktu pemilihan umum;

DL N

(1} Penyanderaan dilaksanakan oleh juru-sita, dibantu oleh du
orang saksi penduduk Indonesia yang telah mencapal usia du
pulub satu tahun dan oleh juru sita dikenal sebagal oran

vang boleh dipercaya.

(2) Penanggung-hutang kepada Negara yang tildak mengajuka
sanggahan menurut cara vyang ditentukan pada pasal 20 ata
sanggahannya ditolak segera dimasukkan oleh juru sita Xk
dalam penjara yang telah ditentukan untuk penyanderaan d
tempat penahanan itu, dan jika di tempat itu btidak texdapa
penjara yang sedemikian ke dalam penjara yang sedemikia
disuatu tempat yang berdekatan.

f3) Jika terjadi perlawanan, wmwaka Jjuru sita dapat mint

pertolongan Polisi setsmpat.

{(4) Juru sita wmembuat berita acara dari apa yang tela
dilakukannya. Saksi-saksi yang namanva, pekerjaan dan tempa

Linggalnya disebut dalam berita acara itu, ikut menandangan
berita acara tersebut serta salinan salinannyaz.

18
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20,

21.

22

Tesis

Diaya keperluan "RiGfFPEEIASER AlA9%y xepada Negara dale
penjara ditanggung oleh pelaksana.

(1) Penanggung-hutang kepada-Negara dapat mengajukan sanggaha
terhadap perintah penyanderaan karena dianggap tidak sah
Sanggahan ini diberitahukannya secara tertulis kepada hakir
Pengadilan Negeri.

(2) Jika penanggung-hutang kepada Negara tidak dapat menulis, i:
akan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatannya kepad:
hakim Pengadilan Negeri yang akan menyatakan atau menyurut
mencatatkan hal ini,

(3) Perkara tersebut diajukan oleh hakim Pengadilan Negeri dalan
sidang, pada hari sidang yvang terdekat dan kemudian diberi
putusan menurut kebijaksanaan, jika perlu setelah mendengaar
penanggung hutang kepada Negara dan pelaksana.

(4} Ketentuan-ketentuan dalam pasal 13 ayat (4) dan pasal 14
ayat {2) berlaku pula dalam hal ini.

(5) Penanggung-hutang kepada Negara yang tidak mengajukan
sanggahan menurut ketentuan disebut pada ayat (1), tidak
kehilangan haknya untuk meminta pembatalan penyanderaan yang

telah dilaksanakan.
Fermintaan ini diajukan secara tertulis kepada hakim

Pengadilan Negeri dengan perantaraan kepala penjara.

(1) Penanggung-hutang kepada Negara yang disanderakan dengan
sah, dilepaskan dengan mutlak

1. apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam perintah
penyanderaan itu telah lampau;

2. atas perintah Pengawas/Kepala Kejaksaan Daerah Tingkat I,
jika pejabat tersebut setelah mempertimbangkan lebih
lanjut, mendapatkan alasan untuk mencabut izin

penyvanderaan itu;
3. Dengan persetujuan pelaksanaan;

4. karena dibayarnya jumlah hutang menurut surat paksa serta
biaya pelaksanaan, termasuk yang dimaksud pada pasal 19.

(2) Dalam hal-hal dimaksud pada sub. 2,3 dan 4 pelaksana
memberitahukan dengan segera kepada Kepala Penjara alasan
melepaskannya.

(1) Penanggung-hutang kepada Negara yang dibatalkan
penyanderaannya setelah dilakukan sanggahan, hanya dapat
disanderakan lagi untuk hutang kepada Negara itu juga,
setelah lampau sedikit-dikitnya delapan hari sesudah ia
dilepaskan.

(2} Wakrtu penyanderaan yang telah dijalankan akan dikurangkan
dari waktu yang diizinkan untuk penyanderaan itu.
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{3} Penanggung-hutang kepada Negara yang mnelarikan diri da:
penyanderaan dapat segera disanderakan lagi atas perint:
yang dahulu telah dikeluarkan terhadapnya, -dengan tide
mengurangi penggantian kerugian dan biaya yang timbul karer

pelarian iltu.

23, Walaupun telah dilakukan penyanderaan, harta benda penanggur
hutang kepada Negara tetap jadi tanggungan jumlah hutang menury
surat paksa serta biaya pelakganaannya.

RIL-1XM 9 /0 asdang -umdang /1
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UNDANG-UNDANGC REPUBLIK INDONESIA

NOWMOR 4 TAHUN 1998
TENTANG

HAKTANGGUNGAN ATAS TAMNAH BESERTA
BENTIA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

b

I

Presiden Republik [ndonesia,

bahwa dengan bertambah meningkatnya pembangunan nasional
vang beritk berat pada bidang ekonomy, disurthgon penvediaan
dara vang cukup vesar, sehingga memerlukan lembaga hak
jamman yang kuat dan mampu membent Lepastan husurm bag:
sihak-nihak vang berkepentingan, yang dapal mendurong
peningkatan partisipast masyarakat dalam pembangunan unrek
mewujudkin masyarakat vang sefahiera, adi., dan ma<mer
herdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945:
bahwa seiak berlakunya Undang-undang Nomar 3 Tahun 19680
tentang Peraturan Dasar Pokok-[okok Agraria sampat dengan
saat 1ny, kerentuan-ketentuan vang lengkap mengenar Hak
Tanggungan sebagai lembaga hak jamican yang dapat
dipgbankan aras tanan berikut atau tidak berrsut berda-bends
¥ang bersaitan dengan tanan, belum terbentuk:

bahwa ketentuan mengenai Hypotheek sebagumana diarardaam
Buku 11 Kirab Undang-undang Hukuem Perdata [ndonesia
sepaniang mengenal fanah, dan keteptuam mengenat
Credietverband dalam Staatsblad 1908-342 sehagaimana teiah
diubah cengan Staatsblad 1957-190, vang berdasarkar Pasal 57
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1960 tentang Perararan Dasar
Pokox-Fokok Agraria, masih diberlakukan sementara sampai
derganterbantuknya Undang undang tentang Hak Turgzungas,
dipandang nidak sesuai bagi dengan kebuiuban kegiatan
perkreditan, sehubungan dengan perkembangan rata ekonom
Indonesia,

bahwa mengingat perkembangan yang telah dan akan tenadi di
bidang pengaturan dan administrasi hak-hak 2tas tarah serta
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak, setain Hak
Mitik, Hak Guna Usaha, dan Hak Cuna Bangurar varg teiah
ditunjuk sebagai obvek Hak Tanggungan o.ek Undang-urdang
Namor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Mokok
Agrarta, Hal Pakai atas tanah tertentu vang wajib didaftar dan
menurut sifatnya dapat dipindantangankan, perlu juga
dimungkinkan untuk dibebant Hak Tanggungan;
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e, bahwa berhutung dengan hal- BTN BetbtidtResh GRS itas Airlangge pembebanza hax 1tas tar
undang-undang yang mengatur Hax Tanggungan Iatas tanak Tanga ar
besarta berda-benda yang berkaitan dengan tanah, sebaguman, :
dunaksud “afam Undanyg nndang Nomaor 5 Tahun 1960 tentang
Perniucan Dasar Pokok-Fokok Agrana, sekaligus mewsjudkan

At dan akta peribenan kaasa membebackar Hax
. HPEAN Menarut peraturan perundang endangan vars Secliku:
: X i : = A Syt -
Axta PermBarian HMak Tanggzurgan ad
Tanroures FT P

anggungan kepada kreditor terronry $2DdgaL umunan untuk pelonasan
protangnva; .

ifrkasi Hukem Tanah Naswnal. B C iy P ] L ]
wre s L 3. Kantor Pertanabae agalan unis kera Ba

alah akta PPAT yaog benist cemberian Hak

- D F - i b
o t . an Jertananan Nasunalb i wiiavah
saOuDaten acy oW lidvar 1 ir 1

paten, kotamadva, atiu wilavah adinusratii 'ain vacy ieangiet, vans
. N . I P ) S :
melakubhan cendarmaran hax atas J

tanab dan pemeiiharsan dattar um
) E B darda z armuarm
rcendaitaran tanzh,

Fasal 5 avat 1), Pasal 20 ayat {1}, Jar Pasal 33 Undang- Undarg
Dasar 1945,

Undang-undang Nomor > Tanun %60 tentang Peraturan Dasar’
Fokok-Pokok Agrasia{Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104,
Tambanan _embaran Negara Nomor 2043);

Mengingat @ 1

|+

Fasal 2

11 Hak Tanggungan MemgLnval sifat ¢
. dipenanjixan dalam Akta P-
Dengan persetijuan pada ayar 2y

_— L
idar Japat dimagi-bag:, kecuali ks
‘mzeclar Hak Tanggungan sebagaimana dimaks.d

>

el L .
: _‘.pab.!]a Hak Targgunear dibebankan pada beberapa helt atas ranah, daoat
diperaniik alie Al ambers T ) DO
pedaniikar, dalom Akta Pemberizn Hak lanzzungan +

. CANE Dersangsatan
Eahwa pelunasan utang vape Jdamn dapar dilakukac ¢ : = '
g varg di <2pat dilakukar dergan cara angsurar,

vang beszimya sama dergar cilai SARng-masing hak

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDOMESIA

MEMUTUSKAN:

vang atas @arah vang mereoakap
Daglan dariobvek Hak T 1 . - s B y .
glan dariobvek Huk Tangzungan, vang sxandibebuskan dan Hak Tangg

o,

. i Menetapkan 1 UNDANG-UNDANG TENTANG HAK TANGGLNU_AN A:J —\) fersebut, sentnzgs homutig 1ok Tomesn t anggungan
i TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN Hak Tdnﬂgur.pl-;il it mﬂn'a‘ﬁ ) :”_Igr,l-m:,an 1tu anya me‘m,ebam Sisa Obyek
i TANAF. TR H8 MEM3TUn 533 wtang yang betum dilunas.
3 BAB L Masal 3
! KETENTUAN UMEM e '
| R et e s s st s
Fosal 1 vang zada saar ¢ -:xrr‘:.'“ 2nan ‘s-khjt--k' :.h?g‘jhjhm ah Jvr‘e.r.lm At 1 umian
;liregtﬁkaw beuhiark.w; "erk'm- :L- 451 Fak Tunggurgan dizjckan dazat
) b : - = = - ar b SFary I3 - . aiL _
£ Daiam Undang-undang inl yang dimaksud dengan; . menimbulkan Fuburgan o l-g-’J;;L:ai:; f:[i E;.;:fnj:u_:m:er,ar.]..m lair vany
4 1 Hak Tangzungan atas tanah teserta benda-berdz vang Derkaitan dengarT @weaL i Hax Tanggungar dapar diberikan untuk ssatu .Jm:., ya‘n::, barasal dir sar
; vang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, ada:ak hak jaminan yang dLbe_oankar—\ huburgae hukum atau ansuk satg utang stau leoih \«'a:l"'.g" beprjusa‘l ;a‘n bjn;”'s:r‘)a [.:
. pada hak atas tanah sebagaimana dirmaksua dalam Llndangrunfj;mg L\inm.or‘: fubungan hukum. yang setap
= Tahun 1980 tentang Peraturan Dasar Posox-2okok Agrapa, berikul atau t1da:r.
berikutbenda-benda lain yang merugakan satu <esatuan dengan tanah tu, urrus

selunasan utang tertenty, yang memberikar kedudukan yang diutamakan

kenada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain: . BAB I

3. Krecitor adalah pihak vang serpatang dalam suatu bubungan utang-piutany OBYEK HAK TANGGUNGAN
tertentu; .

3. Deb:tor adalah pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang-piuta0g Pasal 4
tertentu; :

i Pajabat Pembuat Akia Tanah, vang selenjutnya dissbut PPAT, adalah peabali  tak 3135 tanah yang iapat dibebani Hak Tanggungan adalah:

wmum vang diben wewerang untk membuat akta pemindahan hak atas arah, 5 Hak Milik;
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PENJELASAN
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
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HAKTANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA
BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH
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Tapap Hawn Millk vang s . A KRG
. : fnan oeshadaran doan Yeperiuan such lurnya, waliuzun SiGanar
L EE AR LSt U L= P N <ol . : e : :
s : ak dapat dipiZananganean,

Laterd ~enusut sifar Jan Bpuannyd
Zspat dibebari Hax Ta LTgan.

N H R . - e . ‘:‘"
- el A= AN it R PhENT R IR RN PR Pl
anvarg s daam o neary undanyg in po

Marrun Kenvailanay,

I{axTanz
Sias T, sam vare diberankan nada hak at
SR o ""L‘ . manronan, tanamarne, don sl kang,
vall rerdazar berda-benda bernoa 2anrunan, tanaman, ©

allrerdagzar benda : s

wor
bl

RN

el faTa ke=araar dengan bapas i
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diselut ZPAT, vang didatu'i dengan pananjian dUnT-pustang vans
duamir;

b tatap zerdalacannya oleh Kantor Pertanshan, VADD MWTUDARAD <aut
lahirnva Hax Vangeungan varg disebankan

\

SENEOE Seratiran perundang-und snear wang seraku, PPAT adalan peabat

thta permindahan hak atas tanah Jdan akra
Nak 2 tanah, yang bentuk dxtanya
kanpvz o

AL vany berwenany memeoat
fain dalam ranekas pembebanarn
ditetapian, seh

gacbukn dilax
sdajamm dme
whagai varg diseburkan &
TeTUCakAn 2kia gentix.

ILALIN UKL ferten e mengens:

fanan yana ter, Dxeranva masing-masiog. Dalim Sedudfan

5. Maad axia akta vang dihuat olen PPAT

Fengeriar perbuatan hukoe cemzebanan hak atas tanah Ying cembug

A
sktenva merupakan keweranzar PPAT, molipun pambuatanakia pemEstanien
Haxfiuna Bangunanatas tassn Hak Mk sebapaimana dimaksad dalam Fasa;
37 Undang-Undang Mukos Agrara dan pemboaaran akis dalar rangks
pemoebanzn Hak Tergzurear vang datur da.am Lindang-undang

Lalam memberikan Hak Ta wnzan, pemiberi Hak Tanggungan wapb hadir
A nadazan PPAT, fike karena sesuity semsh nGakdapat hadir sendid, 12 waib
meruuk phak lan sebagai Kussanya, Zengan Surat Keasa Membebankan
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Padz tahap pembernan Hak T.a:‘.g;;u.".\;:n aleh pembart Hax Tangrungan
S

pada kradior, Hak Tang Wgan vang bersangkatan belum laker, Hak
Tanggungar it baey babir Pada saat dibukusannva dalam buku-tanak ds
Xantor Parranahan. Oleh karena ity kezasitan men
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:n Hak Tangzupgan.

Lntuk m
mbas h
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:rhndursan kepada
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:
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Selain dikenzkar sanksi ad minestrasit sersebut atds, apabua mepen
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1 ubvek Hak Tanggung )
b, pember: Jdan

gan;

megang Hok Tanggungan;
£ala Cara pembertar,
Targgungan;

4]

cendatiaran, peraliban, dan hagusnva

4. eksekusi Hak T_mggungan;
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a. pencoreten Hak Tanggungan;
£ sanksi administratif;

jelasan Ume ; e ;an Pasal der
dan dilengkapt pula dergan Perjelasan Umum serta . enjelas. al dermy

Pazal.
Hetentuan peleksanazn lesih |
fak U A1 erZapat dalarm berbagal Derabaran perunqan;;,-undangm
fak Tanggungann, eriap !
[uls bl = B ) o K )
sebaman ezt masih periu diterapkan dalam bentuk
o = i

warut hal-hal vang dianur dalam Undanyg Undang

vang sudah ada, sedang !
Peraturan Pemerinmah dan perazuran perundang-undangan lain.

PASAL DEMIPASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Avat{l}

Yang dimaksud dengan sifat ndak dapat dinagl :
sdalak bahwa Huk Tanggungan rembebani secara utul obyek Hak
dilunasinya sebagian dag

-bag dar: Hak Tanggungan

Tanggungan dan sehap bagian daripadanya. Tlelah ! Y

utang vang dijarin tudak Berart terbebasnya senagaan ubyek Hak Tanggungan
=7 R - )

dan beban Hak Tanggungar, melainkan Hak Tanggunganiu tetap membebaru

K 55 £y sal ditunasi.
sejuruh abyek Hak Tanggungan untug s:5a uang yang oo «

Avat (2}
Ketentuan int merupakan perkecualian dar asas yaog ditetapkan pada ayat
n perkemzangan dunia peckreditan, antara

{1} untuk menampung kebutuha .
an cendanaan pombangunan kompteks

lain untuk mengakomadas keterlu
perumahan vang semula merggunakan kredit untu.k prmbangunan selurdh
kompleks dan kemudianagan dijual kepada pemakai satu parsatu, éedangkan
untuk membavarnya permaxal akhir o juga mengzunakar kredit dengan
Jaminan Tumah vang bursargkusan.

Sesuar ketentuan avat int apabia Hak Tanggungan itu dibebankan pa.da
beberapa hak atas tanah yang terdiri Janibeberapa bagmn yang m:’x_:mgjmaamg
meruoakan suatu kesatuan yang berdizi sendin dan dapat qm!!a; secara
tersendisi, asas fidak capat dibag:-bagi ini dapat disimpang asal hal wtu
diperjanjikan secara tegas dalam akta Pemberan Hak Tanggungan yang

bersangkutan.

Pasal 3
Avat (1}
Utang yang dijamin dengan rak Tanggungan capatberupa vtang yang sudah
maupun vang belum ada tetapi sudah diperjanjikan, misalnya utang yang
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| dart = P ilakuk : i :

i art pembayaran yang dilakukan oleh kreditor cntuk kKerentingan
debitor dalam raneka pelaksanaan baok garans. Jumlahrva sun Jdapar
ditentukan secara ‘etap di dalam perjanjian vang bersanzkutan dan dagar

. oula
drtentukan Kernudian verdasackan cara perhitunzan vang dizen

. n o tukan dalam
D-nejzﬂ\l‘:-. L:t;r:é ?Ij;‘::b;::ian.h_ubung.m u.m.ng;-pr.ztan‘g yang ber:ualngkuran,

n tans '3 atas pinpaman pokok dan orgkos-ongkas ain varys
Jumtabinya baru dapat diteatukan kemudian ) S
xer;anp..m ¥ang dapat menimbulkan hubungan utang- plutang Hapa
peragian pinjam meminjam maupun penamian lain, masaleova peraniian
peageloizan harta kekavaan orany vang belum dewasa atau v:tlng taraca di

'Da.wah pengampuan, yang ditkub dengan pembenan Hak Tanggunzan olen
pihak pengelcla. )

T Derupa

Avat (2)

Seringkali terjadi debitar berutang kepada lebih dar: sasu kreditor,
mamlng-masjr.g didasarkan pada perianjian utang-pratang vang berlunaa,
mesdinva kreditor adalab suatu bank dan suatu sadan afit.as. bank vang
bersangkutan. Piutang pada kreditor tersebat ditamin dengan mtu’Haz
Targgungan kepaza semua kreditor dengan sate asta pe..{.h'nermn Hak
Tanggungan, Hak Tanggungan tersebut dibebankar atas taseh ¥ang sama.
Bagaimana hubungan para kreditar satu dengan vang lain, diatur oleh mereks
iu:ndln, sedangkar dalam hubungannva dengan debitor dan pember. Hax
rznggargan kafau bukan debitor sendiei ¥ang mermbernnva, mereka = BRI

=
o . o ;

salah searary creditor yang akan berrindak atas nama mereka, Misainva
mergeral sizpa vang akan menghadap PPAT datam zemberian Hak
T . . - .. - ) . ° B )
sarggungan varg dipedanjiandan siapa vang akan meaerima dan mEnvimpan
sertipikat Hak Tanggungan yang bersangkutan.

Pasal 4

Ayar (1)

Yang dimaksud dengun Hak Milik, lak Guna Usana, dan Fak Guna Sangunan
Liqaiah hak-hax a*as tanah sebagaimana dimaksus di.om U'ndang-wndans
dvomar 3 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok r\grnr:\ﬁ. -
Hak Gura Bargunan meliput Hak Guna Banguran £t atas ranah Negara, i
atas tamah Hak Pengelolaan, maupun di atas tanan Hak Mlix

Sebagaimana telah dikemukakan dalam Penjetasan Umwum angka 3, cua unsur

mutax dari hak atas tanah yang dapar dijad kan obyek Hak Tangzuagin
adalzh: ' N

a. bak target 5 % beri wa|iz didaft -
k tarsebut sesual ketentuan vang veriaku wa)iz didafiar da.am dafar

L;m‘um, dalam hal ini Kantor Pertsnahan. Unsur ir berkaizan dergan
kedudukan diutamakan (preferent) yang diberixan kepada krediter
pemegang Hak Tanggungan terhadap krechter lairnnya, Untuk itu harus
ada catatan mengenai Hak Tanggungan tersebut pada buku-tanah Jdan
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sertimikat hak atas tanah yang :ib-_‘b;;-.::my"ifpbl‘rm,hg&ﬂpﬁtﬁbaﬂﬁ:%ﬂwﬂﬂtas Airlangggau?un di

tas) darn: ok

tawarn permukaan tanah mesalova Dasemuent. wane 14,
BOZanny., T o Alits n - I . ’ S
Zannys dengan hak iy tanah Fang oursangkutan

mrprpstahanya faves oul

harus dapat dipodanangansan, sehirega

saegurn cireslisasi untuk memrbayar drang yang Avat:

SYat g

L5 ]

e kansasuens dard %

SIOIAN 3201 UMan) Simakand oo

Hak alik vang sudah diwakalsar,

ik dapar d1pepany Hax Taroounzan, kering Sesudr 2e0g1n Rt

LRI bt ad ENT

shanan [Tk Tans
b4

; 0 anaman, dan b
TUPARAN vabl kesatuan dar

ang perul

morwmakarin, Hlak Milix venz demikan suwdah Jdikekalikan sebagar narta o

La1n d.‘irlp.ni\‘

FEUMEIECE A a8 fansh v SUFAETTAAN Jitm g an maemt = Ho
Leariiaar, Seeaan dengan ita nak atas tanah vang Jiperzoipakan untax Canmm : Jumgan aemberias Hak
ALlimaan, Fealan dengan it : [

REunginaastaindan vany ';‘ersa:*_brkur.m dan d:

Aazpar dibebam

' ; . satasan dr Zatarmsatny Awra
sdatan dan kegerluan s

: keperizan sen slainnva Tuga D

Famber X Tangsur, ; i m
eran Hak SALEUnEAn, vang Srtandatanzin: Sersama alen gl
keper! A STy TR . et
Hax TangguLogan dan = TCERAZ A4 0015 anaknyva stas kuasa mere
emzern Hak Tangurusear
P K fanggusegan,

kd Xeduanya se

‘r".]:1-' s | N .

. 5 dl.rna.x:u\_ deagan akea arent:k dalam avar ;. adala- Surat Kuazss
MEmoebanlar Hak Tonesoamoam e ol ; .
Moz bunkar Hak Tenggungan atay senda-berda ¥ang mernvakaz
=esituan dengan tinaa untes dibebari Eak Tan . .
vang bersangkiran

Fiak Pakal atas tanah Soewara vang dapat -ji::m::'ahra.".g;mk.m maliputi flak

e aa ey Cersecran 2an buxam Untix
Pakay vang dibenkan kepada Srang-periedrangan atad bazan

i : Irgar bersam:
pran di deam kaoutusan pemoeraniy e

> Takun 14pi tentang

da.am Pasai 43 Tindang-oedang N
Gecaruran Davar Pavex-fukok Agrana ditentukas : .
in Sak 2i 303 v Magara diperiudan wan 25T p tyary
ap Bak Pakal a:ns tanab Negara diperiugsn i1 1 peiacat yarg
st bak untek

Awa ensus rmemirdabe

LITEan:

v thaw Takar ituome

SwWenaAng, Lamun rmerural st

rmamundahiangankan wepads o
vare berwenang hanvaak berkatan deage persyaratan apakan pengrima

ak lain lon vanm diperaaian dar pepabar

maobyek Huk Tanggungan dapat dibeian: |

B hEGR N

ebih dar sati: Hak Tangeunasn

o B O . : H
2pat serregang Hax Tangzurgar PENINZRAL Tettama, pennzka:

: . L - . s2gua, dar s b S
’ T hak mermenuhl syarat aokak menadi pemegang Hak Pakae Meangerai seieTAsTV e,
: 1n serdararan Hak Pakal atas ranuh Negara, dbat Perpelasan Um \
pRRdaar Avae
: = B
L:

Lngaa s

Yang dimaksued 3

gan tangual pendadtaran adalan tan
REMCgAn seSagrimcg dimaksud J e Fasa,

. [an
Y !

L3 avat 5t
anggurgan apu.'r;']a_

Hax Paka: aas sanzh Flok Mitk baru dacardibebart fiak
hal it sodan diterapsan .

dradahin, xarerd zeikembangan mengena: Hak B

o " -
: P RA T
sraerirtah, Retentuan 1o ¥abizy

lengan Peraturan

1 stus tanzh Hax Mibk Calim hal lebeh o sty Sak Tan IZLIEEN Aidy S

Taf s ket Aty o
vz i dalam masvarakal, Walaupun sada wakta diruat pada ranggal vang sama

it oyek Hak Ta

. . serngeat Hak Tangouns
tuRan olen nommor uogt axrs pembenannva. Halini
) ;

cprzapting vads Keperuan

I lrseour

el oSty i Pk, atas baman Ha Jike =
i belum dianggsp perle mewanphan perdaiiaran Hih Fzka. atas tamah Hak & Eimonghimtean aeoms

! peml 3 ernberian Hak Tanggungan tersebut harya danat
wakbu vang akan dilakukan ok PPAT ¥R sama. . I

. : e s o A L Hak o
wikh, sehingza hak teesebut fidak memenh: syarat untux dibeban: dak ormmbuatan bebarapa A

Tongzurgar, naman triuk menampung setiemibangin 2
le i T . 23 Hak Paxd
datans Yermungnanurich membebankan Hak Tanggungan pada Hax Jasd
Pk ndas duioe

at3 SHTTE SRRl Pasal &

. B Hak untuk men: obyek .
Linas Penetaan Conim angks 5 unuk menualobyek Hak Tangmingan atas kekuasaan sendin rmenmakan
salah satu perwuiudan dari kedudukan diutamakan yang L'iipu-"m.l clen
i r Tz r YR j -
- r 1]'nega. g Hak Tznggungan atu pemegang Hax Tanggungan pertama dalam
3 a2l terdapat lebin ¥ Hak Tang san : o
pat leain dam sars pemezang Sak Tangrunzan, Hak cerse:

L . - o L5 Hak
Sebagairmana sudab skan Zalam Penpelasan Lmum angks 4, Ha

. . P didasarkan paca i3 v [T -
zan Zapat puls meipun FANFURAT, TARIman, Gan Fasi karva misarys b 17 paca ja yarg diberkan vleh pemben Hak Tanggurgan bak
At ! B : : - . ; apabtia debitar ciders” - o
in cagan e b o 3 IS ra’ . L )
candl, satung, gEpuan, refiet vanyg merupakan sata Kesatuan 22ngan ranan uEv AP Sraani perI Pgang HakTaﬁggungan berax snruk Menal
. : B 3 jbeban: Hux T ungian HEES Clanggunoan melaiul pele!
yang sersangiuian. Bangunan yacg anat dibetan: Hux Tanggungd HEungan meiaiul pelela

parsetuj l . TZAN umUm tanpa meireriukan
X . . it \ . - A1 akas STLpuaa Lot dan pembern Hag Taneos
537320 GeTEAE fnannya tersebut melipti bangunan vang berada 4L atas f g pemberi Hag Tangm:

Agan dan selariurtnya mengami |
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celurasar ol angrya dac sl pensualan e el i nak perbess Hak Yang dimaksud dengan hak lama adalah ~ax kenumilixan atas tacah menurur
FEIMEARAT LRI i apad: na b . . ' )
Lreditor vang Lain $isa hasil penjua.an tztap men aukum adat yang telah ada akan t2tagi prases administrasi dalam Konversinyg
Tanw"l“é“"‘ belum selesa: dilaksanakan, Svaratsvarat vang hzeos dipenubi adalan
S Ae ; ) i b K o
sYarat-svarat ¥ang Sueiipkan olzh peraturas p.o-:undang-am:nngd.—; Yang
beriaku.
Pasal 7 : - Tl AT LICAN DTN AT
. - Lt AT AR EEn i 5 P . . .
Sifar ol merpasan seiab satu prrnan RP sk bag R '1_> rdinan dan Menmagat tanak dengan nak senagaimana dimaksog 21 atas mada waktu i
e de bk, P o1 o i15iLIan Derpin SAbLT S oL - : :
ok Taras: mLAVanaupLn onves Hak Taroguegan sud Tkam Rakmus M5t Daryas, pembebanan Hak vargeungan pada hax atas tanan o
i RS A L. . . : damat e LIRSS NARMVY . : = o
menjad: maik prhak fan, soeditor TTHslh teFJ_O B3R dimungkinkan asafkan pembertannvs dilakukan bersamaan der Tan
meianukan ekeerasi, 1k aebcor cadiera o Peemobonan perdaftaran hak atas tanai rersebut Kemurgiinan ini
! dimaksudkan untuk mermber RESETPALIA heDada PEMCEARY NAX 3tas tanah
. s ¥ang Defum bersertipikat unruk remparaleh Nredit Lisarzing 1,
Pasal 4 kermnurgkican di atas dimaksudxan juga untik wendorong Zensectipikatan
Ayar. b bak atas anuh pada LmEnnya,
' Tuwa '9;15- ;
f-URap e Lenzan adanyva ketenruan in: besast: bahwa pengganaan tanah yang bukn
: - <epemilixarnya beruna giwik, zetuk, dan fain-an FANg sejems masin
- ,\_'l{ '_'_‘ . . L ‘. . . . - y - -
i syt 1 aan adalap padae saat 4 dimungkinkan sebagai agunan odgamana Satur dalam Undang undang
- ircyva Has Tanggungan dda o - . . o N .
:% K.rena lahirnyva Ha _ L amanean untuk metckihan o Nomor 7 Tahun (392 tentang Percanzan. Cetentuan ini menuciukkan
! g T szeliud, Ak kewan2nZan unbui melas - e oL . \ . . .
[ Tanggungan tenseoul, T\ nrae dikaruskan s pada oembers Hak TABIIMANA C3Tanga untuk Meningkatkan pemrberian AZunan tecsebut rmenpadi
¥ b =ak Tapggunzae aif e ' . . 7 4 * -
terhadap obyek Hax e . buku-tacah Fak Tungz.cgar. Haik FTanggungen.
Tangyurgin pada saat cembuatan buku-ta T ddastarva Hak
nZLurgan ; s e whartareva Ha
. ji bo slap <eabsahan kewenanaan tersabur pada saet dida :
rus dibuashan £e3e
haris G a ) utan Masal 11
Tanggungin yang bersangxata . .
an yang Avar,
Linas Penjetasan Umam angka 7 L . N . .
- seteniaan o men2tarkan s WAL slatnva warbh untes SAACVY Akt
Pemienan Ha: Tanggunsan Tidak dicy ntuimkannya secars lergkap hal-hal
qgung ; giap
Pasal 9 vang disebur pada avat ini da‘aee Akia Temberan Hak lanamungan
Cusur e:as. mengakibatkan axta vang Bessangkuian 2atal demi hukem, KaerertLan 1m
dimaksudzan untk memenui asas spesialtas dan Hak Fangzuroun, bk
Pasal 10 mengenat sabvek, ckvek, Mmaupun ctang vang dijaoun,
Avai (U} ; slak furat 3
- - R AR AYa SanuElan R
- am sitat aroasnir dae Hak Canggupgern, pemberiannya . da | Taper ;. " - "
Sesual dengan sitat aulasn: . ‘; ‘u petjanan vang renimbuaikan Apabila Hak targgurgan Jibebankan pula pada benda-benda vang
Lene i LA POROs, YT peran.an Vang . . . B
- rercpakan tkuman Jdar peracgan p :.Lj'l';mir‘ pelunasannva, Mznanian yang erupaxan satu kesatuan dergar tarab mili STATY-Persenrangan atau
. ST DNLLTINT VAT O . i . . ., . . . . .
hutzngar hukum e mumang vang dy apat dtbuat Gurean akia di bawah badan hukum tain dacipada Femagang hak atas tanah, pemnben Hak
. . e T3t A ndapatdl Sl - : . PR ) o .
i menimbuikan husungan wang giu s 1t-';r-"< tergartung ada keenmuan tengaungan adalah pemegang hak atas t2nah bersama- sama pam:lik
: sangan atae harus dibda: dengan a & terti: i:..-;rp o \h'_I1L'-u an stang. betvia terseby:
) - v omater] peranian tta Daam hat . i
Aukum yang mengated Fen merjaniial Lradst, Muruf b

; i manidan dieng-cuatanyg atas adh
sutang ity bmoul dan pananpan 4t g A
‘ at Gibuat di datam maupun g luat .-S_. Prhas
perseorangan atau badan hukum asing

penangian tersebut da
: = ADaY rar g
rikak vang bersangkitan dapa : b boin 1 KU 250

DS it ‘-1-1-*0' hersanghutin diparzunakan untuk keperhinga

ADANANE ¥ !
wilayah Repubitk lndonesia.

Avat (2)
Cukup {2 as.

i L e+ B A e ST

Eksekusi Obyek Hak ...

Cengan dianggapnya kantor PPAT sehag
vang berdomusili di [

Zomisili indonesta sag: pihak
ar negert apanua Jomusili p:hhannva tdak &
di dalem akta, syaral pencantuman domusili il
susah dipenoby

bt

ian terssouer diag

u)

huruf ¢
Perunjuxan ctang atau uting-utarg vang

dijam.isebagaimans dimaksud
pada huraf iy melipuhiuga nama dan ider

Ttitas debitor yang bersangiutar.
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barr d
Cukup eias.
huput 2

' P i semaTalimar
Uraian yang 2% mengendl Shyek Hak Tanggungan sesagaimana

Gimaksud paqa pur inn melipult anoaan mengenal serticicat hak atas

tanah vang bersangiutar ataa bam tanzh yanyg "eium terdamar sesam

S MRENAT LT3N Sengenal kepemilikan, letak, satas-batas, dan

Ruoan

REEERNTeR 3t SR

Ayat al

fanji-janit vang dicantumsar pada avat int sifatnya l'l'.i'.x'ulltaiaf dan tdakx

mempval pengand ternadap sabeya akta. Pib...\k-plhés be:a> nl".t*.:‘.c:'.tullun

untu;& menyesutkan atau tidak mneavebutian jannyi-lan) il dalam Axta

Pemperian Hak Tanggangan.

Drengan dimuatmya janii-ani tersebur dalam Akta Pempeﬁgg ilak Tanggu:\gan

yang kemudian didarar pada Wantor Pertanahar, ‘acji-lzng tersezut juga

mampurval kekuatan mengikat ternadap pihak ketiga.

Hururadan® o .
“zmbers Hak Tanggungan masibh diperbolenkan me.axsanaxan
xewenangan vang dibatas sebagaimara dimaksud pada ';'-Lll'fdf‘h‘.ll'Lli ini
sepanjang untuk itu telah diperoleh persetujian tertulis dari permegang
Hak Fanggunearn.

Hur

fanj vang membenkan kewenangan kepada pemegang Hax Tsnggungan

- IR N
untuk mengelola vbyek 1ak Targgungan dapat merugikan perberi Hik
Tanggungan. Qlek Kazena itu, janj tersebut harslah disertar versvaratan
D ¥ e - > i)
banwa celaksaniannyi masth memerlukar penetapan Ketua Pergadilan

Negari Sebelum mengeinarkan peretapan tersevut Keriz Pengadilan
Negen perlu memanggil dan mandengar plh.ik-p:hqk .”',”‘.3
perkepentingan. yaitu peregang Hak Tanggungan dan pemazert ﬁax
TangZungan serta debunr agabila pemben Flak Tanggungao buxan _qebLtor.
Hurur d _ )
Dalam janyi :ni termasuk pemeenan xewenangan kepada cemegang Hak
Targgungsn uniuk atas buays pemternt Hak Tanggungan r,".u:ngu:uls
perpanjangan hak atas ranah vang dijadikan obvek Hak Targgungan untux
mencegah hapusnva Hax Tanggungano karena hapusnya hak azas ta.nmh.
danmelakukan pekefaan ain yang diperiukan untuk menjaga agar an}rck
Hax Tanggurgan tidak Herkuranp nilamnys yang akan T.eggakxoatkan
berkurangnva harga perjuaian seningga tidak cukug untuk meaunasi utang

vang diparin

Hurar 2 oy
Untux dipunyainya kewerargan sebagalmana dirraksud Jdalamn Pasal &
4l dalam Akta Pemberiun Hak Tanggungan dicantumikan jarp ial.
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aruff
lanji i g sudi LV :
fanj dimaksudian untuk welndunei kepentmgan peregarg Hok
Langsungan kedua dan fererusmyva. Dengan adanva janji .m, tanpa

BRISeTruUUN pembersiban dan femegang Hak Tanzzungan kedua dan
sarerusrys, Flak Tanggungan sedua dan seterasnya tetap membesan]
obvek Hak Tanggungan, Walaugun govek iy sudan Zieksekusi antue
pelanasan ziatang pemegang Hak Taaggungun pertama.
tururg
Yang dimaksud pada hurut ien acalah m

elepasxan haknyva secara sukareia.
Hurufh

Yarg dimaksud pada huruf rol wdaarn pelepasan hax secara sukassla, atap
Fercabutan hak untuk kepentirgan umum berdasz
parurdang-urdangan,

Mururi

rkan peratirtan

Cukup jelas.

Hururj
_]-"‘-]_i i pentirg untuk dapa: memperoleh harza
penjuatan obyek (Zak Targeringan

Furufk

yang tingel dajarm

“anpa dicantumkarnya jenj: inj, sertipikat hak atas tarab yvang dibebani
Hak Tanggungan diserahkan kep.da rember Hak Tanggungan
“ ! ey g e

Pasal 12
I\ctunm.an ini dradakan dalam rangha melindungi kepenhingan deitor dan
pemberi Hak Tanggungan lainnya, cerazama aka nilas obyvek Hae Tan

] gghngan
melebih besam_y-.: ukang yang gijarmun, 1"emegang Hak T

: dngzungan dilarang

L.‘I'tltuA\ SEE30a Serta merta menjadi perulik obyek Hak langgurvan <arena

ceoutor cidera janji. Walsupun demikian tidaklah dilarang bag pemegang Hak
b . = E

Tangzunga jacdi celi b ;
Zgungan untgk menjadi pernceil ohyek Hak Tanggungan asalian melaluy:
proseciur yang diatur dalam Pasal 20,

Pasal 13
Avat {1}

j}cl{an saltu asas Hak Tanggungan adalah asas publisitas. Qteh karena it

: ;Rarsannya semberian Hak Tanggupgan merupakan syarat mutlak uatuk
tahirnva Hak ranggungan tersebut dan mengikatnya Hak Tsngzungan
! : 5 3 Surga
ternadap pihak kesiga.

Avat (2
Pengan pengirtman oleh PPAT berars akts dan warkah lax vang diperlukan

thadisampaikan ke Kantor Petapiahan melalui petigainya atau dikinm melalw
postercatat PPAT wayib mengzunakan cara yarng paiing baix dan aman dengan
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-"\cvnperhauk.m kondis: daerah dan fasilitas yang ada, gerta selalu berpe orman yar (S .
vaila tyuan uniuk didaftarnya Hak Tanggurgan ity secepat munghkin. Cukup jelas.

i imaksu iat i ipun surat- surat bukt yae
Warkah lain vang dimsksud pada avatml meliputt s g

; T . Pasal 15
. L ne an ntas phak-pihak vang
berkaitan dengan abvek Hak Tanggungar dan .denntas p P wang s
- s o ak aras tapah dan/atau surat- var(l)

Sersanghutin reemasuk 4 dalamnya seripikathak aras tan

2 ARG g . . T R Sebacai . o . . . . ~

surat keterangan mengenal otyek Hak Langguingan. N asb.“"-:-ﬂ'mané te;ah dixernukakan dalam Perjelusar Umum angka 7 zaa

SPAT wayib melaksanskan ketenzuan pada avatin kuarena jabatannyva. Sanksi Ham%"“ pemzebanan Hak Tanggungan wajib dilakukan serdiri aleh pemben

S : . : ax Tang iy ) ]

atas pelanggarannya akan diterapkan dalam peratran serundang-undangan anggungan. Hanya apabila benar-benar diperlukan, vaitu dalam haj

ang mengatur jabatan PPAT pembert Hak Tanggungan tidak dapat hadir dihadapan PPAT, diperkenankan
N ’ r N ' - - .
i yang meng penggaraan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. Sejafan derzan
: itu, suz k 2

) at kuasa tersebut harus diberikan langsung oleh pembent Hak
Ayat (3) Tanggungan dan harus memenuhi persvaratan menganal muaranny

_. Cukcup jelas. sebagaimana ditetapkan pada avat ini. Tidak dipenubinya syarat .n

; mengakibatkan sarar kuasa yang bersangkutan Gatal de}m 'nukurh, ya;'lg berarts

Ayat (4) bahwa surat kuasa yang bersangkutan tidak dapat digunaxan sebagai dasar
Agar pembuatan buku-tanah Hak Tanggurgar rersebut tidak befiaf‘:t'la-"“f pe:r.btfatan "j\kul P"-m]?‘*“:'n Hak Tanggungan. PPAT wajiz menolak
sehingga dapat merug:kan pthak-zhak yang berkapennngan dan meqﬁu;aflgl ie.mononan untux memouat Akta Pamberian Hak Tanggungan, apabila Surat
~1minan kepastian hukum, ayatinl menetapkan S?tu t:x_ngga}_yéﬂg P"F':‘ =& :‘:at :l_“aba Memhebankén Hak Tanggungan tidak dibuar sendiri oleh pembern Hak
't;mggal buku-tanah itu, yairu tanggal har kuetujuh dfn"”"‘g klar‘ k?r‘ "P-gﬁjungan 2tau tidak memenuhi persyaratan termaksud d: atas,
dipenuhinya persyaratan berupa surat-surat untuk pendaftazan secara engrap Hururt a
Yarg dimaksud dengan tidak memuat kuasa urtuk melakukan perbuatan
Ayat (3) N . hukgm.im:\ dalam getentuan ini musalnya tidak memuat ku.:asa unmzk
Dengan dibuatnya buku-tanad Hak Tanggungan, asas publisitas terpenuhl menjua. menyewaxar obyek Hak Tanggungan, atau memperpanjang hok
dan Hak Tanggungan itu mengikat juga pihak ketiga. atas tanah.
Huruf®
Pasal 14 .Yang dimaksud dengan pengertian substitusi menaout Undang-undang
avat 1) i adalah pengpantian penerima kuasa melaluj pengalinan. Bukan
) C- e rclas rr'.te:‘.'?pak.an substitusy, jika penenima kuasa memberikan kuass kepada
ukup jeias- plhak lain dalam rangka penugasan uatuk bertindak mewakilinya,
: ©vati2) dan avat (3] :’l‘ia;“)’a}(.ﬁifeks': Bank menugaskgn pelaksanaan kuasa vang ditl:r:m;ir;_va
) ‘ Avati 3 . . . dan dalam epada Kepala Cabangnva atau pihak lain.
- : frah-irah yang dicantumkan pada serapikat Fak T“‘F‘ggun%m kekuat Huruf ¢
' kerentuan Pada ayarl ini, dimaxsudkan untuk met_'tegaskan a:_.anyltl_- N :J; - Kepelasan manea i E
’ ' eksekutorial pada sertipikat Hak Tanggungan, sehingga apabla demmr‘.l. era Tari mn ) g F-;}HUESE;'”“S‘” pokok dalam p.urr.bebar.an [T{ak
janjs, stap untuk dieksekusi sepert halnya suatu putusan pengadilan yang h kg? 837 sangar drgeriu nuntukke?enrmganperlmdungan pemaeri
relah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan Fa | har‘\ggungan‘ Jumlab: utang yang dimaksud pada huruf ini adalsh
menggunnbzan tembaga parate execubie sesual dengan peraturan Hukum Aczra sumrla J:angﬁ sesuai dengan yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1),
Perdata,
3 Lihat Penjelasan Umum angka % dan penjelasan Pasal 26. Ayat (2]
%
1‘ vt i Cukup jelas.
yatl
Cukup jelas. Avat (3}

3
¢
3
Z,
g

i

Cu’.(up jelas.
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Avatid)
Tunah vany belum terdaftar adyan tanen sebegamana dimaks:il dalam Pasa

T3 avat (34 Batas waxtu penmu1331 Syurat Lansa Membebankar Hak

Aak atas tanan yang seium cerdaftar ditenrakan e
-'r.-.\hih Ayas1 3, mengingat pemDL. atan

TargeEungan mengens’
sama danpada tanah vary sucah didatts
Absa Permzerzan FHak Thnggungan rada b
Farus dolasukar bersgamaonn cangan perhonsnan pu
E y 3 ayab 3h van
vang bersangkunn sedagaimana dieniikan Jdajart Pasal 10 ayat 3h rang
terlebin daha:la catla ditgngkapt

k atas tamaby vanyg Delum rerdactar

aftaran bak atas enah

rS\:‘J::Lta TNy

Parsvaraian bagt cen safraran fulk atas tanah vany befum rerdartar melipul
waktu untuk memperolehaya,
ngan cari Kanor
,dar apabila

A13€TANRANOVD SLCAL-SUTAT YR T smerlukan
msai' wa surat xe AT gEn Slwavat sanah, surat ketera
Purtananan 3anwd wnddt ¥any bersangkuan tefum persertiginat
bukt, keoemulikan tznab rarsebut masih atas nama orang yang sudahn
mu:xmgg::ll, surat keterangan walis dan suras PRMBANAN Walls

Netentuan pada avas o eslaku ugaerbadao tanah yang sudah bersertipixat,
- on1 Hak Tanggungan se5aga peitezang

tetapr peiume didartar abas pama pemb . .
ftar peralihan haknve,

hak atas 1anan yang s, yaliu fanah vang belum v
pemecahannya, 1an pengzabungunnya.

Avat (3t

Ualam rangxa pelaksanaan pembangunan dan mengingat Keponiingan
vang ditetapkan

zalonzan ekorwoml tpman, unius oemnerian kredit tertent
xred:it program, kredit kecil, krecit pemul ban rumah, dan
., batas wakty berlakunya Surat Xuasa v wiembebankan
ab [3) tidas

Permerintan ¢
wredit lain vang s
ial\ Tanggungan sebugaimana dimuksud vada ayat '3} dan ay
wtas waktu beraakunya Surat Kuasa Semberankan Hak
MEEUREAN QRMIK Rn kredi Terient tarsebct filakuxan sien Mernten vang
sidang sertenaban seterzh mengadukan koordinast Gan

cerwenany i 2
konstbtasi dengan Menten Keaseygan, Gupernus Bark Indoresia, der peabac

lain varg terkain

stiaku. Peoentuan

Avat tod
Y
Tanggungan aimaxs

o 3 b aserlakunya Surat Kuasa Membebanwan Hak
rentuan rmangLna b merlakunva surat 5a i

ab3s ey
adkan untuk mencegah cerlarut-iarutaya waktu
ap l bdak menatup semengrinan dibuamya

pelassansan kuasa it Netenh
Surat Kuasa Mermbabankan Hak Tangzgungan baru

Fasal 16
Ayat 1]

i : i ) : AN
Cessie adalan perzuatan hukum mengalinkan puuteng plen kraditor pemegary

Hak Tanggungan kezada pinzk lain

Eksekusi Obyek Hak ...

Funrosasiacila
debitor.

Yarg dimaksud dengan sebab-senan 2t adalah rachallamselan vy

T penggartian <raditor olen 9ina s Ketiga vang melurasi wan

'l_~“d T
atnl, misa.rva dalam nal teradi penga gaburgas
; ZATUNTIn
Perusainaan sehin BEd menyebabsan oen.]l"t"\ﬂ Dull B Dall Delfusanan
sernula Kepada Prerusahaan virg car -

cadaava L
Erabihan ataw o

Karenu berah Fnva Hax Tanez. ‘ngan vang diatur dalam keteptuan et
karsna huxum, hal tersebur & whak perlu dibuk .
aleh PIAT. Peavatatan Seral thnya B
perdasarkar
arzditor |

ukar Zenzan akty v
Fak Tanzzungan im ;dkul.
W5 yang mermsukakan zeralthoys TiUtRNg vang
g Bazu.

Vg N

Likat Fernvelisen Umum anika 3

Avat 2]

Cukup jelas.

Avat(3)

Cukup jelas.

Cukup eias.

Ayab S
CL:ku_:: Jilas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 13
Avat 1]

Sesuan dengan sifat accassair d

aritfak 7 canggungan, adznys Hak Tangricgan
'e.‘oaﬁtu_ng pada ada et

10:utang vang dijamin pelunasar
ity hapus kacera pelurasan atay sebab-sesat lain
Tanggungan vang Sessangkuien menjadi hapus ju

Apabila petang
dengan szndinnyva Sak

Selas T

Zelain vtu, pemegang Hak T anggunzandapat welenusican Hak Tanggu
<an hak atas tanan dapat hapus, yang

Tangzungar.

ACEATIIVE

mengekibatian bapusnva Hak
Hak atas tanah d

. dapat Papus antara lan kacena nai-hal seDAZaunAna disebur
dajamn Pasal 27,

Pasal 34, dan Pasal 40 YUndang-undang Nomor 3 Tahur 1650
tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok AZrani atau peraturan perundang-
undargan lainaya, Dalam hal Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau
Hak Paka yang dijadikan obvek Hak Tanggungan serakhir jangika wakty

berlakunya dan diprrpanjang berdasarkan sermohonan yang diajakan
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. .AD
sebelum berakhimyaja ngka wakt tersebut, Hak Tanggunga
melekat pada hak atas tanah yang bersangiutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Avat (3}
Cukup jelas.

Ayat (4}
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayar {1} -

Ketentuan int diadakan dalam rangka melindungi kepennngan pembeli obyek

Hak Tanggungan, agar beada yang dibelinya terbebas dacl Hak Tanggungan
oo ' ! M . . .

yang sermula membebaninya, jika hatga pembelian tidak mencukupl untuk

melunast utang yang dijarmn.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Para pemegang Hak Tanggungan yang tidak mencapai . :
berusaha sebaik-baikaya untuk mencapai kegepakatan mengenal pembersﬁahan
obyek Hak Tanggungan sebelum masalahnya diajuk;n pgmbeh kepada Ketua
Peﬁgadﬂan Neger.. Apabila diperiukan, dapat diminta |25 penengah yang
disetujui oleh pihak-pihak yang persangkutan.

| pemnyualan obyek Hak Tanggungan dan
na dunaksud pada ayat

kesepakatan perlu

Dalam menetapkan pembagian hast :
peringkat para pemegany Hak Tanggungan sebagaima :
ini Ketua Pengaditan Negeri harus memperhatikan ketentuan sebagaimana

dimaksud-dalam Pasal 6 dan Pasal 5.

133

Tinsigrya setiap eksekusi harus dilaksanakan dengan melalui pelelangan
umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperolet harga vang paling
tu."lggl untuk vbyek Hak Tanggungan. Kreditor berhak mengambil pelunasan
Iplutang yang dijamun darr hastl penyualan obyek Hak Tanggungan. Dalam
ral hastl penjualan tu lebin besar daripada piutang tersecut vang setingai
flngginya sebesar nilet tanggungan, stsanva menjadi nak pemben Hak
Targgurgan.

Avar(2)

Dajam bhal penjualan metatu peletangan urmum diperkirakan tidak akan
merghasilkan harga tertingge, dengan menyimpang dari prinsip setagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberi kemungkinan melakukar, eksekusi melalui
penjualan di bawah tangan, asalkan hal tersebut disepakat: oleh zembert dan
pemegang Hak Tanggungan, dan syarat vang ditentukan péda ayat (3)
dipenuhi. Kemungkinan ini dimaksudkan untuk mempercepai cer:;'uai.an
obvek Hak Tanggungan dengan harga penjualan tertingsi, ‘

Avat (3]

Versvaratan yang ditetzpkan pada ayat ini dimaksudkan cnnsk mebinding:
pikak-pithak yang berkepentingan, misalnya pemegang Hak Tanzgungan
kedua, ketiga, dan kraditor lain dari pamberi Hak Tangzungan.
Peagumuman dimaksud dapat dilakokan melalui surat kabar atau media
massa lainnya, misalnva radio, televisi, atau melaiui kedua cara tersebut.
Jangkauvan surat kabar dan media massa vang dipergunakan raruslan meliputi
erak obyek Hak Targgungan vang bersangkutan. -

Yang dimaksud dengan tanggal pembentanuan tertulis adalak tanggal
peng.irlman Pos tercatat, tanggal penerimaan melalui kurtr, atau tanggal
pengirimar tacsimile. Apabila ada perbedaan antara tanggal pemberitafuan
dan targgal pengumuman yang dimaksud pada ayat ini, jangka wakru sate
bu.an dihitung sejak ranggal paling akbur di 2ntara kedua tanggal tersebut.

Cukup jelas.

Ayat @) Ayat (3)
Cakup jlas. Untux rgenghindarkan pelelangan obyek Hak Tanggungan, pelunasan utang
dapat dilakuxan sebelum saat pengumuman lelang dikeluarxan,
Pasal 20
ayat (1) Pasal 21

Ketentuan ayat ini merupakan perwuiudan dard kemudahan vang disediakan
oleh Undang-undang ini bagi para kreditor permegang Hak Tanggungan dalam
hal harus dilakukan eksekusi.

Ketertuan :ini letih memantapkan kedudukan diutamakan pemegang Hak
Tanggungan dengan mengecualikan berlakunya akibat kepailitan pembari Hak
Tanggungan terhadap obyek Hak Tanggungan.
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Pasal 22
Avat {1} .
Hax Tanggungan telah hapus karena per'.snwa—pe:istiw:a sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15, Pencoretar catatan atau cuya liak T?Jnggungan
dilakukan demi ketertiban administrast dan sidax mempunyal pengaruh
qukum rerhadan Hak Tanggurgar yang bersangkutar yang vudah hapus.

Cukup jelas.

Avat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Ayat (2} Cukup jelas.
Cukup jelas.
Avat {3}

Ayat (3) Penyesuaian buku-tanah dan sertipikat Hak Tanggungan diatur lebik lanjut
: Cukup jelas. dengan peraturan perundang-undangan.
‘ Sebelum buku-tanah Zan sertipikat Hak Tanggungan yang bersangkutan
i Avat (4 disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diraksud dalam Pasal 14,
ehsekusi dan pencoretannya dilakukan menurut ketentuan yang berlaka
sebelum. Undang-undang int diundangkan.

Cukup jelas.

Avar (5]
Cukup jetas. Avat (3)
i1 ~ermasuk dalam pergert:an surar kuasa membebankar hipotik vang dimaksud
3 Ayat i) pada avat iri acalah surat kuasa untuk menjaminkan tanzh.
k . Cukup jelas.
Pasal 25
Avar (7) Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 25

Avat18) Yang dimaksud dengan peraturan mengenal eksekusi hypotheex yang ada
o dalam pasaliri. adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 224
Cukup jelas. Regleren Indonesia yang Thperbahann (Het Herziene ladones:sch Relglement,

) Staatsblad 1941-34) Pasai 258 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar
Ayat {9) Jawa dan Maduca {Reglement tot Regeiing van het Rechtswezen ir. de Gewesten

B : Cukup jelas. Buiten Java en Madura, Staatsbiad 1927-227).
+

Ketentuan dalam Pasal 14 yang harus diperhatikan adalah bahwa grosse acte
Pasal 23 Flypotheek yang berfungsi sebagai sural tanda bukti adanya tHypotheek, dalam
Avyat (1)

i ha: Huk Tanggungan adalah sertipikat Hak Tanggungan.
Yang dimaksud dengan pe;atat padadyat ini adalan PPAT dan notaris yang

; _ i | vang bersangkutan. Pemberian sanksi kepada Adapun yang dimaksud dengan peraturan perundarg-undangan yang beium
d1§ebut di dalam Eaia“;?asaley}: g;ba} ya?\‘f berwenaag menurut ketentuan ada, adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus
pe]abac;ters;budt di zaua:; ?.;) ]&:nlis femis hzkumannva disesuaikan dengan eksekusi Hak Tanggungan, sebagai penggand ketentuan khusus mengenai
vang dimaksud pada ayat {4]. - ¥

l eksekusi hypotheek aras tanah yang disebut di atas.

Cer i a pelanggaran. - . . \ :
cerat ringannya pEianGs Sebaga.mana dijeiaskan dalam Penjelasan Umum angka 9, ketentuan peralihan
5 dalam Fasal iri memberixan ketegasan, bahwa selama masa peralihan tersebut,
Ayat {2) ketentuan hukum acara di atas berlaky terhadap eksekusi Hak Tanggungan,

Culup jelas. dengan penyerahan serhipikat Hak Tanggungan sebagai dasar pelaksanaannya.
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§ Cengan ketentuan iri Fak Tangzungan dapat dibebankan pada Ruamah Suss o
: dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang didinkan Jdi akas tanah Hag

Pakai azas tanan Negara.

Lihat Penjelasan Umum argka 5.

Fasal 28
Peraturan pelaksanaan vang periu dikeluarkan antara an adalah mengena:
jabatan PPAT.

Linat Peryelasan Umum angka 12,

Pasal 29
Dengan berlaxunya Undanz-undang ini, ketentuan mengenar Credietversang
selurubnya tidak diperlukan lagi. Sedangkan ketentuan mengenar Hyootheey
vany tdak berlaku Jagi hanya yang menyangkut pembebanan nvpothes2x ara,
tarab beserta benda-benda vang berkatan dengan tarah,

Fasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas

[,

L e E K Sty i Ty

I
2
e
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